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BAB 1
KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

oleh Helena Tatcher Pakpahan

1.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan itu harus memiliki daya sesuai potensi yang
dimiliki dalam meningkatkan kesejahteraan hidup, mampu
beraspirasi, punya usaha sebagai tumpuan hidup untuk pemenuhan
kebutuhan hidup masyarakat baik individu maupun kelompok.
Pemberdayaan merupakan sebuah cara untuk memperbaiki sistem
kelembagaan yang ada dalam masyarakat, dan berlaku bagi aspek-
aspek lain dalam kehidupan masyarakat, perekonomian, lingkungan,
komunitas dan juga kehidupan bermasyarakat. Pemberdayaan
mengajarkan individu atau kelompok bagaimana mereka bersaing
dalam lingkup aturan (Pakpahan, 2022, 2022a, Pakpahan, 2022b).

Pemberdayaan adalah suatu usaha untuk menciptakan
masyarakat yang mandiri dan sejahtera melalui upaya untuk
memperkuat wawasan, sikap, keterampilan, perilaku, kemahiran, dan
kesadaran dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan
cara menentukan kebijakan, program kerja, kegiatan, serta
memberikan pendampingan yang diselaraskan dengan kebutuhan
masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah satu satu bentuk dari
pembangunan sektor perekonomian yang  menggunakan nilai
keunggulan dalam masyarakat untuk menciptakan pemikiran baru
dalam program pembangunan yang berorientasi pada manusia,
partisipasi  aktif, memberdayakan, dan pembangunan yang
berkesinambungan (Makandolu ef al, 2023).

Pemberdayaan  merupakan  strategi utama  dalam
memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi pedesaan
yang berkesinambungan dan inklusif, sehingga warga pedesaan bisa
mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar dan dapat digunakan
untuk meningkatkan kehidupan mereka. Pelaksanaan pendampingan
dapat memberdayakan masyarakat desa untuk memanfaatkan potensi
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yang ada melalui pemanfaatan sumber daya alam dan keuntungan
kompetitif masyarakat desa, serta membuka peluang ke pasar dan
akses sumber daya yang lain. Pemberdayaan masyarakat adalah
konsep utama untuk membangun secara berkesinambungan. Konsep
utama memberdayakan masyarakat terdiri dari usaha untuk
memperkuat kemampuan dan kemandirian warga desa supaya dapat
terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan di desanya. Aspek penting
pemberdayaan masyarakat desa adalah sektor ekonomi, karena
ekonomi yang unggul bisa memperbaiki kehidupan masyarakat dan
membuka kesempatan untuk mencapai kesejahteraan dan
kemakmuran bersama. Dalam upaya untuk meperkuat ekonomi
pedesaan, maka kegiatan pendampingan yang terencana harus
dilakukan oleh berbagai pihak yang mempunyai keterampilan dan
pengetahuan yang mumpuni tentang pemberdayaan perekonomian
masyarakat desa (Harini ef al, 2023).

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep dalam
pembangunan perekonomian melalui pengintegrasian nilai-nilai sosial
yang ada di masyarakat. Konsep pemberdayaan merupakan
pandangan baru dalam pembangunan yaitu memiliki sifat “pegple
centred, participatory, empowering, and sustainablé (Chambers,
1995).

Peogple centred menunjukkan komunikasi dan merupakan
unsur utama guna menyalurkan pesan pembangunan yang efektif di
tengah masyarakat. Komunikasi yang dilaksanakan pemerintah dalam
pembangunan pedesaan salah satunya adalah menginformasikan
program kebijaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan
keapada masyarakat, tujuannya adalah meningkatkan keikutsertaan
masyarakat dalam pembangunan, sehingga program pembangunan
dilakukan dengan menerapkan prinsip pegple centered development
yang bermakna pembangunan harus ditujukan untuk meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat (Marshal & Raynol, 2023).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu desain pembangunan
di bidang ekonomi melalui pengintegrasian nilai yang tumbuh di
masyarakat untuk melaksanakan paradigma pembangunan masa kini
yaitu pembangunan dengan mengutamakan peogple-centered
participatory. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan
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pemerintah untuk menyediakan warga lokal dalam merancang,
serta mengatur sumber daya yang dimiliki sehingga mereka
mempunyai keahlian serta independensi secara ekonomi, lingkungan
serta sosial untuk waktu yang lama, sehingga pemberdayan
masyarakat berkaitan erat dengan sustainable development yang
menginginkan pra-syarat keberlanjutan independensi warga dengan
cara ekonomi, lingkungan serta sosial yang senantiasa bergerak
(Januaris & Rejeki, 2023).

Participatory ~ (keikutsertaan) = merupakan  pemberian
kesempatan yang memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut
serta dan memperoleh keuntungan dari program pembangunan yang
diikuti. Participatory ditekankan untuk tidak adanya unsur
pemaksanaan, akan tetapi menerapkan prinsip kesadaran yang
tumbuh di kalangan masyarakat untuk terlibat aktif dalam
pembangunan. Prinsip utama yang penerapan Participatory yaitu
mengutamakan masyarakat yang diabaikan (keberpihakan) (Tarore &
Supit, 2023). Participatory berkaitan erat dengan kegiatan
memberdayakan masyarakat. Melalui penerapan prinsip participatory
diharapkan dapat menciptakan masyarakat di pelosok tanah air
berdaya dan mempunyai nilai di dalam pembangunan. Kesuksesan
pembangunan menunjukkan bahwa prinsip partisipatori yang
memberikan penekanan pada pembangunan berbasis komunitas
melalui pemberian pengarahan (pendampingan) dapat menciptakan
solusi untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang ada di
masyarakat desa. Oleh karena itu dapat disebutkan bahwa tujuan
penerapan particjpatory yaitu memberdayakan masyarakat melalui
program partisipatif untuk memberi kepercayaan dan kesempatan
kepada anggota masyarakat untuk terlibat aktif sebagai pelaku utama
dalam pembangunan (Darmawan ef al, 2020).

Empowering adalah menguatkan potensi yang ada di tengah
masyarakat dengan cara melaksanakan program nyata untuk
menyediakan segala macam input dan ,membuka peluang sehingga
masyarakat berdaya dalam pembangunan (Nani ef al, 2024).

Sustainable adalah  mengintegrasikan seluruh  aspek
keunggulan nilai ekonomi yang ada di masyarakat dengan
lingkungannya serta nilai-nilai sosial, dalam bentuk pemberdayaan.
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Pengintegrasian aspek-aspek di atas adalah tanggung jawab
perusahaan melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan
lingkungan (Disemadi ef al,, (2020).

1.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat berpusat pada masyarakat
sebagai aktor utama pembangunan. Proses tersebut dimulai dengan
keterlibatan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi.
Pemberdayaan masyarakat membutuhkan peran Corporate Social
Responsibility (CSR) dan merupakan salah satu model pemberdayaan
masyarakat. Perusahaan harus berpegang pada prinsip 3P
(keuntungan, masyarakat, dan bumi) dimana CSR selain mengejar
keuntungan juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat
serta kelestarian alam (Pakpahan ef al, 2024; Pakpahan et al, 2023).

Maksud dilaksanakannya program pemberdayaan antara lain
(1) memperbaiki aspek kelembagaan, (2) memperbaiki upaya
pembangunan, (3) memperbaiki pemasukan  masyarakat,
(4) memperbaiki kehidupan, (5) memperbaiki kehidupan masyarakat,
dan (6) memperbaki kondisi lingkungan. Implementasi pemberdayaan
bagi masyarakat pedesaan bisa dilaksanakan dalam progam
pembangunan pedesaan di bidang perekonomian, pendidikan,
keagamaan, dan kesehatan (Widadi et al, 2023).

Memberdayakan masyarakat pedesaan merupakan usaha
untuk mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera
melalui peningkatan pengetahuan, sikap, skill, perilaku, kemampuan,
kesadaran dengan cara menggunakan sumber daya melalui
penyusunan program, kebijaksanaan, kegiatan, dan pendampingan
yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada di masyarakat serta
mengutamakan kepentingan warga desa. Warga desa memiliki hak
untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan pembangunan dari
pemerintah desa dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
program pembangunan yang dijalankan pemerintah desa, membina
masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa (Sihombing
& Pakpahan, 2017; (Pakpahan & Sihombing, 2021).
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Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan

individu dan masyarakat yang mandiri. Beberapa perbaikan
pemberdayaan, diantaranya:

1.

Pendidikan (better education)

Pemberdayaan dibentuk dengan pendidikan yang berkualitas.
Pendidikan hendaknya tidak bersifat satu arah namun harus
bersifat dua arah, tidak bersifat menggurui, pendidik harus
bersifat sebagai fasilitator, sikap saling menghargai, proses
belajar mengajar didasarkan atas pengalaman serta bersifat
praktis.

Aksebilitas (better accessibility)

Perbaikan pada aspek ini perlu dilakukan karena akan memberikan
kemudahan pada kegiatan pemberdayaan. Aksebilitas dilakukan
dengan penyediaan bangunan, jalan, sumber informasi, inovasi,
lembaga pemasaran yang akan mewujudkan kesempatan bagi
masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Tindakan (better action)

Pemberdayan dengan perbaikan tindakan dapat dilakukan
melalui  pemeriksaan, pemantauan sehingga tindakan
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kedepannya menjadi
lebih baik.

Kelembagaan (better institution)

Perbaikan kelembagaan diantaranya kemampuan  berkomunikasi,
pengembangan jejaring kemitraan untuk perubahan perilaku
yang sesuai dengan nilai maupun adat masyarakat sehingga
tujuan dari pemberdayaan dapat di capai.

Usaha (better busines)

Perbaikan usaha perlu di lakukan terus menerus di aspek
layanan maupun produk. Kualitas pendidikan, aseshilitas,
kelembagaan akan dapat memperbaiki usaha. Kutalimbaru
adalah salah satu sentral penghasil salak di Kabupaten Karo
Sumatera Utara. Masyarakat tidak hanya menjual produk salak
saja namun juga mampu mengolah produk salak menjadi selai,
pia dan coklat. Selain pengolahan, pengemasan serta pemasaran
merupakan hal yang perlu di perhatikan di dalam usaha.
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6. Perbaikan pendapatan (better income)
Perbaikan usaha akan memberikan dampak positif bagi
peningkatan pendapatan masyarakat. Salah satu contoh Desa
Kuta Baru Kecamatan Tebing Tinggi merupakan penghasil ikan
lele. Masyarakat desa menjual dalam bentuk ikan segar namun
masyarakat akan mengalami kerugian jika ikan lele tidak terjual
seluruhnya karena itu masyarakat mengolah ikan lele menjadi
sale lele, bakso, nugget, kerupuk, abon dan cendol. Hal ini
dilakukan guna memperpanjang masa simpan dari olahan lele.
Produk olahan lele dipasarkan memiliki nilai tambah dengan
harga jual yang berbeda-beda untuk tiap produk olahannya
sehingga menambah pendapatan keluarga.

7. Lingkungan (better environment)
Lingkungan adalah hal yang sangat perlu di perhatikan dalam
pemberdayaan masyarakat. Lingkungan yang bersih dengan
membuang sampah pada tempatnya dan tidak membakarnya
namun memilahnya yang organik dan non organik; diversifikasi
tanaman; mengolah produk pertanian yang bernilai tambah dan
menjalin komunikasi dengan semua lapisan masyarakat.

8. Kehidupan (better living)
Pemberdayaan akan merubah kehidupan masyarakat. Hidup yang
lebih baik akan dimiliki masyarakat ketika masyarakat mandiri
dan dapat dilihat dengan jelas terjadinya peningkatan pendapatan
masyarakat.

9. Masyarakat (better community)
Perbaikan dengan program yang terstruktur dengan baik akan
menjadikan masyarakat mandiri (Pakpahan et al, 2023).

Pemberdayaan masyarakat gagasan perubahannya di mulai
dari bawah masyarat dapat memenuhi kebutuhannya sehingga
masyarakat mampu mengarahkan dirinya sendiri dan berswadaya
(Simatupang ef al, 2021; Simatupang ef al, 2022).

Pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan konsep
perubahan dari bawah, yaitu (1) menghargai pengetahuan lokal. Para
ahli dengan pengetahuan khusus untuk menolong masyarakat.
Pekerja masyarakat seringkali benar-benar mempunyai pengetahuan
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khusus untuk mengevaluasi pengetahuan lokal. Masyarakat yang
paling tahu kebutuhan, kelebihan dan cirinya sedangkan pemimpin
maupun pekerja pemberdayaan masyarakat perlu mendengar dan
belajar dari masyarakat. Hal inilah kita dapat menerapkan prinsip
berbagai pengetahuan. (2) menghargai kebudayaan lokal adanya
asumsi, yaitu (@) menghilangkan nilai yang mengganggap rendah
budaya lokal. Asumsi tentang mengerjakan sesuatu dengan cara yang
benar, penting, adil dan baik. Peran keluarga di tengah masyarakat,
perempuan dan lansia memiliki tempat serta perhatian dari
masyarakat dan pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Hal ini tidak
mengasumsikan (b) bukan berarti selalu menyetujui dan menerima
semua nilai dan praktek lokal. Mempertimbangkan HAM: Penindasan
perempuan, nilai-nilai rasis, intoleransi, konsumsi alkohol, KDRT.
Praktek kultural seperti itu tidak dapat diterima dan tidak dapat
dimaafkan. (c) melepaskan kacamata kuda yang membuat pandangan
sempit. Hanya sedikit yang dapat diperoleh oleh pekerja
pemberdayaan masyarakat yang konfrontatif yang mengakui
pentingnya nilai-nilai kultural masyarakat lokal dalam pemberdayaan
masyarakat karena itu penting untuk menerima kultur masyarakat
lokal. (3) menghargai budaya lokal dengan mengembangkan
keswadayaan, yaitu: (@) masyarakat bergantung pada sumber daya
miliknya sendiri di bandingkan dengan dari luar. Masyarakat perlu
mengekplorasi, mengembangkan, dan menggunakan sumber lokal
secara kreatif. (b) adanya kontradiksi bahwa pemberdayaan
masyarakat sangat tergantung kepada pendanaan negara.
Mengidentifikasikan sumber dana internal untuk menangani masalah
yang terjadi di masyarakat dan memaksakan kebijakan pemerintah
serta mengabaikan upaya dari masyarakat itu sendiri. Ketergantungan
masyarakat pada negara pada waktu pendek. Ketergantungan pada
negara menghilangkan otonomi dan kebebasan agar masyarakat
tumbuh subur. Tanpa keswadayaan maka struktur pada masyarakat
tidak akan berkelanjutan. 4) menghargai keterampilan lokal. Pekerja
pemberdayaan masyarakat membuat daftar keterampilan untuk
mengeksplor keterampilan masyarakat. Pekerja pemberdayaan
masyarakat memberikan penyadaran bahwa masyarakat memiliki
keterampilan tertentu yang tidak masyarakat miliki. Pemberdayaan
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masyarakat yang berhasil tergantung pada pemanfaatan keterampilan
yang membantu proses pemberdayaan masyarakat serta berbagi
keterampilan antara masyarakat (5) menghargai proses lokal. Proses
pemberdayaan masyarakat tidak perlu mengimport dari luar. Proses
pemberdayaan masyarakat harus dapat memahami proses-proses
pada masyarakat lokal, waktu pertemuan publik (hari dan jam) jenis
lokasi, format aturan maupun fasilitasi. Proses lokal ada kalanya
eklusif sebagai tempat mengambil keputusan penting dan membatasi
jumlah orang yang terlibat sehingga proses pemberdayaan diterima
dengan baik oleh masyarakat (6) bekerja dalam solidaritas. Bekerja
dalam solidaritas dimana pengalaman lokal masyarakat sebagai titik
awal bagi pemberdayaan masyarakat. Sikap superior sebagai pakar
yang bermaksud campur tangan dan membuat perubahan justru akan
mengalami kegagalan. Pekerja masyarakat tidak memiliki agenda
sendiri; menyediakan waktu untuk memahami sifat, tujuan, aspirasi
dan kesulitan masyarakat; mampu bergabung dengan masyarakat dan
bergerak dalam arah yang sama (Pakpahan, 2017; Pakpahan, 2024).

Perubahan besar dalam strategi pengembangan ekonomi
masyarakat selama decade terakhir menciptakan kewirausahaan.
Pekerja pemberdayaan masyarakat mengakui bahwa kewirausahaan
sangat penting untuk kemajuan ekonomi lokal. Perubahan strategis
muncul sebagai faktor utama dari dampak globalisasi yang
mendorong banyak pekerjaan manufaktur ke lokasi di luar daerah
sehingga mengurangi efektivitas perekrutan di bidang industri. Faktor
lain yang menyebabkan munculnya strategi pengembangan
kewirausahaan adalah bukti bahwa para pengusaha mampu
mendorong peningkatan pendapatan dan lapangan kerja di berbagai
dunia. Misalnya, Komisi Nasional AS pada bidang kewirausahaan
melaporkan bahwa pengusaha kecil menghasilkan 67 % penemuan
baru dan 95 % dari penemuan/inovasi selama Perang Dunia I
(National Commission on Entrepreneurship 2001).

Penelitian mengenai inisiatif kolaboratif di Norrtalje, Swedia di
sebelah utara Stockholm sekitar 50.000 orang menggambarkan
pemberdayaan masyarakat yang meningkatkan iklim bisnis lokal
untuk pengusaha. Profesor Amy Olsson dari Institut Teknologi Royal
menguji  efektivitas komunikasi dalam membangun jaringan
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interpersonal dan interorganisasional dalam  meningkatkan
ketersediaan pembiayaan dan layanan dukungan profesional untuk
usaha kecil di Norrtalje. Studi kasus dari penelitian Profesor Olsson
mengacu pada literatur ekstensif perencanaan kolaboratif dan disebut
sebagai komunikasi kolaboratif dari teori perencanaan masyarakat.
Perencanaan kolaboratif penekanannya pada pembelajaran umum
yang dicapai melalui "dialog otentik" di antara pihak-pihak yang
beragam dan independen. Ciri-ciri dialog otentik tidak menyesatkan
atau memanipulasi pihak lain, diskusi terbuka dan jujur dan berbagi
informasi, percakapan yang tidak terstruktur akan mengalir bebas
yang dibantu prosesnya oleh fasilitator terpercaya. Dialog kolaboratif
mempromosikan pembangunan kepada para peserta untuk
mengembangkan kepercayaan dan ikatan sosial serta pencapain
tujuan bersama. Komunitas dan pengembang ekonomi serta
pemangku kepentingan di Norrtalje tidak hanya ingin meningkatkan
ketersediaan pembiayaan usaha kecil melalui bank komersial lokal,
tetapi juga untuk memperkuat hubungan antara usaha kecil dengan
bank berfungsi sebagai sumber dana atau bahkan mentor untuk usaha
bisnis kecil dalam mencari bantuan. Dua jenis hambatan untuk
mencapai tujuan ini yaitu: masalah struktural / organisasi (misalnya,
bank tidak dapat memberikan pinjaman dengan jaminan rendah) dan
masalah sosial / relasional (misalnya, bankir dan pengusaha berasal
dari latar belakang yang sama dan berbicara bahasa yang sama ).
Situasi di Norrtalje menarik perhatian beberapa universitas dan
organisasi pemerintah, yang bekerja sama dengan pemangku
kepentingan setempat untuk melanjutkan proses dialog kolaboratif
untuk menciptakan dan mendanai organisasi lokal baru dalam
membimbing bisnis kecil dan membantu meningkatkan ketersediaan
layanan lokal. Dialog kolaboratif yang lebih efektif di antara individu
dan organisasi melalui tindakan yang dibuat akan membantu
memperbaiki beberapa hambatan struktural / organisasi (misalnya,
pertumbuhan pinjaman tanpa jaminan"). Mereka juga membantu
menjembatani beberapa masalah sosial / relasional. Melalui
wawancara  pribadi  yang  ekstensif, Profesor ~ Olsson
mendokumentasikan bahwa pihak-pihak terkait, termasuk pengusaha,
bank, dan penyedia layanan profesional memiliki kecenderungan yang
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lebih tinggi untuk bekerja sama, meningkatkan tingkat kepercayaan,
dan pemahaman yang lebih baik tentang masalah umum.

1.3 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Hakikat pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang kondisinya masih tertinggal dalam
upaya mengembangkan diri untuk menjamin kelangsungan hidup.
Prinsip dalam memberdayakan masyarakat meliputi:
(1) memberdayakan masyarakat menolak adanya pemikiran yang tidak
berpihak pada kepentingan masyarakat. Penerapan prinsip ini adalah
upaya untuk mewujudkan nilai masyarakat dan mengartikulasikan
dengan jelas di masyarakat. Pemberdayaan menitikberatkan pada
warga miskin dan berkeadilan sosial, HAM dari warganegara,
memberdayakan diri, perilaku kolektif, dan keberagaman. (2) terlibat
dalam konflik. Tujuan memberdayakan masyarakat adalah merubah
struktur dalam masyarakat yang masih diskriminatif, melakukan
pemaksaan, dan penindasan kepada masyarakat miskin. Tujuan
memberdayakan masyarakat adalah menghilangkan informasi yang
tidak menyenangkan dan dapat menganggu kehidupan masyarakat.
Pemberdayaan dilengkapi dengan gerakan sosial baru dalam wujud
gerakan penguatan HAM dan perdamaian. (3) Membebaskan,
membuka, dan menciptakan demokrasi untuk berpartisipasi.
Pembebasan merupakan bentuk penentangan terhadap kekuasaan
yang otoriter, perbudakan, dan penindasan. Pembebasan harus diikuti
dengan memberdayakan dan pemberian otonomi, semangat
perjuangan untuk membebaskan masyarakat dari penindasan, dan
merubah ideologi yang otoriter. (4) Kemampuan mendapatkan
akses informasi tentang program pembangunan masyarakat. Program
pemberdayaan ditempatkan pada lokasi yang strategis dan mudah
diakses masyarakat. Lingkungan yang dibentuk melalui pembangunan
masyarakat harus mempunyai kondisi yang menonjolkan
persahabatan, jauh dari kondisi birokratis, dan tidak adanya tekanan
(Arthawati & Mevlanillah, 2023).

Prinsip pemberdayaan masyarakat yang menjadi acuan
terhadap pelaksanaan pemberdayaan yaitu:
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. Tidak ada paksaan dan pelaksanaannya demokratis. Setiap
kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh ada unsur pemaksaan
karena setiap orang berbeda baik dari bakat, minat maupun
potensi. Oleh karena itu pelaksanaan pemberdayaan sama untuk
setiap orang.

Kebutuhan dan potensi merupakan pondasi dari kegiatan
pemberdayaan karena setiap individu pada prinsipnya mempunyai
keinginan dan keunggulan diri sehingga pemberdayaan akan
diawali dengan menumbuhkan potensi dan keinginan sehingga
pada akhirnya akan terbentuk masyarakat dan warga yang mandiri.
. Masyarakat menjadi pelaku dan subjek utama pemberdayaan
sehingga dalam menentukan sasaran, pendekatan, serta kegiatan
pemberdayaan seharusnya didasarkan pada kehendak bersama
masyarakat itu sendiri.

Perlu di tumbuhkan kembali kearifan lokal pada masyarakat. Nilai
dan budaya sebagai nilai luhur dan hal ini merupakan jati diri
masyarakat sehingga dijadikan modal sosial dalam pembangunan.
Masyarakat jangan berhenti belajar sehingga potensi yang ada di
dalam dirinya dapat bertumbuh. Belajar sepanjang hayat (/ife long
learning education), belajar di manapun, kapan pun dan dengan
menggunakan berbagai sumber yang tersedia di lingkungan
sekitar (bahan, alat, teknik).

Keragaman budaya sangat perlu diperhatikan di dalam
pemberdayaan karena hal ini akan meningkatkan
toleransi dan menyadarkan kita bahwa kita berada di
lingkungan yang beragam baik suku, agam, bahasa
maupun budaya.

. Masyarakat perlu berpartisipasi aktif. Kegiatan partisipatif diawali
dengan kegiatan untuk merencanana, mengembangkan,
melaksanakan, mengevaluasi, dan memanfaatkan output
pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Partisipasi masyarakat
dapat di perkuat dengan (1) memperkuat kebersamaan, empati dan
gotong royong; (2) memperkuat jaringan dan (3) kemampuan
membangun partisipasi di pusat maupun daerah.

Sasaran dari pemberdayaan yang di lakukan pada masyarakat
dengan menumbuhkembangkan jiwa wirausaha serta kemandirian.

1
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Masyarakat pada masa global ini memerlukan orang-orang yang
mempunyai semangat untuk membangun jaringan, menumbuhkan
peluang, memiliki kemauan untuk mengambil resiko serta banyak
melakukan inovasi.

Seorang agen perubahan harus dapat membangkitkan motivasi,
kemampuan mengikuti perkembangan zaman khususnya
kemampuan digital (Zuraidah, 2020).

Peran pemberdaya masyarakat meningkatkan kemampuan

warga masyarakat sehingga dapat mengatur dan menentukan secara
mandiri usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kehidupan
bermasyarakat. Ife (1995), mengutarakan 26 prinsip pengembangan
masyarakat yang saling terkait dan digolongkan ke dalam prinsip
ekologis, keadilan sosial, menghargai lokal, proses, serta global dan
lokal. Prinsip antara lain:

1.

12

Holisme

Holisme berarti membangun masyarakat secara keseluruhan.
Masyarakat saling menghormati, keselarasan kehidupan dengan
alam dan menyenangkan dalam segala hal.

Keberlanjutan

Pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan merupakan
indikator keberhasilan. Program pemberdayaan harus berlanjut
walaupun masyarakat telah mandiri sehingga program tidak
terputus. Keberlanjutan perlu dilakukan sehingga masyarakat di
harapkan mengurangi konsumsi produk yang berasal dari luar
negeri dan mencintai produk dalam negeri, serta membatasi
perkembangan teknologi yang berdampak pada penurunan etika.
Keanekaragaman.

Keanekaragaman adalah perbedaan yan di miliki setiap orang
karena perbedaan tersebut maka kita perlu menghargai perbedaan
satu sama lain. Perbedaan itu memiliki jawaban yang berbeda dan
tidak ada jawaban tunggal. Keanekaragaman memiliki komunikasi
jejaring serta menggunakan teknologi tingkat rendah.
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. Perkembangan Organik.

Menghormati kondisi khusus yang tumbuh dalam masarakat, serta
mendorongnya untuk terus berkembang menurut cara-cara unik
yang muncul di masyarakat tersebut.

. Keseimbangan

Global/lokal, gender, hak/tanggung jawab, perdamaian dan
koperasi.

. Mengatasi struktur yang merugikan

Proses dalam mengembangankan masyarakat bisa menimbulkan
hal buruk yaitu tingginya penindasan yang muncul sebagai contoh
secara membabi buta menjalankan proses kekuasaan,
membiarkan masalah dan kegelisahan dalam masyarakat, dimulai
dengan menemukan pemikiran secara bersamabukan lagi
perorangan. Tujuannya adalah masyarakat mampu berdaya dan
mandiri untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

. Mengatasi wacana-wacana yang merugikan

Masyarakat dapat melakukan identifikasi, membogkar kekuasaan
dan masyarakat paham bahwa pemberdayaan dapat mendorong
munculnya hak istimewa dan meningkatkan pemberdayaan
masyarakat agar dapat memperkuat masyarakat yang
termarjinalkan.

. Pemberdayaan

Kegiatan memberdayakan masyarakat merupakan bentuk
perubahan radikal yang akan mendobrak struktur yang
mendominasi selama ini. Pemberdayaan juga membentuk
masyarakat yang lebih adil dalam secara sosial. Selain itu juga
menciptakan  struktur  masyarakat yang efektif  untuk
melaksanakan pembangunan.

. Hak Asasi Manusia

HAM merupakan unsur penting di dalam masyarakat yaitu untuk
melindungi HAM dan meningkatkan pemenuhan HAM.
Perlindungan HAM sangat penting karena pengembangan
masyarakat sejalan dengan prinsip dasar HAM yaitu hak untuk
memperoleh pekerjaan, kebebasan berkumpul, dan kebebasan
menyatakan pendapat.
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10.

1.

12,

13.

14.

15.

14

Definisi Kebutuhan

Perhatian utama dalam kegiatan sosial adalah mengajak
masyarakat berkomunikasi sehingga masyarakat semakin paham
terhadap kebutuhannya sehingga kebutuhan masyarakat tidak
lagi ditentukan oleh pihak lain.

Menghargai Pengetahuan Lokal

Pengetahuan dan keahlian lokal mungkin menjadi paling bernilai
dalam  memberikan informasi tentang  pemberdayaan
masyarakat, dan pengetahuan serta keahlian lokal ini perlu
diidentifikasi dan diterima, bukan ditempatkan lebih rendah dari
pengetahuan dan keahlian masyarakat. Pengetahuan dari luar
diperlukan, tapi hal ini harus menjadi pilihan terakhir, jika
pengetahuan yang diperlukan dari masyarakat itu tidak tersedia.
Menghargai Budaya Lokal

Menghargai budaya lokal diperlukan untuk mengatasi persoalan
globalisasi, budaya yang merampas identitas budaya masyarakat,
dan tradisi serta proses budaya lokal diakui dan didukung sebagai
bagian dari proses pengembangan masyarakat dengan catatan
budaya lokal itu tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi
manusia, keberlanjutan dan kebutuhan untuk mengatasi struktur
dan wacana yang merugikan.

Menghargai Sumber Daya Lokal

Gagasan mengenai menetapkan kebutuhannya sendiri (self-
reliance) pada prinsip kebutuhan, mengimplikasikan bahwa
masyarakat seharusnya berupaya memanfaatkan sumber daya-
nya sendiri (sumber daya finansial, teknik, alam dan manusia),
dan bukan mengandalkan dukungan dari luar.

Menghargai Keterampilan Masyarakat Lokal

Bagaimanapun, masyarakat lokal adalah orang yang paling
mengetahui masyarakat dan konteks lokalnya, dan keterampilan
yang telah dikembangkan secara lokal mungkin menjadi
keterampilan yang akan sangat dibutuhkan dalam lingkungan
tersebut.

Menghargai Proses Lokal

Segala sesuatu tidak akan berhasil ketika dipaksakan dari luar.
Struktur dan proses berbasis masyarakat dipandang sebagai
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alternatif yang lebih tepat. Pendekatan pengembangan
masyarakat perlu bertolak dari dalam masyarakat dengan cara
yang sesuai dengan konteks yang spesifik dan sangat peka
terhadap budaya masyarakat lokal, tradisi dan lingkungan.
Partisipasi

Pekerja masyarakat perlu memahami kompleksitas partisipasi,
cara yang diperjuangkan dan tujuan yang berbeda yang hendak
dicapai. Golongan, gender, dan ras/etnis perlu diperhatikan dalam
partisipasi (untuk menjaga inklusivitas). Analisis partisipasi
sebagai pemberdayaan sangatlah penting. Apresiasi dari
serangkaian pengetahuan dan keterampilan sangat diperlukan
untuk memaksimalkan partisipasi dan penggunaan keterampilan
ini menjadi sentral untuk proses bottom-up.

Proses, Hasil dan Visi

Visi, bukan hasil; hal ini memang kurang spesifik dibandingkan
gagasan mengenai hasil, tapi masih menekankan pentingnya
menempatkan gagasan mengenai dimana kita mulai, dan untuk
apa semua itu, serta penting bahwa ide ini dicakup dalam
mempertimbangkan proses, karena ide tersebut memberikan visi
yang menetapkan tujuan bagi proses.

Integritas Proses

Proses dalam pengembangan masyarakat lebih penting daripada
hasil, tetapi dalam pengertian yang sesungguhnya hasil tetap
penting; bagaimanapun, tujuan diharapkan untuk membangun
proses masyarakat yang dapat berjalan dengan baik. Oleh karena
itu, proses harus sesuai dan juga harus mencerminkan harapan
visi atau hasil, menyangkut isu-isu keberlanjutan, keadilan sosial
dan hak asasi manusia.

Menumbuhkan Kesadaran

Pekerja masyarakat perlu dapat melihat dan menggunakan
peluang apapun untuk melakukan penumbuhan kesadaran secara
informal melaui komunikasi sehari-hari dengan masyarakat.
Empat aspek penumbuhan kesadaran, yaitu : hubungan personal
dan politik, mengembangkan hubungan dialogis, berbagi
pengalaman tentang ketidakadilan, dan kegiatan untuk bertindak.
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20.

21.

22,

23.

24,
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Kerja-sama dan Konsensus

Perspektif ekologis dan pendekatan tanpa kekerasan, keduanya
menekankan pentingnya struktur kooperatif, bukan struktur
kompetitif. Struktur dan proses alternatif, yang didasarkan pada
kerjasama, bukan konflik, dengan pembuatan keputusan secara
mufakat atau konsensus.

Langkah Pembangunan

Konsekuensi alamiah dari perkembangan organis, yaitu bahwa
masyarakat itu sendiri yang harus menentukan langkah untuk
melakukan perkembangan. Usaha untuk ‘mendorong' proses
pengembangan masyarakat yang terlalu cepat dapat
menimbulkan proses yang dikompromikan, masyarakat jadi
kehilangan rasa memiliki proses itu, dan hilang juga komitmen
orang yang terlibat.

Perdamaian dan anti-kekerasan

Prinsip anti kekerasan menyatakan lebih dari sekadar
membebaskan kekerasan fisik di antara orang-orang. Gagasan
tentang kekerasan struktural berarti bahwa struktur dan institusi
sosial dapat dipandang sebagai suatu bentuk kekerasan. Proses
harus tegas dan bukan menyerang dan bukan mengucilkan,
bekerja berdampingan dan bukan bersaing.

Inklusivitas

Proses yang berjalan selalu mencoba untuk merangkul bukan
mengucilkan; semua orang pada hakikatnya dihargai sekalipun
mereka menyampaikan pandangan yang bersebrangan namun
orang tersebut dimungkinkan memiliki  peluang mengubah
posisi mereka dari suatu persoalan.

Membangun Masyarakat

Upaya menyadarkan orang-orangnya, memperkuat ikatan di
antara anggotanya dan menekankan ide tentang saling
ketergantungan  (interdependen), bukan  ketergantungan
(dependen), bukan juga kemandirian (independen). Memperkuat
hubungan di antara orang melalui pembangunan masyarakat
(community building).
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25. Menghubungkan yang Global dan Lokal
Pekerja masyarakat harus mampu memahami global maupun
lokal, dan bagaimana keduanya saling
mempengaruhi/berinteraksi.

26. Praktik anti-Kolonialis
Pekerja masyarakat perlu melawan praktek kolonialis, yaitu:
(@) Melalui penguatan self awareness dan adanya kesadaran
politik. (b) Masyarakat yang ditempatkan dalam kultur dominan
perlu dijabarkan implikasinya. (c) Memberikan kesempatan untuk
menumbuhkan pemikiran alternatif, mendeskrpsikan perlawanan
dari pihak yang dijajah. (d) Melangkah ke belakang,
mendengarkan dan mempelajari sebelum menentukan suatu
tindakan. (e) Memperkuat solidasitas masyarakat dan saling
berbagi informasi tentang agenda umum. (f) Bekerja dengan
masyarakat. (g) Mengimplementasikan uji timbal balik serta
menanyakan kepada pekerja apa yang dirasakan apabila
situasinya terbalik.

1.4 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan adalah
tantangan utama dimana tahap awal proses yang akan memakan
waktu untuk mencari tahu bagaimana hidup tanpa batas, harmoni
dengan alam. Pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan kadang-
kadang tampak seperti tugas yang hebat, namun dapat membuat
pekerjaan para perencana dan profesional pengembangan
masyarakat berpotensi sangat bermanfaat dan bermakna. Salah satu
komunitas yang ~memahami  pentingnya  mengintegrasikan,
keseluruhan pengembangan komunitas adalah Santa Monica,
California. Mulai tahun 1994, Dewan Kota mengadopsi Program Kota
berkelanjutan untuk mengatasi masalah dan kekhawatiran
keberlanjutan. Pada tahun 2003, rencana kota berkelanjutan diadopsi
dan dibangun berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan fokus
pada delapan bidang tujuan, yaitu: (1) Konservasi sumber daya,
(2) Lingkungan dan kesehatan masyarakat, (3) Transportasi,
(4). Pembangunan ekonomi, (5). Pendidikan dan partisipasi
masyarakat.
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Pelaksanaan pemberdayaan ada tahapan yang harus dilakukan
Tahap-tahap pemberdayaan masyarakat terbagi menjadi 3 yaitu: (1)
Tahap penumbuhan kesadaran masyarakat sebagai sumber
pemberdayaan, dengan menyadarkan bahwa masyarakat memiliki
potensi yang bisa ditingkatkan. (2) Tahap kapitalisasi dapat diraih bila
masyarakat memiliki kemampuan untuk menerima daya. Tahap ini
disebut juga sebagai capacity building terdiri dari manusia, oranisasi,
dan nilai. (3) Tahap pemberian daya, dalam hal ini masyarakat diberi
daya, wewenang, atau kesempatan untuk mendapatkan
kemandiriannya. Pemberian daya diselaraskan dengan keterampilan
setiap warga masyarakat. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat
dikaitkan dengan dua kelompok yaitu masyarakat sebagai pihak yang
diberdayakan dan pihak yang melakukan pemberdayaan (pemerintah
daerah, pemerintah desa dan lembaga swadaya masyarakat) yang
mempunyai kepedulian dalam meniningkatkan status sosial ekonomi
masyarakat (Endah, 2020).

Pemberdayaan memiliki tahapan, yaitu:

1. Tahap awal (persiapan)
Tahap ini perlu di lakukan agar kegiatan terstruktur. Tahapan
yang harus dikerjakan ada dua, yaitu (1) penyiapan pekerja
pemberdayaan yang bertugas mengidentifikasi masalah yang
ada di masyarakat dan (2) penyiapan lapangan yang pada
dasarnya dilakukan secara tidak langsung. Penyiapan tenaga
pemberdayaan masyarakat sangat penting agar efektivitas
kegiatan pemberdayaan tersebut tercapai dengan baik.

2. Tahap Penilaian (pengkajian)
Pengkajian dilakukan untuk melihat kesiapan dari individu dari
program yang telah dilaksanakan maupun yang belum di laksanakan.
Petugas harus berusaha megidentifikasi masalah kebutuhan yang
dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki masyarakat. Hal ini
sangat penting agar program dapat berjalan dengan efisien.

3. Tahap perencanaan alternatif program
Pada tahap ini masyarakat dapat memikirkan jenis program
lainnya. Alternatif program harus menunjukkan kelebihan dan
juga kekurangan sehingga nantinya kegiatan maupun program
lebih efektif dan efisien.
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4. Tahap pelaksanaan kegiatan (program).
Penerapan dalam kegiatan pemberdayaan diperlukan peran
individu. Masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan
program yang ada diharapkan agar masyarakat memahami
dengan jelas maksud dan sasarannya karena itu program perlu
disosialisasikan agar tidak ada kendala yang berarti kedepannya.

9. Tahap evaluasi
Proses pengawasan perlu dilakukan dengan melibatkan warga
sehingga kegiatan telah di capai dan sesuai dengan kebutuhan
dari masyarakat.

6. Tahap pemutusan hubungan (terminasi)
Tahap ini diharapkan proyek harus segera diberhentikan, karena
masyarakat telah mampu mengatur kehidupannya dan mengubah
situasi yang bergantung pada orang lain menjadi mandiri.

Upaya memberdayakan dilihat dari tiga komponen, yaitu:
(@) komponen menciptakan potensi masyarakat untuk tumbuh dan
berkembang. Komponen ini berarti masyarakat mempunyai potensi
untuk mengembangkan diri sesuai dengan sumber yang dimiliki untuk
berkreasi. (b) komponen untuk memperkuat potensi masyarakat
(empowering). Potensi masyarakat diperkuat dengan menyediakan
berbagai input untuk memperkuat potensi sosial ekonomi masyarakat
maupun penyediaan akses (Pakpahan, 2024) .
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BAB 2
UNSUR-UNSUR PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

Oleh Siti Kurniasih

2.1 Pendahuluan

Perbincangan terkait pemberdayaan memang sedang gencar
dibahas dari berbagai kalangan masyarakat, karena pemberdayaan
sendiri berangkat dari kondisi ketidakberdayaan masyarakat namun
masyarakat butuh belajar menjadi lebih baik dengan proses
pembelajaran yang sangat panjang. Kerebungu (2023) memberikan
penjelasan terkait pemberdayaan masyarakat yang memiliki makna
berbeda dengan pengembangan masyarakat serta peningkatan
masyarakat, namun pada prakteknya ketiga istilah tersebut saling
tumpang tindih satu dengan yang lainnya, akan tetapi saling
melengkapi. Kata kunci lain dari pemberdayaan masyarakat yaitu
keberlanjutan, Sriati (2022) mengungkapkan bahwa keberlanjutan
bermakna bahwa pembangunan berasaskan pemenuhan kebutuhan
saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan bagi generasi penerus serta
berorientasi lingkungan yang aman.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan suatu
proses perubahan yang sangat kompleks dan mencakup multidimensi.
Pelibatan elemen-elemen kunci sangat diperlukan untuk mencapai
tujuan yang diharapkan. Elemen-elemen kunci dalam pemberdayaan
masyarakat yang dimaksud yaitu akses yang baik terhadap informasi,
partisipasi, akuntabilitas, dan kapasitas organisasi lokal sebagai satu
kesatuan yang utuh. Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat
mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk peningkatan
kapasitas, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola
dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Secara
rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.
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2.2 Partisipasi Aktif Masyarakat

Keberadaaan partisipasi masyarakat dalam proses
pemberdayaan masyarakat merupakan jantung dari pemberdayaan itu
sendiri, tanpa partisipasi, proses pemberdayaan tidak berjalan
sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, masyarakat harus terlibat
secara langsung dan sukarela tanpa paksaan dalam setiap prosesnya.
Proses pemberdayaan mulai dari tahap perencanaan, tahap
pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Keterlibatan masyarakat secara
langsung akan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang
dirasakan bersama-sama, sehingga program pemberdayaan dapat
berkelanjutan dan sesuai harapan serta kebutuhan masyarakat.

Adanya partisipasi aktif juga mendorong masyarakat untuk
menyuarakan aspirasi, ide, gagasan, serta kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian program-program pemberdayaan dapat dirancang
secara lebih tepat guna, tepat sasaran dan bisa berdampak sangat
signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun
demikian, kurangnya partisipasi akan menyebabkan pemberdayaan
masyarakat tidak tepat guna dan cenderung tidak bisa berkelanjutan.
Noor (2011) mengungkapkan bahwa pembangunan di suatu daerah
melalui penyelenggaraan otonomi daerah terkendala partisipasi dari
masyarakat, baik partisipasi kritis maupun partisipasi rasional. Tentu
saja hal ini menghambat kegiatan pembangunan dan diperlukan jalan
keluar yang tepat sesuai amanat peraturan dan undang-undang
pemerintah setempat.

Ife (2008) mengungkapkan bahwa tujuan dari partisipasi
adalah memberdayakan rakyat untuk pembangunan bagi rakyat
sendiri sehingga pembangunan lebih berarti, partisipasi diupayakan
untuk menjamin peningkatan peran rakyat dalam pembangunan,
partisipasi terfokus pada peningkatan kemampuan rakyat untuk
mencapai tujuan-tujuan pembangunan, partisipasi merupakan proses
yang sangat panjang, dan partisipasi merupakan proses yang aktif dan
dinamis. Sehingga, fokus kegiatan partisipasi adalah untuk
masyarakat itu sendiri melalui proses jangka panjang untuk mencapai
tujuan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
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mar 2.1. Beberapa Tokoh Suku Aﬁak Dala di Jambi lkut
Memberikan Ide dan Gagasan (Dokumentasi Pribadi Penulis)

Kerebungu (2023) mengungkapkan bahwa kesuksesan
pemberdayaan masyarakat apabila ada partisipasi masyarakat itu
sendiri. Partisipasi hendaknya dapat mendorong keaktifan masyarakat
dalam memberikan ide, gagasan, solusi, dan pemikiran yang mampu
mempengaruhi kehidupan masyarakat. Secara umum bisa di level
lokal, nasional maupun internasional. Namun, yang paling penting
adalah partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

2.3 Pengembangan Kapasitas Individu

Peningkatan kapasitas individu bisa dilakukan melalui
Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, tujuannya adalah untuk
meningkatakn pengetahuan dan keterampilan masyarakat itu sendiri
dalam rangka memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk
meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat harus mendapatkan akses
dan kesempatan Pendidikan formal maupun non formal, serta
pelatihan-pelatihan keterampilan yang relevan sesuai kebutuhan
masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat
dalam mengatasi masalah-masalah yang sering mereka alami.
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Gambar 2.2. Salah Satu Pelétihan untuk Meningkatkan Kapasitas
Masyarakat di Jambi (Dokumentasi Pribadi Penulis)

\
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Pengembangan kapasitas individu merupakan inti dari
pemberdayaan masyarakat, karena masyarakat harus diberi
kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan
kemampuan mereka adar dapat mengelola sumber daya untuk
mengatasi tantangan yang dihadapi secara mandiri. Sehingga
masyarakat mampu merencanakan, mengimplementasikan, dan
mengevaluasi program pemberdayaan.

2.4 Akses Terhadap Sumber Daya dan Informasi

Pemberdayaan harus menjamin adanya akses yang adil dan
setara terhadap sumber daya seperti air, Pendidikan, Kesehatan,
pekerjaan dan pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat tanpa memandang status dan jabatan
tertentu. Selain akses sumber daya, yang menjadi penting yaitu akses
terhadap informasi yang relevan dan akurat tujuannya untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka,
peluang, dan tantangan yang mereka hadapi.

Di beberapa daerah di Indonesia, akses terhadap informasi
masih banyak terkendala jaringan, karena tidak semua daerah di
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Indonesia memiiliki jaringan yang lancar. Hal ini menjadi tantangan
tersendiri bagi fasilitator pembangunan untuk menjangkau
masyarakat dengan keterbatasan informasi. Karena akses yang
terbuka dan adil akan mendorong masyaraat untuk memanfaatkan
sumber daya, finansial, dan teknologi secara optimal dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan mereka.

Akses terhadap sumber daya juga mencakup kemampuan
masyarakat untuk mengontrol dan mengelola sumber daya secara
berkelanjutan. Hal ini akan menumbukan rasa kepemilikan dan
tanggung jawab yang kuat pada masyarakat.

2.5 Kepemimpinan Lokal yang Kuat

Kepemimpinan lokal yang kuat dan terpercaya merupakan
kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Pemimpin lokal ini
harus berkarakter yang visioner, inovatif, inklusif, adil, responsif dan
dekat dengan masyarakat agar mampu menampung kebutuhan dan
aspirasi masyarakat. Pemimpin harus mampu menjadi agen
perubahan (agent of change)/pembaharu yang dapat mendorong
partisipasi  aktif dan mendukung pengembangan kapasitas
masyarakat.

Kepemimpinan lokal yang efektif juga dapat membangun
jaringan kemitraan yang luas, menyediakan sumber daya yang
dibutuhkan, serta memfasilitiasi pengambilan keputusan yang
partisipatif. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih dihargai,
diberdayakan, dan memiliki rasa tanggung jawab Bersama dalam
mencapai tujuan pemberdayaan.

Sebagai contoh salah satu Tumenggung Suku Anak Dalam di
Jambi yang memiliki kapasitas kepemimpinan lokal yang kuat bagi
Suku Anak Dalam vyaitu Bapak Jaelani, dan sudah mendaptkan
penghargaan oleh Presidan Indonesia. Karena beliau bisa
mengarahkan Suku Anak Dalam dibawah kepemimpinannya dengan
baik, mereka telah mengenal hidup menetap, berkebun, dan
berdagang seperti masyarakat pada umumnya.
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Gambar 2.3.Tumenggung Jaelanl (PeC| Putih) memberikan gagasan
dan ide di depan pemangku kepentingan dan Suku Anak Dalam.
(Dokumentasi Pribadi Penulis)

2.6 Jaringan Kemitraan yang Luas

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan secara
terpisah, namun perlu Kerjasama dan saling bersinergi dengan
berbagai pihak mulai dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM),
akademisi, pemerintah, swasta, perusahaan, dan masyarakat itu
sendiri. Jaringan kemitraan yang luas dan kolaboratif akan
memberikan akses yang lebih besar terhadap sumber daya,
pengetahuan, dan dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan
pemberdayaan.

Melalui jaringan kemitraan, masyarakan akan mendapatkan
dukungan teknis, pendanaan, pelatihan, dan bantuan lainnya. Hal ini
akan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola dan
mempertahankan  program-program  pemberdayaan  secara
berkelanjutan.

Selain itu, memperkuat Lembaga-lembaga sosial dan
komunitas di masyarakat juga sangat penting. Tujuannya adalah
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sinergitas antara berbagai lapisan dan elemen masyarakat. Karena
inti dari pemberdayaan masyarakat adalah berkelanjutan.

2.7 Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat adalah
elemen penting yang harus diperhatikan. Program-program
pemberdayaan harus dirancang dan diimplementasikan dengan
mempertimbangkan aspek keberlanjutan, baik dari segi finansial,
institusional maupun sosial.

Keberlanjutan finansial dapat dicapai melalui pemanfaatan
sumber daya lokal, pengembangan skema pendanaan mandiri, dan
akses terhadap sumber pembiayaan yang berkelanjutan. Sementara
itu, kebrlanjutan institusional dapat diwujudkan dengan membangun
kapasitas organisasi lokal, menguatkan kepemimpinan, dan
memastikan adanya system tata Kelola yang efektif. Adapun
keberlanjutan social dapat dicapai melalui peningkatan kesadaran dan
partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

2.8 Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk mendorong
pembangunan ekonomi lokal dengan memfasilitasi terciptanya
lapangan pekerjaan, pelatihan kewirausahaan, akses terhadap modal
usaha, dan promosi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
Hardiansyah (2023) pemberdayaan dalam bidang ekonomi bertujuan
untuk meningkatkan pendapatan guna memperbaiki kondisi ekonomi
masyarakat serta kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan,
sehingga mengurangi kemiskinan, dan ketidaksetaraan ekonomi.
Salah satu cara pemberdayaan ekonomi yaitu dengan melakukan
pelatihan dan Pendidikan bagi masyarakat, agar masyarakat memiliki
keterampilan dan kompetensi untuk mencari pekerjaan, membuka
usaha, serta upaya meningkatkan produktivitas usaha masyarakat
sendiri.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang sangat
kompleks, namun penting untuk mencapai kesejahteraan dan
kemandirian masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan unsur-
unsur tersebut, diharapkan program-program pemberdayaan
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masyarakat dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan berdampak
secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rekomdasi utama adalah untuk melibatkan masyarakat secara aktif,
membangun kapasitas, memperkuat kepemimpinan local, dan
memastikan  keberlanjutan program dalam setiap upaya
pemberdayaan program. Kombinasi dari unsur-unsur tersebut
membentuk kerangka kerja yang komprehensif untuk pemberdayaan
masyarakat, yang bertujuan untuk memungkinkan mereka mengambil
peran aktif dalam pembangunan dan perubahan yang berkelanjutan.
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BAB 3
TAHAPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh D. Yadi Heryadi

3.1 Pengantar

Pemerintah, akademisi, praktisi, Lembaga sosial Masyarakat
dan masyarakat umum merupakan beberapa kelompok yang semakin
tertarik dengan konsep pemberdayaan. Ungkapan “pemberdayaan”
yang relatif baru dianggap dapat meningkatkan kesadaran
masyarakat dan mendorong lebih banyak orang untuk berusaha
memahami maknanya (Lord and Hutchison 1993). Pemberdayaan
melintasi berbagai disiplin ilmu dan hampir semua kelompok,
termasuk perempuan, lansia, pasien, minoritas, komunitas lokal,
daerah, masyarakat, pekerja sosial, dan lain-lain diberdayakan
(Beinarovica and Kleins 2015), yang diimplementasikan dalam
berbagai program dan kebijakan (Palutturi et al. 2021). Walaupun
dalam implementasinya belum maksimal sesuai dengan keinginan
(Noor 201).

Pemberdayaan mengacu pada proses memberikan orang atau
kelompok lebih banyak kemampuan untuk membuat keputusan yang
akan mengarah pada tindakan dan hasil yang diinginkan. Hal ini juga
berarti memberikan masyarakat kemampuan berdiri sendiri, dengan
keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki untuk mengatur
kehidupan mereka dengan memanfaatkan kekuatan sosial, politik,
ekonomi, dan pribadi untuk meningkatkan kondisi kehidupan,
kesejahteraan dan mengatasi permasalahannya sendiri (Lord and
Hutchison, 1993; Israel et al, 1994; 1s3,2019 ; Wawan Herry
Setyawan,2022). Memberikan sumber daya material atau non-
material, seperti uang, pengetahuan, atau pengalaman, kepada
individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan adalah proses
peningkatan kemampuan individu (Beinarovica and Kleins 2015).
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3.2 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Tahapan pemberdayaan masyarakat bervariasi menurut jenis
program, kondisi setempat, tema/kepentingan, lokasi dan kebutuhan
sumberdaya. Zubaedi (2007) menjelaskan bahwa beberapa tahapan
yang dilakukan oleh Pemberdaya masyarakat lebih dekat kepada
usaha-usaha pengembangan masyarakat yang pada akhirnya
diharapkan berujung pada terealisasinya proses pemberdayaan
masyarakat. Berikut beberapa konsep dan tahapan pemberdayaan
yang biasa dilakukan.

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5

-Participative -Enactive
-Organizational factors management arzsinment Strengthening of Initiation/
-Supervision Vicarious effort-performance persistence
-Reward system sxperience wh expectancy or of behavior
-Nature gfjob Nerbal persuasion believe in 10 accomplish
Emotional personal efficacy task objectives
competencs i
based
reward and
-Job enrichment
Remove
conditions
= I'sted under

Stage

Gambar 3.1. Five Stages in the Process of Empowerment
Dikutip dari : Conger and Kanungo (1988)

Memahami berbagai kondisi ini, Conger and Kanungo, (1988)
menjelaskan bahwa proses pemberdayaan dapat dilihat dalam lima
tahap yang mencakup keadaan psikologis dari pengalaman
pemberdayaan, kondisi yang mendahuluinya, dan konsekuensi
perilakunya. Seperti dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Tahap pertama adalah diagnosis kondisi dalam organisasi
yang menjadi permasalahan sehingga terjadi perasaan tidak berdaya
di kalangan bawahan. Hal ini mengarah pada penggunaan strategi
pemberdayaan oleh manajer di Tahap 2. Penggunaan strategi ini
ditujukan tidak hanya untuk menghilangkan beberapa kondisi
eksternal yang bertanggung jawab terjadinya ketidakberdayaan, tetapi
juga (dan yang lebih penting) adalah memberikan informasi efikasi diri
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kepada bawahan di Tahap 3. Sebagai hasil dari penerimaan informasi,
bawahan merasa diberdayakan di Tahap 4, dan dampak perilaku
pemberdayaan terlihat pada Tahap 5.

Sedangkan Khotijah (2023) dan Istiyanti (2020) menyatakan
bahwa tahapan pemberdayaan Masyarakat terdiri dari beberapa
tahapan yakni Pertama :Tahap persiapan, yaikni: Musyawarah, survey
lapangan, observasi dan wawancara. Aedua. Tahap pengkajian, yaitu
pemilihan prioritas asset yang diunggulkan. Aetiga. Tahap rencana
aksi, yaitu Mengadakan sosialisasi. Aeempat. Tahap Implementasi,
yakni training dan /aunching product dan Kelima. Tahap terminasi.

Guna keberhasilan upaya-upaya pemberdayaan, diperlukan
partisipasi masyarakat untuk meningkatkan efisiensinya. Partisipasi
mengasumsikan bahwa masyarakatlah yang mengetahui pokok
permasalahan dan solusi terbaik sesuai dengan kemampuannya.
Dengan partisipasi komunitasnya keputusan yang diambil akan
langsung menyentuh kepentingan mendesak yang perlu mereka
tangani. Masyarakat dapat bekerja sama dalam menyediakan
masukan, baik barang, uang ataupun waktu dalam melaksanakannya.
Sehingga hal ini dapat menjadi sumberdaya untuk meningkatkan
komitmen sehingga tujuan pemberdayaan dapat tercapai secara
optimal dan berkelanjutan. Secara umum tahapan pemberdayaan
Masyarakat ini dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut ini.

Pengkaijian i
gkaj Implementasi Terininagi

Identifikasi Masalah DO @ [ |
Y S . Penyuluhan, { |
@_ Prioritas Masalah, \ @.{é} Pelatihan. uv hugﬁrr%:?::gara
hd ) Demplot.

dil formal dg mitra

Persiapan Rencana Aksi

N 05 06 07

Pendampingan

Persiapan tim Solusi, & Evaluasi
Pelaksana. Alternatif program

: Keberlanjutan
i o \ -Berkala. O
Eersmpan dan rencana kegiatan | Umnpan balik Program
apangan, n .
Penyusunan 3 4 dg kuisioner Kerjasama untuk
Proposal, , Rapat2 5 keberlanjutan
koordinasi, program

Persetujuan
Mitra,Perijinan

Gambar 3.2. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat
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Tahap Persiapan

Tahap ini dimulai dengan persiapan tim pelaksana dan
persiapan  lapangan.  Pekerjaan  persiapan  termasuk
mempersiapkan aspek administratif dan menginventarisir data-
data dan karakteristik dari calon mitra kegiatan, selain itu juga
mengumpulkan data awal termasuk perijinan dari Dinas/Instansi
terkait di  wilayah setempat. Selanjutnya diadakan
pertemuan/rapat dengan calon mitra dan permohonan
persetujuannya.

Setelah data awal dikumpulkan, maka dilaksanakan
beberapa kali rapat koordinasi diantara tim pelaksana termasuk
pembagian tugas tim pelaksana, mempersiapkan berbagai hal
untuk pelaksanaan pertemuan, diskusi, Focus Group Discussion
(FGD) dan lain-lain. Tahapan dalam rapat koordinasi ini juga
mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk
pelaksanakan kegiatan sekaligus menyusun jadwal kegiatan.
Tahapan Pengkajian

Pada tahap pengkajian ini dilakukan secara individual
melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini
pelaksana kegiatan harus berusaha mengidentifikasi dan
menganalisis situasi calon mitra termasuk permasalahan
prioritas, akar penyebab masalah yang dihadapi calon mitra dan
sumberdaya yang dimiliki calon mitra. Demikian pula harus
ditentukan target luaran tiap solusi permasalahan yang akan
diselesaikan.

Permasalahan tersebut sebaiknya diuraikan dalam poin-
poin permasalahan sesuai kesepakatan dengan mitra sasaran
dan dilengkapi dengan sub permasalahan masing-masing yang
akan diberikan solusi. Permasalahan mitra disesuaikan dengan
kebutuhan kelompok tersebut, seperti bidang produksi,
manajemen usaha dan pemasaran (hulu hilir usaha), peningkatan
pelayanan, peningkatan ketenteraman masyarakat,
memperbaiki/membantu fasilitas layanan dalam segala bidang,
bidang sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kesehatan,
pendidikan, hukum, dan berbagai permasalahan lainnya secara
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komprehensif. Permasalahan dibuat secara spesifik dan harus
mendapatkan persetujuan mitra sasaran.
3. Tahap Rencana Aksi

Pada tahap ini, calon mitra merumuskan dan menentukan
Solusi untuk memecahkan permasalahan pokok yang dihadapi.
Selain itu juga dilakukan kegiatan untuk menentukan alternatif
program dan rencana kegiatan. Solusi yang ditawarkan untuk
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra sasaran di
deskripsikan lengkap dengan menuliskan semua solusi yang
ditawarkan. Solusi diupayakan berkaitan dengan permasalahan
mitra, juga dengan menuliskan target luaran yang akan
dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut. Setiap solusi
mempunyai target penyelesaian luaran tersendiri/indikator
capaian yang terukur atau dapat dikuantitatifkan serta
dituangkan dalam bentuk tabel.

4. Tahap Implementasi Kegiatan
Tahap ini merupakan tahapan yang paling penting

dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
Tahapan ini memerlukan kontribusi dan kerjasama yang baik
antara pelaksana pemberdayaan dengan masyarakat yang akan
diberdayakan. Kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pembuatan
demonstrasi plot/ demplot (apabila diperlukan), dilaksanakan
dengan metode partisipatif agar semua pihak yang terlibat dalam
kegiatan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian dan
keberhasilannya.
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xSt ) A "\ A A {
Gambar 3.3. Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan (dok. Pribadi)

Kadangkala pada saat implementasi kegiatan ini juga ada
penyerahan bantuan berupa alat-alat produksi untuk
menginisiasi kegiatan pemberdayaan selanjutnya.

Gambar 3.4. Penyerahan bantuan faktor produksi dan Demplot
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5. Tahapan Pendampingan dan Evaluasi

Tahap pendampingan dianggap sebagai satu interaksi
yang terus menerus antara pendamping dengan anggota
kelompok atau masyarakat hingga terjadinya proses perubahan
kreatif yang diprakarsai oleh anggota kelompok atau masyarakat
yang diberdayakannya. Sehingga tujuan utama dari
pendampingan adalah adanya KEMANDIRIAN  kelompok
masyarakat yang diberdayakan.

Sedangkan tahap evaluasi adalah proses pengawasan dari
pelaksana pemberdayaan maupun warga terhadap program yang
sedang dan telah dilaksanakan. Evaluasi dimaksudkan untuk
memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan sejenis di masa
yang akan datang. Proses pengawasan diharapkan akan
membentuk sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan
memanfaatkan sumberdaya yang ada. Program pemberdayaan ini
akan dievaluasi setiap bulan dalam pelaksanaannya. Evaluasi
biasanya dilakukan terhadap pemanfaatan berbagai sumberdaya
yang digunakan agar pemanfaatan dan penggunaannya efektif
dan efisien serta memenuhi target yang diharapkan.

Guna mengevaluasi kegiatan pemberdayaan yang telah
dilakukan biasanya pelaksana kegiatan menyebar kuisioner
kepada warga peserta pemberdayaan untuk diisi. Penilaian
dilakukan terhadap dampak sosial ekonomi melalui indikator : 1)
psychological assets, 2) informational assets, 3) organizational
assets, 4) financial assets, 5) material assets dan é) human
assets.

Psychological assets yaitu adanya perubahan perilaku yang
menunjukkan dampak sosial peserta kegiatan khususnya terkait
dengan mulai tumbuhnya minat mempelajari sesuatu/budaya
belajar sesuatu yang selama ini tidak pernah diketahuinya.

Informational assets, yakni adanya saluran komunikasi dan
memberikan dampak sosial dalam hal peningkatan komunikasi
antara yang diberdayakan/mitra dengan lainnya dan dengan
pelaksana Program.

Organizational assets, yaitu dampak sosial pada aspek
keterlibatan pihak yang diberdayakan dalam kepengurusan
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kegiatan serta pihak yang diberdayakan/mitra memiliki
kemampuan untuk memberdayakan masyarakat desa.

Material assets, yaitu dampak ekonomi yang terjadi dari
aspek meningkatnya kepemilikan faktor-faktor produksi berupa
perlengkapan/alat dan bahan untuk terlaksananya kegiatan
produktif di Kelompok Mitra yang diberdayakan.

Financial assets, dengan usaha yang berkembang
diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi serta
respon terhadap peningkatan taraf kehidupan Kelompok mitra
yang diberdayakan.

Human assets, dampak sosial ekonomi dimana mitra/yang
diberdayakan  mengalami  perubahan  perilaku  dalam
memanfaatkan ilmu/keterampilan yang diberikan selama
pelaksanaan program sehingga dapat meningkatkan usahanya.

6. Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara
formal antara pelaksana pemberdayaan dengan komunitas
sasaran. Kegiatan pemutusan hubungan ini dalam kenyataannya
seringkali bukan karena masyarakat sudah mandiri seperti yang
diharapkan, tetapi lebih sering karena proyek/program
pemberdayaan sudah selesai dan tidak ada penyandang dana
yang berminat untuk melanjutkan kegiatan pemberdayaan.

7. Tahap Keberlanjutan Program

40

Keberlanjutan program pemberdayaan sangat penting
untuk dijaga, setelah kegiatan ini selesai diharapkan akan
meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Salah
satu untuk menjaga keberlanjutan program pemberdayaan yang
sudah dilaksanakan adalah bekerjasama dengan pihak terkait di
wilayah setempat diantaranya dengan pihak Kecamatan, Kepala
Desa atau kelembagaan lainnya yang akan membantu
pengembangan dan keberlanjutan usaha-usaha masyarakat
dalam pengembangan usahanya. Apalagi apabila program
pemberdayaan yang dilakukan sejalan dengan program di
kelembagaan di wilayah tersebut. Apabila pemberdayaan
dilakukan oleh Perguruan Tinggi/Kampus, maka biasanya melalui
Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat akan terus
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memonitor dan melakukan pendampingan untuk menjamin
keberlanjutannya. Bahkan biasanya akan diperkuat dengan
melakukan kerjasama dan wilayah tersebut dijadikan Desa
Binaan.
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BAB 4
PERENCANAAN DALAM
PENGORGANISASIAN MASYARAKAT

Oleh Anna Fauziah

4.1 Pendahuluan
Perencanaan dalam konteks pengorganisasian masyarakat
merujuk pada proses sistematis untuk mengembangkan tujuan,
strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan
tertentu dalam konteks pengelolaan atau pengembangan masyarakat.
Ini melibatkan identifikasi masalah atau kebutuhan di dalam
masyarakat, serta pengembangan rencana yang dapat membantu
memecahkan masalah tersebut atau memenuhi kebutuhan tersebut
(Agustana, 2020).
Dalam konteks pengorganisasian masyarakat, perencanaan
mencakup beberapa tahapan, antara lain :
1. Identifikasi Masalah atau Kebutuhan
Tahap awal perencanaan melibatkan identifikasi masalah
atau kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Ini dapat meliputi
masalah sosial, ekonomi, lingkungan, atau kebutuhan
infrastruktur.
2. Analisis Situasi
Setelah masalah atau kebutuhan diidentifikasi,
perencanaan melibatkan analisis mendalam tentang kondisi dan
faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut. Ini
melibatkan pengumpulan data, evaluasi sumber daya yang
tersedia, serta penilaian faktor-faktor eksternal yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan rencana.
3. Penetapan Tujuan
Setelah pemahaman yang kuat tentang masalah dan
kondisi yang ada, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan
yang jelas dan terukur. Tujuan ini harus spesifik, dapat diukur,
dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas.

43



Konsep Pemberdayaan Masyarakat

4. Penetapan Tujuan

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, perencanaan
melibatkan pengembangan rencana tindakan yang merinci
langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk mencapai
tujuan tersebut. Ini mungkin melibatkan alokasi sumber daya,
penentuan prioritas, serta identifikasi peran dan tanggung jawab
yang jelas.

5. Pelaksanaan Rencana

Setelah rencana tindakan disusun, langkah berikutnya
adalah melaksanakan rencana tersebut. Ini melibatkan koordinasi
antara berbagai pihak yang terlibat, alokasi sumber daya yang
diperlukan, serta pemantauan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan rencana.

6. Evaluasi dan Penyesuaian

Proses perencanaan tidak berakhir setelah rencana
dilaksanakan. Evaluasi terhadap hasil yang dicapai harus
dilakukan untuk menilai apakah tujuan telah tercapai dengan
efektif. Jika diperlukan, rencana dapat disesuaikan berdasarkan
hasil evaluasi ini untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan di
masa depan.

Dengan menggunakan pendekatan perencanaan yang
sistematis dan terorganisir, masyarakat dapat mengelola dan
mengatasi masalah serta mencapai tujuan pembangunan dan
kesejahteraan yang diinginkan.

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam
membentuk dan mengembangkan organisasi masyarakat. Berikut
adalah beberapa alasan mengapa perencanaan sangat diperlukan:

1. Mengarahkan Visi dan Misi
Perencanaan membantu dalam merumuskan visi dan misi
organisasi masyarakat. Visi dan misi yang jelas memberikan arah
dan tujuan yang jelas bagi organisasi tersebut.
2. Penentuan Tujuan dan Sasaran
Melalui perencanaan, organisasi dapat menetapkan tujuan
jangka pendek dan jangka panjang serta sasaran yang spesifik
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yang ingin dicapai. Ini membantu dalam mengukur kinerja dan
memberikan fokus pada upaya pengembangan.
3. Pengelolaan Sumberdaya
Perencanaan memungkinkan pengelolaan yang efektif
terhadap sumber daya organisasi, baik itu sumber daya manusia,
keuangan, atau sumber daya lainnya. Dengan merencanakan
penggunaan sumber daya dengan bijak, organisasi dapat
memaksimalkan efisiensi dan efektivitasnya.
4. Menghadapi Tandangan dan Peluang
Perencanaan membantu organisasi masyarakat untuk
mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada di lingkungan
sekitarnya. Dengan demikian, organisasi dapat merancang
strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan dan
memanfaatkan peluang yang ada.
5. Mengoptimalkan Kolaborasi dan Kemitraan
Melalui perencanaan, organisasi masyarakat dapat
mengidentifikasi pihak-pihak yang relevan untuk bekerja sama
dan bermitra dalam mencapai tujuan bersama. Ini membantu
dalam membangun jaringan yang kuat dan memperluas dampak
positif dari kegiatan organisasi.
7. Evaluasi dan Penyesuaian
Perencanaan mencakup proses evaluasi yang teratur
untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan
melakukan evaluasi ini, organisasi dapat mengidentifikasi area di
mana mereka berhasil dan di mana mereka perlu melakukan
perbaikan atau penyesuaian.
8. Mendorong Inovasi dan Pembelajaran
Perencanaan juga menciptakan ruang bagi inovasi dan
pembelajaran. Dengan memperhatikan perubahan lingkungan dan
kebutuhan masyarakat, organisasi dapat mengembangkan ide-ide
baru dan mengadopsi praktik-praktik terbaik untuk mencapai
tujuan mereka.

Dengan demikian, perencanaan memiliki peran yang krusial
dalam membentuk dan mengembangkan organisasi masyarakat.
Tanpa perencanaan yang baik, organisasi mungkin akan kesulitan
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dalam mencapai tujuan mereka dan menjalankan kegiatan mereka
dengan efisien.

4.2 Proses Perencanaan dalam Pengorganisasian
Masyarakat

Dalam proses perencanaan dan pengorganisasian masyarakat,
identifikasi kebutuhan dan tujuan organisasi masyarakat sangat
penting untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan sesuai
dengan kebutuhan dan harapan anggota masyarakat (Randi, 2016).
Berikut adalah beberapa contoh kebutuhan dan tujuan organisasi
masyarakat dalam proses tersebut :

Identifikasi masalah atau kebutuhan masyarakat
Peningkatan partisipasi masyarakat
Pemberdayaan masyarakat

Pengembangan infrastruktur dan sumber daya
Advokasi perubahan kebijakan

Pembangunan sosial dan kultural

Pengentasan kemiskinan

Pengembangan pendidikan dan kesehatan

PNocUurLN S

Melalui identifikasi kebutuhan dan tujuan tersebut di atas,
organisasi masyarakat dapat merumuskan rencana strategis yang
efektif dan relevan untuk mencapai perubahan positif yang diinginkan
dalam komunitas mereka

Selanjutnya langkah penting dalam proses perencanaan
dalam pengorganisasian masyarakat adalah pengumpulan data dan
analisis situasi, yang melibatkan pengumpulan informasi yang relevan
dan analisis mendalam tentang kondisi dan konteks di mana
organisasi atau masyarakat beroperasi (Alim, ef al 2022). Berikut
adalah beberapa langkah yang umumnya terlibat dalam pengumpulan
data dan analisis situasi dalam proses perencanaan pengorganisasian
masyarakat, yaitu :

1. Identifikasi tujuan, memahami tujuan dari pengorganisasian
masyarakat. Apa yang ingin dicapai oleh organisasi atau
masyarakat dengan upaya mereka? Tujuan ini akan membantu
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dalam menentukan jenis data yang perlu dikumpulkan dan
dianalisis.

Penentuan data yang diperlukan, berupa informasi demografis,
ekonomi, sosial, politik, atau lingkungan yang relevan dengan
konteks masyarakat yang sedang diorganisasi.

Pengumpulan data, melalui berbagai metode, termasuk survei,
wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Penting untuk
memastikan bahwa data dikumpulkan secara obyektif dan akurat.
Analisis data, melibatkan pengorganisasian, merangkum, dan
menafsirkan data untuk memahami tren, pola, dan isu-isu utama
yang relevan dengan tujuan pengorganisasian masyarakat.
Identifikasi kekuatan dan kelemahan, dengan menganalisis data
termasuk, aspek masyarakat, struktur sosial, kebijakan dan
dinamika kekuasaan di masyarakat.

Gambar 4.1. Pengisian data kuisioner secara kelompok
masyarakat pembudidaya ikan di Desa Sumberdodol Kabupaten
Magetan
Identifikasi peluang dan tantangan, yang mungkin dihadapi oleh
organisasi atau masyarakat dalam mencapai tujuan mereka. Hal
ini memungkinkan pengambilan keputusan yang informasional

dan strategis

Pembuatan rekomendasi dan strategi, yang dikembangkan untuk
mengoptimalkan upaya pengorganisasian masyarakat. Ini
melibatkan pengidentifikasian langkah-langkah konkret yang
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dapat diambil untuk memanfaatkan kekuatan, mengatasi
kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi tantangan.

Dengan melakukan pengumpulan data dan analisis situasi
yang cermat, organisasi atau masyarakat dapat membuat
perencanaan yang lebih efektif dan terarah dalam upaya mereka
untuk mencapai tujuan mereka dan membawa perubahan positif
dalam masyarakat.

Tahapan selanjutnya Dalam proses perencanaan dalam
pengorganisasian masyarakat, penetapan sasaran dan strategi adalah
langkah kunci untuk mencapai tujuan tertentu (Suharyani &
Ddjumarno, 2023). Berikut adalah beberapa langkah yang dapat
diambil dalam proses ini:

1. Analisis situasi, termasuk memahami masalah, kebutuhan,
potensi, dan tantangan yang dihadapi,

2. ldentifikasi tujuan, secara spesifik, terukur, dapat dicapai,
relevan, dan berbatas waktu (Sustainable Modernization,
Acceleration, Regeneration, Technology -SMART).

) & -
\/ ~ PEMBUATAN SAUNG PENYULUHAN

AKLIMATISASI DAN
~ TEMPAT PERTEMUAN PENDEDERAN PEMBESARAN

S
Gambar 4.2. |dentifikasi perencanaan kebutuhan ruang
3. Penetapan sasaran, harus secara langsung terkait dengan tujuan
akhir dan terbagi menjadi langkah-langkah yang dapat diukur dan
dicapai secara bertahap.
4. |dentifikasi strategi, guna mencapai sasaran, mencakup berbagai
taktik dan metode yang digunakan.

= 2 )
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Gambar 4.3. Penyusunan rategi perencanaan organisasi
masyarakat Desa Smart Fisheries Village Sumberdodol Magetan.

Penyusunan rencana tindakan, yang rinci untuk melaksanakan
strategi. Rencana tindakan harus mencakup langkah-langkah
konkret, tanggung jawab, waktu pelaksanaan, dan sumber daya
yang dibutuhkan

Implemantasi dan Evaluasi, untuk memastikan bahwa sasaran
tercapai dan untuk menyesuaikan strategi jika diperlukan
berdasarkan perubahan situasi atau kebutuhan.

4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan dalam

Pengorganisasian Masyarakat

Perencanaan dalam pengorganisasian masyarakat

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan beragam (Dewi,
et al. 2021) Beberapa faktor yang memengaruhi proses perencanaan
dalam pengorganisasian masyarakat termasuk:

PN RN S

Kebutuhan dan aspirasi masyarakat
Ketersediaan sumber daya

Konteks sosial dan budaya

Kepemimpinan dan keterlibatan komunitas
Kondisi ekonomi dan kesejahteraan
Kebijakan Publik dan Regulasi

Perubahan lingkungan dan teknologi
Karakteristik demografi

Dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut dengan

cermat dalam proses perencanaan akan membantu dalam
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menghasilkan strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam
pengorganisasian masyarakat.

4.4 Teknik dan Metode dalam Perencanaan

Pengorganisasian Masyarakat
Perencanaan pengorganisasian masyarakat adalah proses
merancang struktur dan strategi untuk mengelola atau
mengkoordinasikan kegiatan masyarakat dalam mencapai tujuan
tertentu (Allison & Kaye, 2015). Berikut ini adalah beberapa teknik dan
metode yang umum digunakan dalam perencanaan pengorganisasian
masyarakat:

1. Analisis SWOT, Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan
ancaman (SWOT) digunakan untuk mengevaluasi kondisi internal
dan eksternal organisasi atau masyarakat. Hal ini membantu
dalam mengidentifikasi aspek-aspek yang harus diperkuat atau
dimanfaatkan, serta menangani tantangan atau ancaman yang
mungkin dihadapi.

2. Partisipasi Masyarakat, guna mendorong partisipasi aktif dari
anggota masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan
keputusan. Ini memungkinkan masyarakat merasa memiliki dan
bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, sehingga
meningkatkan tingkat keberhasilan implementasi.

3. Pemetaan Sosial, melalui komunitas dapat mengidentifikasi
sumber daya manusia, lembaga, dan struktur sosial dalam
wilayah mereka. Ini membantu dalam menentukan kemitraan
yang mungkin dan memahami jaringan dan dinamika sosial di
dalam masyarakat.
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SMART FISHERIES
VILLAGE SFV
KAMPUNG KOI

Desa Sumberdodol
Kecamatan Panekan,
Kabupaten Magetan
Jawa Timur

HJFUM FS’T

Luas Wilayah : 244.4 Ha
Luas Kolam lkan : 3.182,5 m* §
Jumlah Kolam lkan: 74 Kolam

POKDAKAN BIDANG USAHA JUMLAH
Tirto Mulyo 27 Kolam |

Tirto Koi Ikan Koi 24 Kolam
Sumber Mulyo Ikan Nila 18 Kolam

Bumdes Tirta Mandiri | Air Sumber

POTENSI WISATA BIDANG USAHA
Kampung Koi )

Tirto Mudo
Umbul Dampit

Banyu Mili

Gambar 4.4. Data Profil potensi perikanan Desa Sumberdodol

4. Survei dan Penelitian, tentang kebutuhan, harapan, dan masalah
masyarakat dapat memberikan pemahaman yang lebih baik
tentang kondisi yang ada. Data dari survei dan penelitian ini dapat
membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam
mengorganisasi masyarakat.

5. Pengembangan  Kapasitas kelembagaan, fokus pada
pengembangan kapasitas individu dan kelompok dalam
masyarakat. Pelatihan, pendidikan, dan bimbingan digunakan
untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan
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masyarakat dalam mengelola diri mereka sendiri dan
memecahkan masalah.

6. Pembangunan Jaringan dan Kemitraan

7. Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), menempatkan
hak asasi manusia sebagai fokus utama dalam perencanaan dan
pelaksanaan program pengorganisasian masyarakat. Ini
termasuk memastikan partisipasi, inklusi, dan perlindungan hak-
hak masyarakat dalam semua kegiatan

8. Evaluasi dan Pengawasan, kegiatan diimplementasikan, penting
untuk melakukan evaluasi terhadap hasil dan dampaknya. Ini
membantu dalam mengevaluasi efektivitas strategi yang
digunakan dan membuat perubahan yang diperlukan untuk
meningkatkan hasil di masa depan.

Dengan menggunakan teknik dan metode tersebut secara
tepat, perencanaan pengorganisasian masyarakat dapat menjadi lebih
efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dan meningkatkan
kualitas hidup anggota masyarakat., sebagai contoh rencana aksi
program Smart Fisheries Village di Desa Sumberdodol Kabupaten
Magetan berikut ini:

—~

e @

v \
= |

RENCANAAKSI/
KEGIATAN

Gambar 4.5. Rencana SFV Desa Sumberdodol Kab. Magetan
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Kesuksesan implementasi perencanaan dalam
pengorganisasian masyarakat sangat dipengaruhi oleh beberapa
faktor kunci. Pertama, kolaborasi yang kuat antara berbagai
pemangku kepentingan termasuk pemerintah, LSM, dan komunitas
lokal sangat penting. Kedua, komunikasi yang efektif dan terbuka
antara semua pihak terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan menjadi faktor penentu keberhasilan. Ketiga, penggunaan
metode partisipatif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan
memberikan rasa memiliki kepada masyarakat lokal, meningkatkan
keterlibatan mereka dalam proses, dan akhirnya memperkuat
pelaksanaan rencana.

Implikasi praktis dari faktor kunci utama sebuah perencanaan
pengorganisasian masyarakat adalah pentingnya memperkuat
kolaborasi lintas sektor, meningkatkan komunikasi terbuka, dan
menerapkan pendekatan partisipatif dalam merencanakan dan
melaksanakan program pengembangan masyarakat.
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BAB 5
PERSIAPAN SOSIAL PADA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh Andi Primafira Bumandava Eka

5.1 Pendahuluan

Beberapa penelitian tentang Persiapan ataupun konstruksi
sosial pada konsep Pemberdayaan Masyarakat telah dilakukan dan
memunculkan gagasan tentang menyoroti bagaimana keterlibatan
komunitas dalam perencanaan dan evaluasi intervensi, serta
bagaimana komunitas dapat mengembangkan kemampuan dalam
mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah, serta merumuskan
dan melaksanakan rencana aksi. (George et al., 2015) . Pentingnya
interaksi manusia yang erat dalam komunitas untuk memfasilitasi
persiapan dalam menghadapi bencana juga muncul terkait dengan
persiapan sosial. (Hattori et al., 2021). Pengembangan persiapan sosial
pada pemberdayaan masyarakat merupakan langkah penting dalam
memastikan  keberhasilan  program-program  pembangunan.
Persiapan sosial mencakup berbagai aspek, termasuk identifikasi
masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat,
pembentukan jaringan kerja sama antar masyarakat, dan pelatihan
keterampilan serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam
menghadapi perubahan sosial.

Dengan memperkuat persiapan sosial, diharapkan masyarakat
dapat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi tantangan yang ada
serta mengambil peran aktif dalam pembangunan masyarakat secara
berkelanjutan.

5.2 Konsep Dasar Persiapan Sosial
Jika Sumitro Maskun di era 90-an mengemukakan, bahwa
Pemberdayaan Masyarakat sangat potensial dilakukan secara Top-
Down (Sumitro Maskun, 1993), karena kebijakan pemerintah Tingkat
atas merupakan petunjuk dan bimbingan bagi program-program
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regional dan local tentang Pembangunan Masyarakat Desa , Tetapi
pada era Globalisasi, Masyarakat merupakan pelaku utama dalam
pembangunan Masyarakat (Harry Hikmat, 2004; Totok Mardikanto &
Poerwoko Soebiato, 2019), baik sebelum krisis pandemi dan setelah
pandemi.

Modal sosial berdasarkan teori Putnam (2011) adalah konsep
yang sangat relevan dalam konteks persiapan sosial untuk
pemberdayaan masyarakat. Modal sosial mengacu pada jaringan
hubungan, norma, dan nilai-nilai sosial yang memfasilitasi kerjasama
dan koordinasi antara individu dan kelompok dalam suatu
masyarakat. Dalam konteks persiapan sosial untuk pemberdayaan
masyarakat, modal sosial memberikan dasar teoritis yang kuat
karena mempromosikan kolaborasi, partisipasi, dan saling percaya
antarindividu dan kelompok dalam mencapai tujuan bersama.
(Hauberer, 2011)

Berikut adalah beberapa cara di mana modal sosial terkait
dengan persiapan sosial dalam konsep pemberdayaan masyarakat:

1. Membangun Jaringan dan Keterlibatan Masyarakat Modal sosial
menekankan pentingnya jaringan sosial dan keterlibatan elemen
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan
pelaksanaan program yang dilaksanakan. Dengan membangun
jaringan yang kuat dan rasa saling percaya antara berbagai
pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, organisasi
non-pemerintah, pemerintah, dan sektor swasta, kesiapsiagaan
sosial menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi akif
dalam pengembangan Masyarakat

2. Mendorong Pertukaran Informasi dan Sumber Daya Modal sosial
akan memfasilitasi pertukaran informasi dan sumber daya antara
anggota masyarakat. Dengan memperkuat modal sosial,
persiapan sosial dapat memungkinkan masyarakat untuk saling
berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang
dibutuhkan untuk mengatasi masalah dan memanfaatkan
peluang.

3. Penguatan Norma dan Nilai-Nilai Positif
Modal sosial mencakup norma-norma sosial dan nilai-nilai yang
mendorong itikad kerjasama, keadilan, dan kepedulian terhadap
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orang lain dan tenggang rasa, sehingga pada persiapan sosial, ini
akan dibutuhkan jika akan masuk ke dalam Masyarakat.
Mempromosikan norma-norma ini dengan melibatkan kearifan
local pada proses persiapan sosial dapat membantu membangun
lingkungan yang mendukung dalam upaya pemberdayaan
masyarakat.
4. Membangun Kepercayaan dan Solidaritas

Modal sosial menjadi penting dalam membangun kepercayaan
dan solidaritas antara anggota masyarakat. Pada proses
persiapan sosial, interaksi sosial yang positif dan kerjasama
dalam proyek-proyek bersama, dapat memperkuat hubungan
sosial yang saling menguntungkan dan meningkatkan rasa
tanggung jawab bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan demikian, modal sosial memberikan dasar teoritis
yang kuat untuk persiapan sosial dalam konsep pemberdayaan
masyarakat dengan mempromosikan kolaborasi, partisipasi, dan
kepercayaan antarindividu dan kelompok dalam mencapai tujuan
bersama untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Dari berbagai sumber dirangkum bahwa konsep dasar
persiapan sosial adalah serangkaian langkah atau strategi yang
dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat secara menyeluruh agar
masyarakat siap dan mampu mengambil bagian dalam proses
pembangunan, perubahan, atau perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan
kebijakan di lingkungannya. Persiapan sosial bertujuan untuk
meningkatkan kapasitas dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi
tantangan, memanfaatkan peluang, serta mengambil langkah-langkah
proaktif untuk meningkatkan kualitas hidup sebagai tujuan dari
pemberdayaan masyarakat. (Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato,
2019)

Pada era sebelum pemilihan Presiden periode 2020-2024, di
rezim Jokowi, issue Pemberdayaan Masyarakat bukan lagi menjadi
issue masing-masing elite kepentingan seperti tugas pemerintah saja
ataupun tugas individu Masyarakat sosial tetapi sudah mencapai issue
kolaboratif Dimana Masyarakat sebagai pelaku , pemerintah berperan
dan dorongan dari Lembaga Masyarakat (kelompok sosial) (Sunyoto
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Usman, 2012) , bahkan gender pun berperan dalam pemberdayaan
Masyarakat terutama Wanita . (Dadi, 2021)

Dijelaskan pula dalam bukunya Totok Mardikanto & Poerwoko

Soebiato (2019), bahwa Pembangunan Masyarakat yang berkelanjutan
mensyaratkan adanya pengelolaan sumberdaya ekologi secara
bijaksana oleh Masyarakat lokal.

Beberapa konsep dasar dalam persiapan sosial antara lain:

1.

58

Peningkatan Kesadaran

Persiapan sosial dimulai dengan peningkatan kesadaran di antara
anggota masyarakat tentang masalah-masalah yang mereka
hadapi, peluang yang ada, dan pentingnya perubahan. Ini bisa
melibatkan kampanye penyuluhan, pendidikan formal atau non-
formal, dan aktivitas komunikasi lainnya. (Asri Oktaviani, 2021)
Pengembangan Keterampilan

Selain  pengetahuan, masyarakat juga perlu memiliki
keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses
pembangunan dan perubahan. Persiapan sosial dapat melibatkan
pelatihan dalam berbagai keterampilan, seperti keterampilan
kepemimpinan,  keterampilan  komunikasi,  keterampilan
manajerial, dan keterampilan teknis. (Solichah et al., 2022)
Penguatan Jaringan dan Kemitraan

Persiapan sosial mencakup pembangunan dan penguatan
jaringan dan kemitraan antara masyarakat lokal, organisasi non-
pemerintah, pemerintah, dan sektor swasta. Kolaborasi ini
memungkinkan pertukaran sumber daya, pengetahuan, dan
dukungan yang diperlukan untuk mengatasi masalah
bersama.(Rafsanzani & Supriyono, 2013)

Pemberdayaan Partisipatif

Persiapan sosial menekankan pentingnya partisipasi aktif
masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi, dan
evaluasi program dan kebijakan yang memengaruhi kehidupan
mereka. Ini melibatkan membangun kapasitas masyarakat untuk
berkontribusi secara positif dalam pengambilan keputusan yang
mempengaruhi mereka. (Rela, 2023)
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5. Peningkatan Akses dan Pemerataan Sumber Daya
Persiapan sosial juga melibatkan upaya untuk meningkatkan
akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan
politik yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Ini
bisa mencakup pengembangan infrastruktur, layanan kesehatan,
pendidikan, serta peningkatan akses terhadap pasar dan peluang
ekonomi. (Rochaendi et al., 2024)

6. Pengembangan Kapasitas Institusional Melalui Advokasi
Persiapan sosial juga melibatkan pengembangan kapasitas
lembaga-lembaga masyarakat, seperti organisasi lokal,
kelompok advokasi, dan kooperatif. Ini termasuk pelatihan
pengelolaan keuangan, pembangunan struktur organisasi yang
efektif, dan peningkatan kemampuan untuk mengadvokasi
kepentingan masyarakat. (Alamsyah et al., 2022)

Konsep dasar persiapan sosial ini bersifat holistik dan
melibatkan pendekatan yang komprehensif untuk mempersiapkan
masyarakat secara menyeluruh agar mereka dapat menghadapi
tantangan dan memanfaatkan peluang dalam perubahan sosial,
ekonomi, dan politik. Tujuan dari Persiapan Sosial pada pendekatan
pemberdayaan masyarakat perlu melibatkan partisipasi aktif
masyarakat dan berorientasi pada peningkatan kapasitas serta
kemandirian masyarakat. (Oos M. Anwas, 2019)

Sehingga dari jabaran konsep dasar tentang persiapan sosial
pada pemberdayaan Masyarakat , dapat dikemukakan bahwa tujuan
dari persiapan sosial meliputi:

1. Mengembangkan kemampuan individu dan masyarakat untuk
secara proaktif menanggapi dan mengatasi tantangan sosial.

2. Menciptakan ketahanan komunitas terhadap berbagai jenis risiko,
termasuk bencana alam, krisis ekonomi, atau masalah kesehatan
masyarakat.

3. Memastikan partisipasi yang luas dan inklusif dalam proses
pembangunan dan pengambilan keputusan.

4. Memperkuat jejaring sosial dan modal sosial yang dapat menjadi
fondasi untuk kerjasama dan aksi kolektif.
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5

Meningkatkan keberlangsungan pemecahan masalah dan strategi
pengembangan masyarakat yang bersifat botfom-up.

5.3 Pendekatan dan Strategi dalam Mengembangkan

Persiapan Sosial
Dalam Mengembangkan persiapan sosial, ada beberapa

tahapan kegiatan, yang meliputi pengenalan masyarakat ,pendekatan
Masyarakat dan penyadaran Masyarakat. Hal ini akan dijelaskan
sebagi berikut.

1.
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Tahap Pengenalan Masyarakat

Ini adalah langkah awal dalam persiapan sosial di mana pihak

yang terlibat, seperti organisasi pemerintah, LSM, atau lembaga

lainnya, mempelajari karakteristik masyarakat yang akan

dibantu. Hal ini termasuk pemahaman tentang struktur sosial,

nilai-nilai budaya, kebiasaan, norma-norma, masalah, dan

potensi yang ada dalam masyarakat tersebut. Pengenalan

masyarakat ini penting untuk merancang strategi yang sesuai dan

efektif dalam proses pemberdayaan.

contoh kegiatan pengenalan masyarakat yang dapat dilakukan

sebagai bagian dari persiapan sosial:

a. Studi Kelayakan Sosial
Yaitu melakukan studi untuk memahami karakteristik
demografis, sosial, ekonomi, dan budaya dari masyarakat
yang akan dilayani. Ini meliputi survei, wawancara, dan
pengamatan langsung untuk mengumpulkan informasi
tentang struktur sosial, pola interaksi, kebutuhan, serta
potensi dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

b. Pemetaan Sosial
Kegiatan ini membuat peta jaringan sosial dan lembaga-
lembaga masyarakat yang ada dalam masyarakat, termasuk
organisasi lokal, kelompok-kelompok keagamaan, lembaga
pendidikan, dan lain-lain. Ini membantu dalam memahami
struktur kekuatan dan keterlibatan yang ada dalam
masyarakat.
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c. Diskusi Terbuka atau Kelompok Fokus.
Mengadakan diskusi kelompok secara umum berkenalan
dengan tokoh-tokoh Masyarakat dan  unsur-unsur
Masyarakat. Fokus dengan berbagai kelompok masyarakat
untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pandangan,
kebutuhan, dan aspirasi mereka. Diskusi ini dapat membantu
dalam mengidentifikasi masalah yang mungkin dihadapi oleh
masyarakat dan prioritas untuk intervensi yang akan
dilakukan Mengadakan rapat terbuka atau forum diskusi
publik untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat,
mendengarkan masukan dan aspirasi mereka, serta
memfasilitasi dialog yang konstruktif tentang isu-isu penting
yang mempengaruhi kehidupan mereka.

d. Survei Awal pada Komunitas
Melakukan survei terstruktur untuk mengumpulkan data
tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti
kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan keamanan.
Survei ini membantu dalam mengidentifikasi indikator
kesejahteraan dan masalah yang perlu diatasi dalam
persiapan sosial.

e. Kunjungan perkenalan ke rumah penduduk dan pertemuan
kelompok kecil
Melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga dan
mengadakan pertemuan dengan kelompok-kelompok kecil
dalam masyarakat untuk membangun hubungan personal,
memahami kebutuhan dan masalah yang dihadapi secara
individual, serta membangun kepercayaan dan dukungan
dalam komunitas.
Kegiatan pengenalan masyarakat ini membantu dalam
memahami konteks lokal, kebutuhan, potensi, dan tantangan
yang dihadapi oleh masyarakat yang dilayani. Informasi yang
diperoleh dari kegiatan ini dapat menjadi dasar yang kuat
untuk merancang dan melaksanakan program persiapan
sosial yang efektif dan berkelanjutan.
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2. Tahap Pendekatan Ke Masyarakat
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Setelah memahami masyarakat secara lebih mendalam, langkah
selanjutnya adalah memilih pendekatan yang paling tepat untuk
berinteraksi dengan masyarakat tersebut. Pendekatan ini
didasarkan pada pemahaman tentang kebutuhan, keinginan, dan
dinamika internal masyarakat. Ada beberapa pendekatan yang
umumnya digunakan dalam persiapan sosial:

a. Partisipatif: Pendekatan ini menekankan partisipasi aktif
masyarakat dalam semua tahap proses pembangunan.
Melalui pendekatan ini, masyarakat dianggap sebagai mitra
yang setara dan memiliki peran penting dalam pengambilan
keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program
atau kegiatan yang berdampak pada kehidupan mereka.

b. Empowerment (Pemberdayaan): Pendekatan ini bertujuan
untuk memberikan kekuasaan dan kontrol kepada
masyarakat untuk mengelola dan mengatasi masalah
mereka sendiri. Ini melibatkan pembangunan kapasitas,
penguatan jaringan sosial, pengembangan keterampilan, dan
pemberian akses terhadap sumber daya yang diperlukan
untuk meningkatkan kontrol atas kehidupan mereka.

c. Holistik: Pendekatan ini mengakui kompleksitas masyarakat
dan masalah yang dihadapi, sehingga memerlukan solusi
yang holistik dan terintegrasi. Ini melibatkan kerjasama
lintas sektor, pengintegrasian program dan kegiatan, serta
memperhatikan berbagai dimensi kehidupan masyarakat
seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

d. Kultural: Pendekatan ini mempertimbangkan nilai-nilai
budaya dan kearifan lokal dalam merancang dan
melaksanakan program atau kegiatan. Ini memastikan
bahwa intervensi yang dilakukan sesuai dengan konteks
sosial dan budaya masyarakat, sehingga lebih mudah
diterima dan berkelanjutan. Mengadakan acara budaya atau
tradisional, seperti pesta rakyat, festival budaya, atau
pertunjukan seni lokal, untuk memperkuat identitas dan
solidaritas komunitas, serta untuk membangun hubungan
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yang lebih dekat antara berbagai kelompok dalam
masyarakat.

e. Melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan,
kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam
masyarakat. Ini membantu dalam merencanakan strategi
persiapan sosial yang responsif dan relevan dengan kondisi
masyarakat.

Pengenalan masyarakat dan pemilihan pendekatan yang
tepat adalah langkah kritis dalam persiapan sosial karena akan
membentuk dasar untuk merancang dan melaksanakan program
atau kegiatan yang efektif dan relevan bagi Masyarakat.

. Tahap Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Tahap berikut dari Persiapan sosial adalah dengan peningkatan
kesadaran di antara anggota masyarakat tentang masalah-
masalah yang mereka hadapi, peluang yang ada, dan pentingnya
perubahan. Ini bisa melibatkan kampanye penyuluhan, pendidikan
formal atau non-formal, dan aktivitas komunikasi lainnya. (Asri
Oktaviani, 2021)
Cara meningkatkan kesadaran pada tahapan persiapan
pemberdayaan masyarakat meliputi berbagai aspek. Berikut
adalah beberapa cara yang dapat dilakukan:
a. Pendidikan dan Pelatihan
Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Program
Pemberdayaan Masyarakat dapat menggunakan pendidikan
dan pelatihan sebagai cara dalam meningkatkan kesadaran,
pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap Masyarakat
agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang
dihadapinya.
b. Strategi Fasilitasi
Fasilitasi ditujukan dalam rangka mengharapkan kelompok
yang menjadi sasaran program sadar terhadap pilihan-
pilihan dan sumberdaya yang dimiliki. Strategi ini dikenal
sebagai strategi kooperatif.
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c. Strategi Pendekatan Pekerjaan Sosial

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh
Masyarakat untuk Masyarakat sebagai pekerja sosial (Sarah
Apriliandra et al, 2022), ini bertujuan untuk dapat
menerapkan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat
menjadi 5 P, yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan,
pemantauan, dan pengembangan. Pendekatan ini bertujuan
untuk membangkitkan kesadaran masyarakat tersebut dan
meningkatkan potensi yang mereka miliki. (Totok Mardikanto
& Poerwoko Soebiato, 2019)

4. Tahap Peningkatan Kapasitas
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Peningkatan kapasitas masyarakat adalah langkah kunci dalam
tahap persiapan sosial. Tahap ini melibatkan pemberdayaan
individu dan kelompok dalam masyarakat dengan memberikan
pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan
untuk mengatasi masalah dan mengambil peran aktif dalam
pembangunan komunitas. (Nursyamsu, 2018).
Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan kapasitas
masyarakat dalam tahap persiapan social :
a. Pelatihan dan Workshop
Mengadakan sesi pelatihan dan lokakarya untuk memberikan
pengetahuan dan keterampilan praktis kepada masyarakat
tentang berbagai topik yang relevan dengan persiapan sosial,
seperti keterampilan kepemimpinan, manajemen proyek,
pengelolaan keuangan, atau teknologi informasi.
b. Pendampingan dan Bimbingan
Memberikan dukungan langsung dan bimbingan kepada
individu atau kelompok dalam masyarakat untuk membantu
mereka mengembangkan keterampilan dan kapasitas
mereka. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh para ahli,
relawan, atau mentor yang memiliki pengalaman dalam
bidang tertentu.
c. Pendidikan Formal dan Non-formal
Mendorong akses masyarakat terhadap pendidikan formal
dan non-formal, seperti sekolah, kursus, atau program
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pembelajaran jarak jauh. Ini memungkinkan individu untuk
memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
untuk berpartisipasi dalam proses persiapan sosial.
Pengembangan Keterampilan Kewirausahaan

Mendukung pengembangan keterampilan kewirausahaan di
kalangan masyarakat dengan memberikan pelatihan tentang
perencanaan bisnis, pemasaran, manajemen operasional,
dan kepemimpinan usaha kecil. Ini membantu masyarakat
untuk mengembangkan sumber daya ekonomi mereka
sendiri. (Solichah et al., 2022)

Pengorganisasian dan Pembangunan Komunitas

Membantu masyarakat dalam mengorganisir diri dan
membangun kapasitas organisasional mereka sendiri
melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat,
asosiasi, atau lembaga yang berfungsi sebagai platform
untuk kolaborasi dan aksi bersama. (Wibhisana, 2021)
Pembentukan Jaringan dan Kemitraan

Membangun jaringan dan kemitraan antara masyarakat,
pemerintah, LSM, sektor swasta, dan lembaga lainnya untuk
memfasilitasi pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan
dukungan. Ini membantu masyarakat untuk mengakses lebih
banyak sumber daya dan peluang. (Alamsyah et al.,, 2022)
Penggunaan Teknologi Informasi

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi,
pelatihan, dan dukungan. Ini termasuk penggunaan internet,
telepon genggam, media sosial, dan aplikasi seluler untuk
menyebarkan pengetahuan dan memfasilitasi komunikasi.
(Fitri Marisa et al., 2023)

Pemberian Sumber Daya dan Akses Terhadap Layanan
Meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya dan
layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan
mereka, seperti layanan kesehatan, pendidikan, sanitasi, air
bersih, dan infrastruktur dasar lainnya. (Wibhisana, 2021)
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Melalui berbagai cara ini, masyarakat dapat meningkatkan
kapasitas mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam
persiapan sosial dan menjadi agen perubahan yang efektif
dalam pembangunan komunitas mereka. (Suminah et al,
2020)

5. Tahap Pengelolaan Berkelanjutan
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Pengelolaan berkelanjutan dalam tahap persiapan sosial
merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa upaya
pemberdayaan masyarakat berlanjut dan memberikan dampak
positif jangka panjang. Berikut adalah beberapa cara untuk
melakukan pengelolaan berkelanjutan dalam tahap persiapan
sosial:

Partisipasi Masyarakat Berkelanjutan: Melibatkan masyarakat
secara berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan,
perencanaan, implementasi, dan evaluasi program persiapan
sosial. Ini memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat
terus dipertimbangkan dan dipenuhi seiring waktu.

Penguatan Kapasitas Masyarakat: Terus membangun kapasitas
individu dan kelompok dalam masyarakat melalui pelatihan,
pendampingan, dan akses terhadap sumber daya yang
diperlukan. Ini membantu masyarakat untuk tetap relevan dan
tangguh dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang
muncul.

Pengembangan Kemitraan yang Berkelanjutan: Membangun dan
menjaga kemitraan yang kuat antara berbagai pemangku
kepentingan, termasuk pemerintah, LSM, sektor swasta, dan
masyarakat sipil. Kemitraan yang berkelanjutan memungkinkan
untuk berbagi sumber daya, pengalaman, dan dukungan yang
diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program.

Integrasi Program dalam Kebijakan Publik: Mengintegrasikan
program persiapan sosial ke dalam kebijakan dan program-
program pemerintah yang ada untuk memastikan bahwa upaya
pemberdayaan masyarakat menjadi bagian yang integral dari
pembangunan komunitas secara keseluruhan.
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Diversifikasi Pendanaan: Mencari sumber pendanaan yang
beragam dan berkelanjutan untuk mendukung program persiapan
sosial. Hal ini termasuk mencari dana dari berbagai sumber, termasuk
pemerintah, donor, sektor swasta, dan pendanaan lokal.

Evaluasi dan Pembelajaran Berkelanjutan: Terus melakukan
evaluasi program dan mempelajari pelajaran dari pengalaman yang
telah ada. Evaluasi ini membantu dalam mengidentifikasi apa yang
telah berhasil, apa yang tidak berhasil, dan bagaimana program dapat
ditingkatkan untuk mencapai dampak yang lebih besar di masa depan.

Adaptasi terhadap Perubahan Konteks: Mengakui bahwa
konteks sosial, ekonomi, dan politik dapat berubah seiring waktu, dan
memastikan bahwa program persiapan sosial dapat beradaptasi
dengan perubahan tersebut. Fleksibilitas dan responsivitas terhadap
perubahan adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan program.

Penggunaan Teknologi dan Inovasi: Menerapkan teknologi dan
inovasi dalam desain dan pelaksanaan program persiapan sosial
untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan dampak program. Ini
termasuk penggunaan teknologi informasi, teknologi energi
terbarukan, atau pendekatan inovatif dalam pendampingan dan
pelatihan.

Dengan mengadopsi pendekatan yang berkelanjutan dalam
pengelolaan program persiapan sosial, dapat memastikan bahwa
upaya pemberdayaan masyarakat tetap relevan, efektif, dan
memberikan dampak yang positif bagi komunitas dalam jangka
panjang.

Jika digambarkan dalam sebuah diagram , alur tahapan
Persiapan sosial menjadi seperti gambar berikut ini.
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Pengenalan

Masyarakat
Pengelolaan Pendekatan
Berkelanjutaan Masyarakat

Peningkatan Penguatan
Kapasitas Kesadaran

Gambar 5.1. Tahapan dalam Persiapan Sosial

5.4 Peran dan Kapasitas Stakeholder

Pemangku kepentingan dalam persiapan sosial pada
pemberdayan masyarakat meliputi Pemerintah Setempat terdiri dari
daerah, maupun pusat, Lembaga swadaya msyarakat , akademisi,
Masyarakat dan kelompok advokasi , sektor swasta dan tidak
ketinggalan Media atau yang dikenal dengan “Pentahelix”
(Hendrawati Hamid, 2018)

Peran dan kapasitas akademisi dalam persiapan sosial sangat
penting dalam menyediakan pengetahuan, keterampilan, dan sumber
daya yang diperlukan untuk mendukung pembangunan masyarakat.
Berikut adalah beberapa peran dan kapasitas utama akademisi dalam
konteks persiapan sosial :

1. Penyedia Pengetahuan dan Riset

Akademisi memiliki peran sentral dalam menyediakan
pengetahuan, riset, dan analisis tentang berbagai isu sosial,
ekonomi, dan lingkungan yang relevan dengan persiapan sosial.
Mereka melakukan penelitian empiris, menganalisis data, dan
menghasilkan temuan yang dapat digunakan untuk merancang
program, kebijakan, dan intervensi yang efektif.(Yoga Saputri - et
al, n.d.)
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2. Pengembangan Keterampilan dan Kapasitas
Akademisi membantu dalam pengembangan keterampilan dan
kapasitas individu dan kelompok dalam masyarakat melalui
penyediaan pendidikan formal dan non-formal, pelatihan, dan
program pengembangan kapasitas lainnya. Mereka memfasilitasi
transfer pengetahuan dan keterampilan kepada praktisi dan
pemangku kepentingan lainnya dalam persiapan sosial.(Teja
Rinanda et al., 2022)

3. Penyedia Sarana Konsultasi dan Dukungan Teknis Akademisi
dapat berperan sebagai konsultan atau penasihat bagi
pemerintah, LSM, dan organisasi lainnya dalam merancang,
melaksanakan, dan mengevaluasi program persiapan sosial.
Mereka memberikan dukungan teknis, analisis kebijakan, dan
rekomendasi berdasarkan bukti-bukti empiris dan penelitian
ilmiah. (Solichah et al., 2022)

4. Fasilitator Dialog dan Kolaborasi
Akademisi memfasilitasi dialog, diskusi, dan kolaborasi antara
berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah,
masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional,
untuk menciptakan pemahaman bersama, memecahkan masalah
bersama, dan merancang solusi yang berkelanjutan. (Rela, 2023)

5. Pendukung Inovasi dan Pembangunan Berkelanjutan: Akademisi
berperan dalam mendukung inovasi dan pembangunan
berkelanjutan dengan menyediakan pengetahuan tentang prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan, teknologi ramah lingkungan,
dan praktik-praktik terbaik dalam persiapan sosial.(Fitri Marisa
et al., 2023)

6. Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Akademisi dapat berperan sebagai advokat untuk masyarakat dan
agen perubahan sosial dengan mempromosikan pemahaman
tentang masalah-masalah sosial, memperjuangkan hak-hak
masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan. (Mariana, 2015)

Melalui peran-peran ini, akademisi berkontribusi secara
signifikan dalam persiapan sosial dengan menyediakan pengetahuan,
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keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk memperkuat
kapasitas masyarakat, merancang solusi yang berbasis bukti, dan
mendukung pembangunan masyarakat yang inklusif dan
berkelanjutan.

Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), Bisnis
dapat berperan dalam persiapan sosial. Bisnis dan unit usaha tidak
hanya memperoleh keuntungan ekonomi tetapi juga membantu
membangun komunitas yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Kolaborasi antara sektor bisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil
menjadi kunci dalam mencapai tujuan bersama dalam pembangunan
Masyarakat. (Kurniasari, 2015).

Peran dan kapasitas bisnis atau unit usaha dalam persiapan
sosial adalah sebagai berikut:

1. Pendukung Pembangunan Ekonomi Daerah
Bisnis dan unit usaha memiliki peran penting dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi daerah setempat melalui investasi,
penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap
perekonomian lokal. Dengan berpartisipasi dalam persiapan
sosial, bisnis dapat membantu memperkuat infrastruktur
ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pemberi Peluang Kerja
Bisnis dan unit usaha dapat memberikan peluang kerja bagi
masyarakat setempat, termasuk pelatihan dan pengembangan
keterampilan bagi pekerja. Ini membantu mengurangi tingkat
pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3. Penggerak Inovasi dan Teknologi
Bisnis sering menjadi motor utama dalam mengembangkan
inovasi dan teknologi baru. Dalam konteks persiapan sosial,
bisnis dapat berperan dalam menyediakan solusi inovatif untuk
masalah sosial, seperti pengembangan teknologi ramah
lingkungan, produk-produk yang berkelanjutan, atau model bisnis
yang inklusif.

4. Pendukung Keberlanjutan Lingkungan
Bisnis dapat berperan dalam mendukung keberlanjutan
lingkungan dengan menerapkan praktik bisnis yang bertanggung
jawab secara sosial dan lingkungan. Ini termasuk mengurangi
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emisi karbon, mengelola limbah secara efisien, dan mendukung
praktik-produk ramah lingkungan.

5. Pendukung Komunitas Lokal
Bisnis dapat menjadi anggota yang aktif dalam komunitas lokal
dengan mendukung kegiatan sosial, budaya, dan pendidikan.
Melalui kemitraan dengan LSM dan organisasi masyarakat sipil,
bisnis dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan komunitas setempat.

6. Pemberi Dukungan Finansial dan Sumber Daya
Bisnis dapat memberikan dukungan finansial dan sumber daya
lainnya untuk program-program persiapan sosial, baik melalui
sumbangan, sponsor, atau kemitraan strategis. Ini membantu
memperkuat kapasitas organisasi dan proyek-proyek yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komunitas memiliki peran yang sangat penting dalam
persiapan sosial karena mereka merupakan sumber daya utama yang
harus dimobilisasi dan diberdayakan untuk mencapai pembangunan
yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada keadilan sosial.
Kolaborasi dan kemitraan antara komunitas, pemerintah, LSM, sektor
swasta, dan akademisi sangat penting untuk menciptakan lingkungan
yang kondusif bagi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan
yang berkelanjutan. Komunitas merupakan subjek utama yang akan
mendapat manfaat dari upaya pemberdayaan dan pembangunan.
(Wibhisana, 2021)

Berikut adalah beberapa peran dan kapasitas utama
komunitas dalam persiapan sosial:

1. Partisipasi dan Keterlibatan
Komunitas memiliki peran kunci dalam partisipasi dan
keterlibatan dalam proses persiapan sosial. Mereka berperan
dalam mengidentifikasi kebutuhan, mengajukan saran, dan
mengambil bagian aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi program persiapan sosial.
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2. Penentuan Prioritas dan Keputusan
Komunitas memiliki pengetahuan yang mendalam tentang
kebutuhan, aspirasi, dan tantangan yang dihadapi oleh mereka.
Oleh karena itu, mereka dapat berperan dalam menentukan
prioritas pembangunan dan mengambil keputusan tentang arah
dan tujuan program persiapan sosial.

3. Pembangunan Kapasitas Internal
Komunitas dapat membangun kapasitas internal mereka sendiri
melalui pelatihan, pendidikan, dan pembelajaran bersama.
Mereka dapat mengembangkan keterampilan baru, meningkatkan
pengetahuan, dan memperkuat jaringan sosial mereka untuk
meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan memecahkan
masalah di tingkat lokal.

4. Pelaksanaan Program dan Proyek
Komunitas dapat berperan dalam melaksanakan program dan
proyek persiapan sosial di tingkat lokal. Mereka dapat menjadi
agen perubahan yang aktif dalam menerapkan kebijakan, inisiatif,
dan intervensi yang telah dirancang untuk meningkatkan
kesejahteraan mereka sendiri.

5. Pengawasan dan Evaluasi
Komunitas memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan dan
evaluasi terhadap program dan proyek persiapan sosial yang
sedang berjalan. Mereka dapat memberikan umpan balik,
mengevaluasi dampak, dan memberikan rekomendasi untuk
perbaikan atau perubahan kebijakan di masa depan.

6. Advokasi dan Pemberdayaan
Komunitas juga dapat berperan sebagai agen advokasi untuk
mengadvokasi kepentingan mereka kepada pihak-pihak terkait,
termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor
swasta. Mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka,
memperkuat partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan
memperjuangkan perubahan positif di tingkat lokal dan nasional.

Peran Pemerintah dalam persiapan sosial menyelenggarakan
kebijakan, program, dan layanan yang mendukung pemberdayaan
masyarakat dan pembangunan komunitas. Mereka juga bertanggung
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jawab untuk alokasi anggaran, regulasi, dan koordinasi antar
lembaga. Pemerintah setempat memiliki otoritas dan sumber daya
untuk mengelola dan mendukung pembangunan masyarakat,
termasuk akses terhadap infrastruktur, personel, dan dana publik.

Jika dijabarkan peran Pemerintah dalam persiapan sosial

meliputi :

1.

Pelaksanaan Kebijakan dan Program: Pemerintah lokal
bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kebijakan dan
program yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan komunitas. Ini  mencakup pengembangan
infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan.

Regulasi dan Koordinasi

Pemerintah setempat juga bertanggung jawab untuk membuat
dan menerapkan regulasi yang mendukung pemberdayaan
masyarakat, serta koordinasi antar lembaga dan organisasi untuk
memastikan efektivitas program pemberdayaan.

Pengalokasian Anggaran

Pemerintah setempat memiliki peran penting dalam alokasi
anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat, yang
mencakup dana untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan
pengembangan ekonomi.

Kapasitas Pemerintah Lokal dalam fungsinya pada persiapan

sosial meliputi kapasitasnya sebagai :

1.

Otoritas dan Sumber Daya

Pemerintah lokal memiliki otoritas dan sumber daya yang
diperlukan untuk mengelola dan mendukung pembangunan
masyarakat, termasuk akses terhadap infrastruktur, personel,
dan dana publik.

Pemerintah lokal juga berperan dalam pengelolaan sumber daya
lokal, yang mencakup pengelolaan sumber daya alam, tenaga
kerja, dan investasi untuk mendukung pembangunan komunitas
dan pemberdayaan masyarakat. (Rela, 2023).

73



Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Stakeholder dalam persiapan sosial berikutnya adalah Media.
Dalam konteks persiapan sosial, "media" yang dimaksud dapat
mencakup berbagai jenis platform komunikasi yang digunakan untuk
menyebarkan informasi, membangun kesadaran, dan memobilisasi
dukungan untuk masalah-masalah social. Baik media social, media
siar seperti televisi dan radio, media cetak, website dan blog atau
aplikasi lainnya sehubungan dnegan digitalisasi. (Veronika Br Ginting
et al., 2021). Peran dan kapasitas media baik digital maupun no-digital,
dalam persiapan sosial sangat penting karena media memiliki
pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik, menyebarkan
informasi, dan memobilisasi dukungan untuk masalah-masalah sosial
dan juga memfasilitasi komunikasi antara berbagai pemangku
kepentingan. (I Wayan Suartawan, 2024). Media dalam persiapan
sosial adalah bahwa mereka merupakan alat komunikasi yang kuat
dan dapat memengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat
terhadap isu-isu sosial.
Berikut adalah beberapa peran dan kapasitas media dalam

persiapan sosial:
1. Pemberi Informasi dan Penyiaran

Media bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang

akurat, berimbang, dan bermanfaat kepada masyarakat tentang

isu-isu sosial, lingkungan, dan ekonomi yang relevan dengan

persiapan sosial. Mereka memberikan liputan berita, laporan

investigasi, dan analisis tentang masalah-masalah penting yang

memengaruhi masyarakat.(Fahmi et al., 2021)
2. Penggerak Kesadaran Publik

Melalui liputan dan kampanye mereka, media dapat memainkan

peran dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu

sosial yang penting, seperti kemiskinan, ketimpangan, pendidikan,

kesehatan, dan lingkungan. Mereka membantu membangkitkan

perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap masalah-

masalah ini. (Sugeng Dwiyanto bsugengd, 2013)
3. Pendukung Kampanye Sosial

Media dapat menjadi mitra yang kuat dalam kampanye sosial dan

advokasi untuk perubahan positif dalam masyarakat. Mereka

dapat membantu menggalang dukungan publik, memobilisasi
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massa, dan memberikan platform untuk suara-suara yang
terpinggirkan atau tidak didengar. (Evendi & Kurnia, 2020)

4. Pembentuk Opini Publik
Media memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik
tentang isu-isu sosial dan kebijakan publik. Melalui pemberitaan,
komentar, dan editorial mereka, media membantu membentuk
pandangan dan sikap masyarakat terhadap berbagai masalah
sosial. (Nosin Hafidah Klafikulana Sahid et al., 2023)

5. Mengamati dan Mengawasi
Media dapat berperan dalam mengawasi dan memeriksa
kebijakan dan tindakan pemerintah serta institusi lainnya terkait
dengan persiapan sosial. Mereka dapat melakukan jurnalisme
investigasi, memeriksa kebenaran klaim, dan memeriksa
akuntabilitas institusi publik.(Khoirul Imaduddin et al., 2022)

6. Penggerak Perubahan dan Solusi
Media juga dapat menjadi agen perubahan dengan menyediakan
ruang untuk diskusi, pemikiran kritis, dan pembahasan tentang
solusi untuk masalah-masalah sosial yang kompleks. Mereka
dapat mempromosikan  praktik-praktik yang berhasil,
mencerahkan masyarakat tentang inisiatif-inisiatif yang berhasil,
dan memotivasi tindakan yang positif.(Nur Salsabila & Solihin,
2021)

5.5 Langkah-langkah Implementasi
Dari uraian dan penjelasan pada bagian sebelumnya, bahwa
persiapan sosial dapat dilakukan dengan memperhatikan langkah-
langkah atau tahapan secara umum dalam melakukan persiapan
sosial  untuk  pemberdayaan  Masyarakat yang  dapat
diimplementasikan dalam pemberdayaan Masyarakat.
1. Identifikasi Kebutuhan dan Potensi Masyarakat
Langkah pertama dalam persiapan sosial adalah mengidentifikasi
kebutuhan, masalah, potensi, dan sumber daya yang ada di
masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui studi partisipatif, survei,
diskusi kelompok, atau konsultasi dengan pemangku kepentingan
lokal.
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Pembentukan Tim Persiapan Sosial

Bentuk tim atau kelompok kerja yang terdiri dari berbagai pihak
yang terlibat, termasuk perwakilan masyarakat lokal, organisasi
non-pemerintah, pemerintah setempat, dan mungkin juga
lembaga akademis atau sektor swasta, tergantung pada konteks
dan skala proyek.

Analisis Masalah dan Potensi

Lakukan analisis mendalam tentang masalah yang diidentifikasi
dan potensi yang ada dalam masyarakat. ldentifikasi faktor-
faktor yang memengaruhi masalah, serta identifikasi peluang dan
kekuatan internal yang dapat dimanfaatkan dalam upaya
pemberdayaan.

Perencanaan Strategis

Berdasarkan analisis masalah dan potensi, buatlah rencana
strategis untuk persiapan sosial. Tetapkan tujuan jangka pendek
dan jangka panjang, serta langkah-langkah konkret yang akan
diambil untuk mencapainya. Pastikan rencana tersebut
memperhitungkan kebutuhan, sumber daya, dan keterlibatan
berbagai pihak.

Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Sosial

Implementasikan rencana strategis dengan melaksanakan
berbagai kegiatan persiapan sosial yang telah direncanakan. Ini
mungkin  mencakup  pelatihan, penyuluhan, kampanye
penyadaran, pengorganisasian masyarakat, pengembangan
infrastruktur, atau kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan
prioritas masyarakat.

Penguatan Kapasitas Masyarakat

Fokus pada penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan,
pendidikan, dan pengembangan keterampilan yang relevan
dengan tujuan pemberdayaan. Pastikan masyarakat memiliki
pengetahuan, keterampilan, dan dukungan yang cukup untuk
berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan dan perubahan.
Monitoring dan Evaluasi

Selama proses persiapan sosial, lakukan monitoring dan evaluasi
terus-menerus untuk melacak kemajuan, mengidentifikasi
masalah, dan memperbaiki strategi yang tidak efektif. Dengan
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demikian, tim dapat menyesuaikan rencana dan kegiatan sesuai
dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di lapangan.

8. Pembangunan Kemitraan dan Jaringan
Bangun dan pertahankan kemitraan yang kuat dengan berbagai
pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, organisasi non-
pemerintah, lembaga akademis, dan sektor swasta. Jaringan yang
baik dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan, sumber daya,
dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.

9. Pemberdayaan dan Partisipasi
Dukung dan fasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam semua
tahap proses persiapan sosial. Libatkan masyarakat dalam
perencanaan, implementasi, dan evaluasi kegiatan, serta berikan
mereka ruang untuk menyuarakan kebutuhan, aspirasi, dan
kontribusi mereka.

10. Konsolidasi dan Pengembangan Keberlanjutan
Setelah mencapai tujuan persiapan sosial tertentu, pastikan
untuk konsolidasi hasil yang telah dicapai dan membangun
fondasi untuk keberlanjutan. Ini termasuk mengembangkan
mekanisme pemantauan berkelanjutan, memperkuat lembaga
masyarakat yang ada, dan mendorong partisipasi berkelanjutan
masyarakat dalam proses pembangunan.

Melalui langkah-langkah ini, persiapan sosial dapat
diimplementasikan secara sistematis dan berkelanjutan untuk
meningkatkan kesiapan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi
tantangan dan memanfaatkan peluang dalam upaya pemberdayaan
masyarakat.
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BAB 6
PARTISIPAS| MASYARAKAT

Oleh M. Irwan Tahir

6.1 Prolog

Partisipasi masyarakat dalam konteks pemberdayaan
masyarakat merupakan aspek yang sangat vital dalam pembangunan
sosial dan ekonomi suatu negara. Untuk memahami konsep ini dengan
lebih mendalam, pertama-tama kita perlu menjelaskan bahwa
partisipasi bukan hanya sekadar keikutsertaan pasif, tetapi mencakup
keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang
memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Dengan kata lain,
masyarakat bukan hanya objek, tetapi juga subjek yang memiliki
peran signifikan dalam membentuk arah dan kebijakan pembangunan.

Dalam konteks partisipasi masyarakat, penting untuk
mengakui bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi tujuan utama.
Pemberdayaan masyarakat merujuk pada upaya untuk meningkatkan
kapasitas dan kemandirian masyarakat. Hal ini mencakup
memberikan akses pendidikan, pelatihan, dan sumber daya lainnya
yang diperlukan agar masyarakat dapat mengelola sumber daya
mereka dengan efektif. Dengan pemberdayaan yang baik, masyarakat
memiliki kemampuan untuk mengambil kendali atas kehidupan
mereka sendiri dan berkontribusi secara positif terhadap
pembangunan berkelanjutan. Pada akhirnya Kembali kepada masing-
masing individu masyarakat tersebut untuk mampu memenuhi
kebutuhan hidup dan dirinya dan keluarganya secara layak (Maryani
dan Nainggolan, 2022).

Dalam upaya mewujudkan partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat, perlu ada kerangka kerja yang mempromosikan
keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Ini melibatkan penciptaan
mekanisme yang mendukung dialog terbuka dan inklusif, di mana
suara setiap elemen masyarakat dapat didengar. Peningkatan
partisipasi juga memerlukan transparansi dalam proses pengambilan
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keputusan dan akses informasi yang mudah diakses oleh semua
pihak. Dengan cara ini, partisipasi masyarakat dapat menjadi lebih
efektif dan berdampak positif pada pembangunan yang berkelanjutan.

Sementara itu, pemberdayaan masyarakat tidak hanya
berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi sosial
dan budaya. Hal ini mencakup pengakuan dan penguatan nilai-nilai
lokal serta memahami konteks budaya masyarakat tersebut. Dengan
demikian, pemberdayaan masyarakat bukan hanya soal memberikan
keahlian teknis, tetapi juga mendukung perkembangan budaya dan
identitas masyarakat dalam menghadapi perubahan.

Secara  keseluruhan, partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat saling terkait dan merupakan fondasi penting bagi
pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memberikan
masyarakat peran yang aktif dan membangun kapasitas mereka, kita
dapat menciptakan masyarakat yang lebih kuat, mandiri, dan memiliki
daya tahan untuk menghadapi tantangan masa depan.

Partisipasi secara etimologis berasal dari kata Bahasa Inggris
“part’ yang berarti bagian. Partisipasi secara harfiah dapat dimaknai
mengambil bagian, atau “faking part in one or more phase of the
process’ sebagaimana dikemukakan oleh Hoofsteede (Khairuddin,
1992). Hal ini sejalan dengan pendapat Mubyarto (2002) yang
memberikan batasan pada partisipasi sebagai “kesediaan untuk
membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap
orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri”.

Partisipasi masyarakat bukanlah konsep yang baru, namun
penting untuk terus didiskusikan dan dipahami dalam berbagai
konteks, termasuk pembangunan lokal, nasional, dan global. Dalam
artikel ini, kita akan membahas berbagai aspek partisipasi
masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat, termasuk
pentingnya partisipasi, bentuk-bentuk partisipasi, faktor-faktor yang
memengaruhi partisipasi, serta dampak dan manfaat dari partisipasi
masyarakat yang efektif. Selain itu, kita juga akan mengeksplorasi
tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam upaya untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat, serta strategi dan pendekatan
yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan tersebut.
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Dengan demikian dapat dikatakan partisipasi masyarakat
memainkan peran kunci dalam pemberdayaan masyarakat. Ketika
masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pengambilan
keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, mereka menjadi
lebih berdaya, memiliki rasa memiliki terhadap hasil keputusan, dan
merasa lebih bertanggung jawab atas kemajuan dan perkembangan
komunitas mereka. Partisipasi masyarakat juga menciptakan ruang
bagi berbagai pandangan, kepentingan, dan kebutuhan untuk didengar
dan diperhitungkan, yang pada gilirannya dapat mengarah pada
pembuatan keputusan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, partisipasi masyarakat memainkan peran penting
dalam membangun dan memperkuat demokrasi. Dalam sistem
demokratis, partisipasi masyarakat bukan hanya diinginkan, tetapi
juga dianggap sebagai hak dasar setiap warga negara. Ketika
masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan
politik dan sosial, mereka membantu menciptakan sistem yang lebih
responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat.

6.2 Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat dapat mengambil berbagai bentuk,
mulai dari partisipasi dalam pemilihan umum dan proses politik
formal hingga keterlibatan dalam inisiatif lokal dan program
pemberdayaan ekonomi. Beberapa bentuk umum partisipasi
masyarakat meliputi:
1. Partisipasi politik
Partisipasi politik merupakan elemen kunci dalam sistem
demokrasi yang memberikan warga negara hak dan tanggung
jawab untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan politik.
Salah satu aspek utama dari partisipasi politik adalah hak untuk
memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hak untuk memilih
memberikan warga negara suara dalam menentukan perwakilan
mereka di tingkat pemerintahan, menciptakan dasar partisipasi
yang inklusif dan demokratis.
Selain hak memilih, partisipasi politik juga mencakup
keterlibatan dalam berbagai aktivitas politik seperti kampanye
politik, partai politik, dan advokasi kebijakan. Melalui kampanye
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politik, warga negara dapat menyuarakan pandangan mereka,
mendukung calon atau partai politik tertentu, serta aktif
berpartisipasi dalam proses pembentukan opini publik. Partisipasi
dalam partai politik juga memberikan platform untuk
memperjuangkan ide-ide politik dan memengaruhi arah kebijakan
yang diusung oleh partai tersebut.

Pentingnya partisipasi politik tidak hanya terbatas pada
tingkat nasional, tetapi juga berlaku pada tingkat lokal dan
komunitas. Partisipasi dalam advokasi kebijakan memberikan
warga negara kesempatan untuk mengambil peran aktif dalam
pembentukan kebijakan di tingkat daerah atau sektor tertentu.
Dengan demikian, partisipasi politik tidak hanya menjadi hak,
tetapi juga tanggung jawab yang melibatkan masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan
mereka dan mendorong keterlibatan aktif dalam pembangunan
masyarakat.

Partisipasi dalam pembangunan lokal

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal
memegang peranan krusial dalam membentuk lingkungan yang
berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini
mencakup  keterlibatan langsung dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan proyek
pembangunan di tingkat lokal (Shah, 2007). Salah satu aspek
utama dari partisipasi ini adalah kemampuan masyarakat untuk
berkontribusi dalam pembentukan kebijakan pembangunan yang
mencakup bidang infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan,
dan aspek penting lainnya yang memengaruhi kehidupan sehari-
hari.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, partisipasi
masyarakat memberikan kesempatan bagi warga untuk
menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka. Proses
perencanaan yang inklusif memungkinkan masyarakat untuk
berkolaborasi dengan pemerintah lokal dalam menentukan
prioritas pembangunan, sehingga hasilnya lebih sesuai dengan
kebutuhan nyata di lapangan. Misalnya, partisipasi dalam
pembangunan infrastruktur transportasi dapat memastikan
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bahwa proyek tersebut mengakomodasi kebutuhan lokal dan
mempertimbangkan dampak positif bagi ekonomi dan mobilitas
masyarakat.

Selain itu, partisipasi dalam pembangunan lokal melibatkan
masyarakat dalam upaya peningkatan layanan kesehatan dan
pendidikan. Warga dapat memberikan masukan tentang jenis
layanan kesehatan yang diperlukan, infrastruktur pendidikan
yang dibutuhkan, dan metode pembelajaran yang efektif. Dengan
cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat,
tetapi juga pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung
dalam pembangunan sosial dan ekonomi di komunitas mereka.

Dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan lokal, pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi
untuk menciptakan proyek-proyek yang lebih berkelanjutan dan
relevan dengan kebutuhan riil. Hal ini tidak hanya memperkuat
ikatan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga
menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk pertumbuhan dan
perkembangan yang berkelanjutan.

Partisipasi ekonomi

Partisipasi ekonomi memainkan peran sentral dalam
memperkuat ekonomi masyarakat dan menciptakan peluang yang
merata. Salah satu bentuk partisipasi ekonomi yang signifikan
adalah melalui keterlibatan dalam koperasi, perkumpulan petani,
dan inisiatif ekonomi sosial lainnya. Koperasi, sebagai contoh,
memberikan platform bagi masyarakat untuk bekerja sama
dalam pengelolaan sumber daya dan pemasaran produk,
sehingga meningkatkan kekuatan ekonomi kolektif.

Perkumpulan petani dan inisiatif kredit mikro adalah
instrumen penting dalam memperluas akses masyarakat
terhadap sumber daya ekonomi. Dengan bergabung dalam
perkumpulan petani, masyarakat dapat berbagi pengetahuan,
pengalaman, dan sumber daya untuk meningkatkan produktivitas
pertanian. Di sisi lain, kredit mikro memberikan akses kepada
individu atau kelompok yang lebih kecil untuk mendapatkan
modal usaha yang diperlukan. Inisiatif seperti ini tidak hanya
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memberdayakan individu secara ekonomi, tetapi juga
memperkuat daya saing ekonomi komunitas.

Partisipasi ekonomi juga terwujud melalui usaha ekonomi
sosial yang bertujuan menciptakan dampak sosial positif. Inisiatif
ini mencakup berbagai bentuk usaha, seperti bisnis berbasis
masyarakat, kooperatif, dan bisnis sosial. Melalui model ini,
masyarakat dapat mengembangkan usaha yang tidak hanya
menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan
manfaat kepada komunitas melalui penciptaan lapangan kerja,
pemberdayaan individu, dan pengembangan sumber daya lokal.

Secara keseluruhan, partisipasi ekonomi bukan hanya
tentang menciptakan peluang ekonomi individual, tetapi juga
tentang membangun fondasi ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan. Dengan memberdayakan masyarakat melalui
koperasi, perkumpulan petani, kredit mikro, dan inisiatif ekonomi
sosial, kita dapat menciptakan lingkungan di mana keberlanjutan
ekonomi diukur bukan hanya dari segi pertumbuhan finansial,
tetapi juga dari dampak positifnya terhadap kesejahteraan dan
penguatan komunitas secara keseluruhan.

Partisipasi dalam advokasi kebijakan

Partisipasi dalam advokasi kebijakan merupakan sarana
efektif bagi masyarakat untuk membela hak-hak mereka,
memperjuangkan keadilan sosial, dan turut serta dalam
membentuk perubahan kebijakan yang signifikan. Gerakan
advokasi ini menciptakan platform bagi masyarakat untuk
bersuara dan memobilisasi dukungan guna mencapai tujuan
bersama. Salah satu aspek penting dari partisipasi ini adalah
bahwa masyarakat dapat mengakses arena politik tanpa harus
menjadi bagian dari struktur formal pemerintahan.

Melalui partisipasi dalam gerakan advokasi, masyarakat
dapat menggulirkan perubahan kebijakan yang mendukung hak-
hak mereka. Ini dapat mencakup perubahan dalam undang-
undang, regulasi, atau kebijakan pemerintah yang lebih
mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu,
partisipasi ini juga dapat berperan sebagai kontrol sosial
terhadap kebijakan yang diterapkan, memastikan bahwa
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kebijakan yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai masyarakat
dan memberikan dampak positif.

Dalam konterks ini, Partisipasi dimaknai sebagai
keterlibatan sejati dengan warga negara dalam bisnis
pemerintah, dan kolaborasi aktual dengan warga negara dalam
desain program pemerintah (Lathrop & Ruma, 2010). Dicontohkan
misalnya program Open Government Brainstorming yang
dilakukan oleh Gedung Putih adalah upaya untuk benar-benar
melibatkan warga negara dalam pembuatan kebijakan, bukan
hanya untuk mendengar pendapat mereka setelah fakta atau
kejadian.

Pentingnya partisipasi dalam advokasi kebijakan terutama
terlihat dalam situasi di mana masyarakat menghadapi
ketidaksetaraan atau ketidakadilan. Masyarakat dapat bersatu
dalam memperjuangkan hak-hak yang terabaikan atau dalam
mendukung  perubahan  kebijakan untuk  meningkatkan
kesejahteraan bersama. Dengan partisipasi ini, masyarakat bukan
hanya menjadi subyek pasif dari kebijakan, tetapi juga menjadi
agen perubahan yang aktif dalam membentuk arah kebijakan
yang lebih adil dan berkeadilan.

Dalam konteks global saat ini, partisipasi dalam advokasi
kebijakan juga memainkan peran kunci dalam menanggapi isu-
isu yang bersifat lintas batas seperti perubahan iklim, hak asasi
manusia, dan perdagangan internasional. Dengan bersatu dalam
gerakan advokasi, masyarakat dapat memberikan tekanan
kolektif kepada pemangku kepentingan untuk menghasilkan
perubahan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan responsif
terhadap kebutuhan global.

6.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Masyarakat

Meskipun partisipasi masyarakat memiliki banyak manfaat,

tidak semua komunitas atau individu dapat dengan mudah terlibat
dalam proses partisipasi. Beberapa faktor dapat mempengaruhi
tingkat partisipasi masyarakat, antara lain:

Akses terhadap informasi dan komunikasi
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Akses terhadap informasi dan komunikasi memiliki peran
sentral dalam partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan. Ketika masyarakat tidak memiliki akses yang
memadai terhadap informasi yang relevan, mereka mungkin
menghadapi kendala dalam pemahaman isu-isu yang
memengaruhi kehidupan mereka. Informasi yang tidak mencukupi
dapat merugikan kemampuan individu dan komunitas untuk
mengambil keputusan yang terinformasi dan sejalan dengan
kepentingan mereka.

Keterbatasan akses terhadap informasi juga dapat
menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan secara efektif. Masyarakat yang tidak
dapat mengakses data dan informasi yang relevan mungkin tidak
dapat berpartisipasi dalam diskusi dan debat yang bermakna.
Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa akses
terhadap informasi tidak hanya tersedia secara fisik, tetapi juga
dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan cara yang
memungkinkan mereka untuk mengambil peran aktif dalam
kebijakan dan proses pembangunan.

Peran teknologi komunikasi modern juga memegang
peranan penting dalam memastikan akses terhadap informasi
yang lebih merata. Melalui penggunaan teknologi, seperti internet
dan media sosial, masyarakat dapat lebih mudah mengakses
berbagai informasi yang relevan dan terlibat dalam dialog dan
pertukaran gagasan (Suroso dkk, 2014). Oleh karena itu,
pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk
memastikan bahwa infrastruktur teknologi berkembang dan
mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, sehingga
memfasilitasi partisipasi yang lebih luas dan inklusif.

Sumber daya dan keterampilan

Partisipasi masyarakat bukanlah suatu proses yang dapat
terjadi tanpa adanya sumber daya dan keterampilan tertentu.
Pentingnya literasi, keterampilan komunikasi, dan pengetahuan
teknis menjadi nyata dalam upaya memperluas partisipasi
masyarakat. Literasi, baik literasi dalam membaca maupun
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literasi digital, menjadi fondasi untuk memahami informasi yang
disajikan dan terlibat dalam diskusi dan analisis yang mendalam.

Keterampilan komunikasi juga memainkan peran utama
dalam membentuk partisipasi masyarakat yang efektif.
Kemampuan untuk menyampaikan pendapat, mendengarkan
dengan empati, dan berkomunikasi dengan jelas dan persuasif
memungkinkan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam
berbagai forum, mulai dari rapat lingkungan setempat hingga
diskusi kebijakan tingkat nasional. Tanpa keterampilan
komunikasi yang memadai, suara dan pandangan masyarakat
mungkin terabaikan dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, pengetahuan teknis juga menjadi faktor
penentu dalam partisipasi masyarakat yang efektif, terutama
ketika terlibat dalam isu-isu teknis atau ilmiah. Pemahaman
mendalam tentang masalah tertentu memungkinkan masyarakat
untuk memberikan masukan yang substansial dan berbasis fakta
dalam proses keputusan. Oleh karena itu, pendekatan holistik
yang mencakup pengembangan sumber daya dan keterampilan
ini perlu diadopsi untuk memastikan partisipasi masyarakat yang
lebih luas dan berdampak.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat,
pemerintah dan organisasi masyarakat perlu berfokus pada
pemberdayaan individu melalui pendidikan, pelatihan, dan akses
terhadap informasi yang dapat meningkatkan literasi,
keterampilan komunikasi, dan pengetahuan teknis. Dengan cara
ini, masyarakat dapat mengatasi hambatan-hambatan yang
mungkin muncul dan dapat lebih efektif berkontribusi dalam
pembangunan masyarakat dan pembentukan kebijakan yang
lebih inklusif.

Struktur kekuasaan dan hierarki sosial

Struktur kekuasaan yang tidak merata dan hierarki sosial
yang kuat memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi
masyarakat. Ketidakmerataan dalam distribusi kekuasaan
seringkali menciptakan hambatan bagi akses masyarakat ke
proses pengambilan keputusan. Struktur kekuasaan yang
terpusat pada sejumlah kecil individu atau kelompok elit dapat
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menghambat kemampuan masyarakat umum untuk bersuara dan
memberikan kontribusi dalam proses kebijakan.

Hierarki sosial yang kuat juga dapat menyulitkan
partisipasi masyarakat, terutama bagi kelompok yang berada di
tingkat bawah hierarki tersebut. Ketidaksetaraan dalam akses
terhadap sumber daya dan peluang dapat menciptakan
kesenjangan dalam kemampuan kelompok masyarakat untuk
terlibat dalam diskusi kebijakan dan memberikan pandangan
mereka. Hierarki yang kuat juga dapat menciptakan
ketidaksetaraan dalam pengaruh, dengan suara kelompok yang
lebih lemah sering kali terpinggirkan atau diabaikan.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu ada
upaya untuk merombak struktur kekuasaan yang tidak merata
dan mengurangi tingkat hierarki sosial yang kuat. Pemerintah dan
lembaga terkait harus mempromosikan kebijakan yang
mendukung inklusivitas, memastikan bahwa semua kelompok
masyarakat memiliki akses yang setara ke peluang dan sumber
daya. Langkah-langkah ini dapat mencakup reformasi kebijakan,
peliberalan proses pengambilan keputusan, dan promosi nilai-
nilai demokrasi yang memandang setiap suara sebagai kontribusi
berharga.

Dalam konteks ini, pendekatan partisipatif yang mengakui
keberagaman dan mendukung inklusivitas sosial menjadi kunci
untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Melibatkan
kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam proses
pengambilan keputusan dan memberdayakan mereka untuk
bersuara dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan yang
mungkin timbul dari struktur kekuasaan dan hierarki sosial yang
tidak merata. Dengan cara ini, partisipasi masyarakat dapat
menjadi lebih inklusif dan mencerminkan kepentingan dan
aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

Kepercayaan dan budaya partisipasi.

Budaya dan norma-norma sosial memainkan peran
sentral dalam membentuk tingkat partisipasi masyarakat.
Kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga terkait
merupakan elemen kunci dalam membentuk sikap masyarakat
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terhadap partisipasi. Jika masyarakat memiliki kepercayaan
tinggi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas
pemerintah, mereka cenderung lebih terbuka terhadap partisipasi
dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, kurangnya
kepercayaan dapat menjadi penghambat utama, mengakibatkan
penurunan partisipasi karena masyarakat merasa kontribusi
mereka tidak akan dihargai atau berdampak.

Norma-norma sosial dan kebiasaan partisipasi dalam
kehidupan sehari-hari juga berpengaruh signifikan. Jika
masyarakat memiliki budaya partisipatif yang diterapkan secara
luas, seperti tradisi melibatkan diri dalam musyawarah desa atau
diskusi masyarakat, mereka cenderung lebih terbiasa dan
termotivasi untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan
yang lebih besar. Sebaliknya, budaya yang kurang mendukung
partisipasi masyarakat dapat menciptakan tantangan dalam
memotivasi individu untuk berkontribusi dan mengambil bagian
aktif dalam pembangunan masyarakat.

Pentingnya budaya dan kepercayaan dalam membentuk
partisipasi masyarakat menyoroti perlunya pendekatan yang
memperkuat norma-norma positif dan membangun kepercayaan
yang kuat. Pemerintah dan kelompok masyarakat perlu bekerja
sama untuk menciptakan lingkungan yang mendorong partisipasi
dengan membangun transparansi, meningkatkan akuntabilitas,
dan memperkuat komunikasi antara lembaga dan masyarakat.
Dengan membangun budaya partisipasi yang positif dan
memperkuat kepercayaan, masyarakat dapat merasa lebih
termotivasi untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan dan
pengambilan keputusan.

6.4 Tantangan dan Strategi dalam Meningkatkan Partisipasi

Masyarakat

Meskipun pentingnya partisipasi masyarakat diakui secara

luas, ada sejumlah tantangan dan hambatan yang dapat menghambat
upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang efektif. Tidak
hanya kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan, tetapi
ketidakmampuan institusi juga menjadi faktor penghambat partisipasi
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masyarakat yang efektif. Institusi pemerintah dan non-pemerintah
mungkin tidak memiliki kapasitas atau keinginan untuk mendorong
dan mendukung partisipasi yang inklusif. Kurangnya sumber daya,
kebijakan yang tidak mendukung, dan ketidaktransparanan dalam
proses pengambilan keputusan dapat membatasi kemampuan institusi
untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi
masyarakat.

Selain itu, konflik kepentingan antara berbagai kelompok
dalam masyarakat dapat menjadi penghalang serius bagi partisipasi
yang inklusif dan berkelanjutan. Ketika terjadi persaingan atau
ketegangan antar kelompok dengan kepentingan yang berbeda,
partisipasi masyarakat dapat terhambat. Perbedaan pandangan dan
prioritas antar kelompok dapat menciptakan ketidaksepakatan yang
memperlambat proses pembuatan keputusan dan mengurangi
efektivitas partisipasi.

Ketidakstabilan politik juga menjadi faktor yang menghambat
partisipasi masyarakat, terutama dalam konteks konflik atau
ketidakstabilan politik yang lebih luas. Ketakutan, kekhawatiran akan
keamanan, dan pembatasan politik dapat menghentikan individu dan
kelompok dari terlibat aktif dalam proses partisipasi. Dalam kondisi
politik yang tidak stabil, masyarakat mungkin cenderung menarik diri
dari partisipasi untuk menjaga keselamatan mereka atau karena
ketidakpastian terkait perubahan politik yang cepat.

Meskipun tantangan dalam meningkatkan partisipasi
masyarakat adalah nyata, ada berbagai strategi dan pendekatan yang
dapat digunakan untuk mengatasi hambatan tersebut dan mendukung
partisipasi masyarakat yang lebih luas dan inklusif. Beberapa langkah
strategis yang dapat ditempuh tersebut meliputii pertama,
meningkatkan partisipasi masyarakat memerlukan upaya yang
berkelanjutan, dan memberikan pendidikan serta pelatihan kepada
masyarakat menjadi langkah awal yang krusial (Purnomo dan Tahir,
2023). Pendidikan ini tidak hanya dapat menyadarkan masyarakat
akan pentingnya partisipasi, tetapi juga memberikan keterampilan
yang diperlukan untuk terlibat secara efektif dalam proses
pengambilan keputusan. Dengan memahami cara-cara untuk
memengaruhi perubahan dan memberdayakan diri mereka sendiri,
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masyarakat dapat memperoleh kepercayaan diri yang diperlukan
untuk berpartisipasi secara aktif.

Kedua, mendukung pengembangan dan penguatan lembaga
masyarakat juga merupakan strategi penting. Organisasi non-
pemerintah, perkumpulan petani, koperasi, dan kelompok advokasi
memiliki peran kunci dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat.
Dengan memberikan dukungan dan sumber daya kepada lembaga-
lembaga ini, kita dapat menciptakan platform yang kuat untuk
menggalang partisipasi dan memastikan bahwa suara masyarakat
didengar dengan efektif.

Ketiga, pentingnya inklusivitas juga tercermin dalam upaya
untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang
dihadapi oleh kelompok-kelompok rentan. Perempuan, anak-anak,
orang dengan disabilitas, dan minoritas etnis mungkin menghadapi
tantangan khusus dalam terlibat dalam proses partisipasi. Oleh
karena itu, langkah-langkah khusus perlu diambil untuk memastikan
bahwa partisipasi masyarakat lebih inklusif, memperhitungkan
kebutuhan dan perspektif dari semua kelompok.

Terakhir, membangun kemitraan antara pemerintah, lembaga
swadaya masyarakat, sektor swasta, dan lembaga internasional
adalah langkah akhir namun sangat penting dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat. Pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan
dukungan antara berbagai pihak dapat menciptakan sinergi yang kuat,
memperkuat upaya bersama untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat. Dengan membangun jaringan kemitraan yang efektif, kita
dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan
pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

6.5 Epilog

Partisipasi masyarakat dalam konteks pemberdayaan
masyarakat adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih
inklusif, berkelanjutan, dan demokratis. Partisipasi masyarakat
memiliki peran sentral dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi
suatu negara. Partisipasi bukan sekadar keikutsertaan pasif,
melainkan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan yang
memengaruhi kehidupan sehari-hari. Fokus pada pemberdayaan
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masyarakat melibatkan memberikan akses pendidikan, pelatihan, dan
sumber daya lainnya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.
Pemberdayaan ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi
juga melibatkan dimensi sosial dan budaya, memperkuat nilai-nilai
lokal dan identitas masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat, diperlukan kerangka kerja yang mendukung dialog
terbuka dan inklusif, serta transparansi dalam proses pengambilan
keputusan. Partisipasi masyarakat bukan hanya hak dasar warga
negara dalam sistem demokratis, tetapi juga kunci untuk membangun
dan memperkuat demokrasi itu sendiri. Bentuk partisipasi masyarakat
mencakup partisipasi politik, pembangunan lokal, partisipasi ekonomi,
dan advokasi kebijakan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat
partisipasi masyarakat, seperti akses terhadap informasi, sumber
daya dan keterampilan, struktur kekuasaan, dan budaya partisipasi.
Kepercayaan terhadap pemerintah dan norma-norma sosial turut
membentuk tingkat partisipasi. Meskipun terdapat tantangan seperti
konflik kepentingan, ketidakstabilan politik, dan ketidakmampuan
institusi, strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
melibatkan pendidikan, penguatan lembaga masyarakat, inklusivitas,
dan pembangunan kemitraan antar berbagai pihak. Dengan demikian,
partisipasi masyarakat memegang peran kunci dalam menciptakan
masyarakat yang lebih kuat, mandiri, dan memiliki daya tahan untuk
menghadapi tantangan masa depan.
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BAB 7
KONSEP KADER

Oleh Qurnia Andayani

1.1 Pendahuluan

Kader merupakan kelompok yang paling aktif berinteraksi
dengan masyarakat sekitar untuk mengambil keputusan yang efektif
dan strategis. Kader memiliki kemampuan untuk mengomunikasikan
informasi terkait permasalahan yang sejalan dengan tujuan
pembangunan ataupun program pemerintah yang sedang
berlangsung.

Kader mampu turut serta mendorong setiap individu,
kelompok, dan masyarakat untuk saling mendukung dalam mengatasi
permasalahan baik kesehatan dan bidang lainnya yang dialami di
daerahnya (Nuzula et al., 2023).

1.2 Konsep Kader

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan menuangkan bahwa kader pemberdayaan Masyarakat
Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Kader adalah setiap orang
yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menggerakkan
masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang
kesehatan. Oleh karena itu, Kader adalah Penggerak Masyarakat
(Kemenkes, 2019).

1.3 Peran Kader

Kader memiliki peran aktif sebagai penggerak masyarakat
terutama dalam mengatasi permasalahan terkait Kesehatan di
daerahnya. Oleh karena itu, kader yang berletak di desa atau disebut
kader pemberdaya Masyarakat desa (KPMD) memiliki peran dalam
pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa untuk membangun
desa.
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Peran kader pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam

memfasilitasi proses pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup
masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa peran
utama yang dimainkan oleh kader pemberdayaan masyarakat:

1.

100

Fasilitator yaitu kader pemberdayaan masyarakat bertindak
sebagai fasilitator dalam memfasilitasi berbagai kegiatan
pemberdayaan. Kader membantu memobilisasi sumber daya,
mengorganisasi pertemuan, dan memfasilitasi diskusi antar
pihak.

Pendidik dan Penyuluh: Kader pemberdayaan masyarakat
memiliki peran penting dalam menyediakan informasi,
pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat. Mereka
dapat memberikan penyuluhan tentang berbagai isu yang relevan,
seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan sosial ekonomi.
Pendamping: Kader pemberdayaan masyarakat juga berperan
sebagai pendamping bagi individu atau kelompok masyarakat
dalam mencapai tujuan mereka. Mereka memberikan bimbingan,
dukungan, dan motivasi kepada mereka yang membutuhkan.
Penggerak Perubahan: Kader pemberdayaan masyarakat
bertindak sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Mereka
mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diatasi,
mengadvokasi kepentingan masyarakat, dan mendorong adopsi
perubahan positif.

Pengorganisir Komunitas: Kader pemberdayaan masyarakat
membantu mengorganisir dan memperkuat komunitas lokal.
Mereka membangun jaringan sosial, memfasilitasi kolaborasi
antarwarga, dan memobilisasi partisipasi aktif dalam berbagai
kegiatan.

Mediator: Kadang-kadang, kader pemberdayaan masyarakat juga
berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik atau
perbedaan pendapat di antara anggota masyarakat. Mereka
membantu memediasi dialog dan mencari solusi yang
memuaskan bagi semua pihak terlibat.

Monitoring dan Evaluasi: Kader pemberdayaan masyarakat
membantu dalam memantau dan mengevaluasi kemajuan
program-program pemberdayaan yang dilaksanakan. Mereka
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mengumpulkan data, mengidentifikasi masalah, dan memberikan
umpan balik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
program.

Peran kader pemberdayaan masyarakat sangatlah beragam
dan bergantung pada konteks lokal serta jenis program yang
dijalankan. Namun, secara umum, mereka berperan sebagai
pemimpin, fasilitator, pendukung, dan mediator dalam upaya
pemberdayaan masyarakat.

1.4 Jenis-jenis Kader
Terdapat berbagai jenis kader yang dapat kita kenali dalam
lingkungan sekitar, antara lain:

1. Kader Pembangunan yaitu kader vyang terlibat dalam
memfasilitasi proses pembangunan di tingkat masyarakat.
Mereka bekerja untuk meningkatkan infrastruktur, kesehatan,
pendidikan, dan berbagai aspek pembangunan lainnya.

2. Kader Pendidikan yaitu kader yang berperan dalam meningkatkan
akses dan mutu pendidikan di masyarakat. Mereka bisa terlibat
dalam penyuluhan tentang pentingnya pendidikan, mendampingi
anak-anak dalam belajar, atau membantu program baca tulis.

3. Kader Lingkungan yaitu kader yang bekerja untuk meningkatkan
kesadaran lingkungan dan melaksanakan program-program yang
berhubungan dengan pelestarian alam, pengelolaan sampah, dan
keberlanjutan lingkungan masyarakat.

4. Kader Ekonomi yaitu kader yang membantu masyarakat untuk
meningkatkan kemandirian ekonomi mereka, baik melalui
pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil, atau akses
terhadap sumber daya ekonomi lainnya.

9. Kader Sosial yaitu kader yang fokus pada penanggulangan
masalah sosial di masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran,
atau masalah sosial lainnya. Mereka dapat membantu
mengoordinasikan  program-program bantuan sosial dan
mendampingi individu atau kelompok yang rentan.
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6. Kader Keagamaan yaitu kader yang bertugas dalam hal-hal
keagamaan seperti penyuluhan agama, pembinaan akhlak, atau
pelayanan keagamaan lainnya yang berkontribusi pada
pemberdayaan spiritual masyarakat.

7. Kader Pemuda dan Mahasiswa yaitu kader yang terlibat dalam
aktivitas dan program yang berfokus pada pembangunan pemuda
dan mahasiswa, termasuk pendidikan, pengembangan
keterampilan, kepemimpinan, dan pemberdayaan generasi muda.

8. Kader Kesehatan yaitu kader yang dilatih untuk memberikan
layanan kesehatan dasar kepada masyarakat, seperti penyuluhan
tentang kesehatan, program imunisasi, dan pencegahan penyakit
menular dan biasanya dilaksanakan di posyandu sehingga sering
disebut sebagai kader posyandu.

Kategori kader kesehatan berdasarkan jumlah tanda

kecakapan yang dicapai menurut Kemenkes (2023) yaitu:

1. Kader Purwa, kader yang memiliki kecakapan tiga kelompok
keterampilan dasar

2. Kader Madya, kader purwa yang telah melengkapi tanda
kecakapan empat kelompok keterampilan dasar

3. Kader Utama, kader madya yang telah melengkapi tanda
kecakapan lima kelompok keterampilan dasar.

7.6 Kader Kesehatan (Posyandu)

Pada tahun 2024, posyandu telah menjadi bagian masyarakat
Indonesia selama 49 tahun. Posyandu pertama kali diperkenalkan
pada tahun 1975 yang dikenal dengan akronim PKMD (Pembangunan
Kesehatan Masyarakat Desa), dengan tujuan untuk memberdayakan
masyarakat. Perkembangan PKMD sejak tahun 1975 memunculkan
maraknya Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) vyaitu
kegiatan Penimbangan Bayi-Balita, Pos Imunisasi, Pos Keluarga
Berencana dan lain lain.

Posyandu merupakan suatu bentuk UKBM yang dikelola dan
diselenggarakan oleh, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam
melaksanakan pembangunan kesehatan, yang bertujuan untuk
memberdayakan masyarakat dan membantu mereka mendapatkan
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pelayanan kesehatan dasar dengan lebih mudah, salah satunya
adalah untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
angka kematian. Posyandu sebagai UKBM merupakan wadah
pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang terintegrasi
dengan UKBM lainnya. Dari segi tata kelola, salah satu tugas posyandu
sebagai organisasi masyarakat desa yaitu turut memberdayakan
masyarakat. Tentu saja, hal ini memerlukan pengembangan terkait
posisi dalam hal kapasitas manajemen, infrastruktur dan kualitas
pengajaran dan pengawasan di berbagai bidang. Dengan adanya hal
ini, masyarakat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan derajat
kesehatannya.

Posyandu merupakan wadah untuk pemberian pelayanan
kesehatan untuk Masyarakat. Peran posyandu sangat penting
terutama peran aktif kader di dalam setiap kegiatannya. Posyandu
dengan motor penggeraknya adalah kader. Sebelumnya posyandu
khusus menangani penimbangan balita, pemberian makanan balita
dan vaksinasi, kini melayani semua umur (siklus hidup). Segala
kegiatan yang dilaksanakan di posyandu mengedepankan upaya
promotif dan preventif dengan kolaborasi pada seluruh pemangku
kepentingan. Terdapat lebih dari 300.000 unit posyandu, namun masih
terdapat kendala dalam optimalisasi operasional posyandu tersebut
sehingga membuat masyarakat cenderung menjadi kurang berminat
terhadap posyandu.

Posyandu telah hadir di Indonesia selama hampir lima dekade
dan masih menampakkan semangatnya dalam memberikan kontribusi
terhadap layanan dasar bagi masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan
slogan baru yang diluncurkan pada tahun 2021 yaitu Posyandu
Sahabat Masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa posyandu tidak akan
lekang oleh waktu. Slogan baru ini membawa harapan baru bahwa
masyarakat akan semakin tertarik untuk datang ke posyandu
(Kemenkes, 2023).

Peran posyandu adalah memberikan penyuluhan dan
informasi kesehatan gizi yang tepat kepada ibu yang memiliki anak
balita. Tujuan posyandu antara lain: Menurunkan Angka Kematian Bayi
(IMT), Angka Kematian Ibu (Ibu Hamil), Persalinan dan Nifas. Posyandu
mempunyai banyak manfaat diantaranya memantau kesehatan anak,

103



Konsep Pemberdayaan Masyarakat

kecukupan gizi, tumbuh kembang. Selain itu, posyandu juga
mempunyai manfaat sebagai tempat para ibu berinteraksi dan juga
dapat membantu anaknya membiasakan diri dengan lingkungan
tempat tinggalnya. Kegiatan Posyandu dan manfaatnya dapat dicapai
tanpa menimbulkan biaya sehingga mengurangi beban ekonomi
masyarakat secara signifikan.

Posyandu merupakan UKBM yang dilakukan oleh, dari, dan
bersama masyarakat untuk memfasilitasi pemberdayaaan dan akses
terhadap layanan kesehatan ibu, bayi, dan balita (Hafifah dan Abidin,
2020). Upaya peningkatan peran dan fungsi Posyandu tidak hanya
menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga seluruh lapisan
masyarakat, termasuk aparatur. Pengelolaan Posyandu dilaksanakan
oleh staf yang perannya sejak tahap awal menjadi penghubung
dengan organisasi pendukung pelaksanaan Posyandu, sebagai
perencana, pelaksana, pembina, dan pemandu untuk memotivasi
masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu di
wilayahnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kader merupakan
pemimpin dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat melalui Posyandu.

Pendidikan kesehatan adalah suatu proses dimana pendidik
yaitu kader menyampaikan informasi dengan tujuan untuk
mengungkap permasalahan kesehatan dan mencari solusi atas
permasalahan tersebut sehingga dapat mempengaruhi perubahan
perilaku kesehatan diri dan keluarga (Kemenkes, 2018).

Berikut contoh peran kader dalam posyandu :

1. Membantu pendataan sasaran program vaksinasi (bayi, balita,
anak usia sekolah dasar)

2. Memobilisasi orang tua dan sasaran program vaksinasi (bayi dan
balita, anak usia sekolah dasar) untuk mengunjungi lokasi
layanan vaksinasi

3. Membantu menyiapkan lokasi layanan vaksinasi baik sebelum
dan sesudah vaksinasi ruang tunggu di Posyandu atau tempat
pelayanan vaksinasi.

4. Menyelenggarakan pelayanan vaksinasi

9. Membantu mendaftarkan individu yang divaksinasi
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Mendaftarkan bayi atau anak yang belum divaksinasi dan
mengunjungi orang tua/keluarga dari bayi, balita atau anak.
Mengunjungi orang tua/keluarga yang belum pernah berkunjung
untuk mengantar anak vaksinasi

Laporkan ke petugas jika terjadi efek samping setelah vaksinasi
(KIPI)
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BAB 8
BERBAGAI PENDIDIKAN NON FORMAL
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh Ahmad Fachri

8.1 Pendahuluan

Pendidikan non-formal merupakan elemen vital dalam rangka
meningkatkan kapasitas masyarakat. Berbeda dengan pendidikan
formal yang umumnya diselenggarakan di lembaga resmi seperti
sekolah dan perguruan tinggi, pendidikan non-formal bersifat lebih
fleksibel dan dapat diadakan di berbagai tempat dan situasi. Dalam
konteks pemberdayaan masyarakat, pendidikan non-formal memiliki
peranan penting dalam memberikan akses pendidikan kepada individu
yang mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan
formal. Selain itu, pendidikan non-formal juga mampu memenuhi
kebutuhan dan tantangan yang spesifik di dalam masyarakat.

Program-program pendidikan non-formal, seperti pelatihan
keterampilan, lokakarya, kursus, dan kegiatan pengembangan diri
lainnya, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis yang relevan
dengan kebutuhan lokal dan pasar kerja. Ini sangat penting dalam
meningkatkan peluang ekonomi dan meningkatkan kemandirian
masyarakat.

Pendidikan non-formal juga sering menekankan pada
pembangunan kapasitas, pemberdayaan perempuan, penyelesaian
konflik, dan peningkatan partisipasi dalam proses pengambilan
keputusan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan
partisipatif, pendidikan non-formal mendorong masyarakat untuk
terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah lokal dan mendorong
perubahan yang positif.

Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang perlu
diatasi dalam implementasi pendidikan non-formal sebagai alat
pemberdayaan masyarakat. Salah satu tantangan adalah masalah
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pembiayaan dan keberlanjutan program, serta kesulitan dalam
mengevaluasi dampak nyata dari program-program tersebut terhadap
masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis
akan menguraikan berbagai bentuk pendidikan non-formal dalam
konteks pemberdayaan masyarakat yang berkontribusi pada
pembangunan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

8.2 Perbedaan Pendidikan Formal, Pendidikan Non-Formal,

dan Pendidikan Informal
Sebelum kita memasuki konsep pendidikan non-formal dalam

pemberdayaan masyarakat kita terlebih dahulu perlu mengetahui
pengelompokkan pendidikan sebagai kegiatan pembelajaran.
Pendidikan bisa dibedakan menjadi pendidikan formal, pendidikan
non-formal, dan pendidikan informal. Masing-masing jenis pendidikan
ini  memiliki perbedaan, berikut perbedaan ketiga diataranya
berdasarkan ciri-ciri yang dijelaskan oleh Syaadah (2022):
1. Pendidikan Formal

Ciri-ciri pendidikan formal adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kurikulum terstruktur

Terdapat persyaratan bagi peserta
Menggunakan materi dengan standar akademik
Proses pembelajaran cenderung butuh waktu lama
Pendidik harus memiliki kualifikasi tertentu
Lembaga pemerintah atau swasta menyediakan tempat
pendidiakan
. Peserta yang masuk berdasarkan proses seleksi
h. Peserta wajib mengenakan seragam
i. Peserta yang ingin melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi

membutuhkan ijazah dari tingkat sebelumnya

o a0

2. Pendidikan Non-Formal:
Ciri-ciri pendidikan non-formal adalah sebagai berikut:
a. Umumnya bertujuan untuk meningkatan keterampilan
b. Memiliki fokus belajar secara mandiri
c. Waktu belajar cenderung fleksibek
d. Kurikulum sesuai kebutuhan peserta
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e. Peserta dan pendidik berada pada posisi setara

3. Pendidikan Informal
Ciri-ciri pendidikan informal adalah sebagai berikut:
a. Lingkungan keluarga sebagai wadah pendidikan
Tidak adanya peraturan khusus
Tidak adanya ujian persyaratan masuk
Proses pendidikan dari keluarga dan lingkungan
Tidak terdapat kurikulum
Tidak memiliki tingkatan pendidikan
Waktu dan ruang bukanlah pembatas pendidikan
Orang tua berperan sebagai pendidik
Pengelolaan tidak melalui manajemen profesional
Tidak perlu menggunakan ijazah

T o anoT

8.3 Konsep Pendidikan Non Formal dan Pemberdayaan
Masyarakat

Sejak tahun 1982, di Indonesia bentuk Pendidikan Sosial dan
Pendidikan Masyarakat berubah sebutan menjadi Pendidikan Luar
Sekolah meliputi pendidikan informal dan non-formal. Coombs &
Ahmed (1985) dalam Suryono (2016) menjelaskan pendidikan
nonformal merupakan setiap kegiatan yang sistematis, di luar sistem
kegiatan sekolah formal, dilakukan secara mandiri. Kegiatan ini
menjadi bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja
diselenggarakan untuk melayani peserta belajar tertentu untuk
mencapai tujuan belajarnya.

Sulfemi (2018) Mengemukakan bahwa Pendidikan non-formal
adalah kegiatan belajar yang tidak termasuk dalam pendidikan formal
tetapi tetap terorganisir dan memiliki tingkatan tertentu. Pendidikan
non-formal adalah bagian dari studi kependidikan, dimana lembaga
pendidikan non-formal memberikan layanan kepada warga yang tidak
dapat mengikuti pendidikan formal. Defenisi dari pendidikan non-
formal juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1, yaitu jalur pendidikan di luar
pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara terstruktur dan
berjenjang.
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Pendidikan non-formal memiliki dua peran, yaitu sebagai
prantara dan sebagai kegiatan. Sebagai prantara, pendidikan non-
formal tumbuh bersama dengan fenomena lain seperti ekonomi,
hukum, dan budaya. Peran pendidikan non-formal dalam
pembangunan bangsa adalah sebagai tambahan, pelengkap, dan
bahkan bisa menjadi pengganti pendidikan sekolah. Selain itu
pendidikan non-formal dalam pembangunan juga merupakan salah
satu upaya pemberdayaan masyarakat.

Suprapto (2021) menjelaskan pemberdayaan masyarakat
merupakan upaya membangun kekuatan dengan mendorong,
memotivasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki
oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bisa berhasil jika
dilaksanakan melalui kemitraan dan penggunaan metode dan teknik
yang tepat.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat dikemukakan oleh

Saeful (2020), dimana pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk
mewujudkan individu yang mandiri. Artinya dengan adanya
pemberdayaan, masyarakat bisa berpikir, bertindak, dan
mengendalikan yang ada dilingkungannya tanpa ketergantungan dari
orang lain. Pemberdayaan masyarakat biasanya difokuskan pada
bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan dengan berdayanya seorang
individu dalam perekonomiannya, maka individu tersebut sudah
mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan
untuk melangsungkan kehidupannya.
Berdasarkan uraian di atas, maka bisa kita lihat bahwa pendidikan
pendidikan non-formal adalah salah satu alat yang bisa digunakan
dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya pendidikan non-
formal, masyarakat memperoleh sarana untuk peningkatan kapasitas
diri diluar jenjang pendidikan formal. Meningkatnya kapasitas yang
mereka miliki bisa menjadi penunjang masyarakat untuk memperoleh
berbagai akses menuju keberdayaan

8.4 Berbagai Pendidikan Non Formal dalam Pemberdayaan
Masyarakat

Terdapat berbagai contoh pendidikan non-formal dalam
pemberdayaan masyarakat. Secara umum, UNESCO (United Nations
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Education) memberi contoh beberapa kegiatan pendidikan nonformal.
Berikut adalah bererapa contoh yang sering dijumpai dalam praktik
pendidikan nonformal di Indonesia:

1.

Pendidikan Luar Sekolah (PLS), yaitu pendidikan yang diberikan
sebagai pengganti kepada individu yang tidak memiliki akses
pendidikan formal, seperti anak putus sekolah.

Pendidikan Keaksaraaan, yaitu pendidikan untuk orang dewasa
yang masih belum bisa baca tulis.

Pendidikan Keterampilan, yaitu pelatihan untuk individu agar
memiliki kemampuan khusus yang bisa digunakan dalam bidang
pekerjaan tertentu maupun berwirausaha.

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, yaitu pendidikan untuk
mengembangkan keterampilan dalam menjalankan rumah
tangga.

Pendidikan Kepemudaan, yaitu pendidikan untuk individu dalam
rentang usia 16-30 tahun untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan agar menjadi SDM yang produktif

Pendidikan non-formal bisa diikuti oleh berbagai pihak

tergantung kebutuhan yang dirasa perlu bagi individu tersebut.
Kegiatan pendidikan non-formal dalam pemberdayaan masyarakat
biasanya kita temukan dalam bentuk kegiatan penyuluhan, pelatihan,
dan ceramah. Berikut pembahasan berbagai pendidikan non-formal
dalam pemberdayaan masyarakat:

1.

Penyuluhan

Notoatmojo (2012) menjelaskan penyuluhan adalah salah
satu kegiatan pendidikan yang dilakukan secara pribadi maupun
berkelompok, ditandai dengan adanya transfer pengetahuan,
teknologi, dan kemampuan untuk memperoleh sikap dan perilaku
yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Penyuluhan bisa menjadi
salah satu pendekatan yang dilakukakan untuk memperbaiki
perilaku masyarakat untuk mau dan mampu menolong dirinya
sendiri. Kaitannya dalam pemberdayaan masyarakat, penyuluhan
adalah salah satu tahapan penyadaran kepada masyarakat untuk
bisa memaksimalkan potensi diri agar bisa mandiri di kemudian
hari.
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Berdasarkan penelitian Sultani dan Fachri (2024) ada 10
metode penyuluhan masih banyak digunakan saat ini, meliputi:
metode individu kunci; surat-menyurat; anjangkarya-anjangsana;
demonstrasi; pertemuan; pertemuan umum; pameran; film; media
cetak; dan kampanye. Sementara untuk metode kelompencapir,
pertunjukan dan radio-kaset saat ini tidak banyak diterapkan lagi
diterapkan lagi di tengah masyarakat. Ragam metode yang
digunakan dalam pemberdayaan masyarakat ini pun harus
disesuaikan dengan masyarakat penerima manfaat. Agar tujuan
dari penyuluhan dalam pemberdayaan masyarakat untuk
mewujudkan kemandirian bisa tercapai.

Pelatihan

Cahya (2021) memnjelaskan pelatihan merupakan suatu
upaya organisasi dalam pengembangan sumber daya manusia
suatu organisasi yang merupakan salah satu kunci
keberlangsungan dalam organisasi tersebut. Tujuan dari
pelatihan disebutkan oleh Fachri (2024) adalah untuk
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada
peserta pelatihan tersebut. Dengan meningkatnya pengetahuan
diharapkan individu yang sudah ikut pelatihan mampu
mengaplikasikan dalam bentuk keterampilan. Sementara itu,
yang dimaksud dengan sikap adalah bagaimana keinginan dan
dorongan dari individu untuk menerapkan yang dipelajari selama
pelatihan ke dalam bidang pekerjaannya.

Pada umumnya, tujuan pelatihan hanya berfokus pada
peningkatan skill atau keterampilan individu, sehingga aspek
pengetahuan dan sikap terkadang menjadi terlupakan. Padahal
untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dibutuhkan
keterpaduan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan
memadai sesuai bidang keahlian yang digeluti masyarakat.

Ceramah

Ceramah sering dipahami sebagai suatu metode yang
dilakukan dalam pendidikan dan pembelajaran, termasuk pada
kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Sebagaimana yang dijelaskan
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Wirabumi (2020), ceramah merupakan metode pembelajaran
berupa penyampauan materi secara langsung oleh pemateri
kepada audiens secara lisan menggunakan komunikasi verbal.
Sementara itu, Hidayati (2022) menekankan perlu adanya
ceramah interaktif yang bisa merangsang peran aktif setiap
warga belajar.

Dari segi konten, ceramah yang paling umum ada di
masyarakat adalah ceramah yang mengandur unsur-unsur
penyampaian pesan moral, akhlak, akidah, dan nilai-nilai
religious lainnya. Sehingga ceramah di sini menyentuh aspek
untuk merubah perilaku dan sikap masyarakat agar mau menjadi
lebih baik sesuai tuntutan agama dan nilai-nilai umum yang
berlaku di masyarakat.

8.5 Sektor-Sektor Pendidikan Non Formal dalam
Pemberdayaan Masyarakat

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, pendidikan
non-formal sebagai upaya pemberdayaan dilakukan di berbagai
lapisan masyarakat. Kegiatan ini diberlangsungkan berdasarkan
kebutuhan masyarakat yang jadi penerima manfaatnya. Pada sub-bab
ini akan dibahas mengenai sektor-sektor pendidikan non-formal
dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, peternakan,
perikanan, kehutanan, ekonomi kreatif, sosial, serta teknik dan
teknologi.

1. Pertanian

Dalam arti sempit pertanian merupakan kegiatan
membudidayakan tumbuhan saja, namun dalam arti luas
pertanian meliputi pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan,
perikanan, dan kehutanan. Sudalmi (2010) mengemukakan
pembangunan pertanian ditujukan untuk menambah produksi
yang berdampak pada meningkatnya pendapatan, produktivitas
dengan cara menambah modal dan skill manusia dalam
perkembangan tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan

Praktik pendidikan non-formal dalam pemberdayaan
masyarakat di bidang pertanian pada umumnya bisa kita lihat
pada kegiatan penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan
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usahatani yang dijalankan oleh petani. Contoh pendidikan non-
formal di bidang pertanian yang masih berlangsung saat ini
adalah Sekolah Lapangan Pengendaliah Hama Terpadu (SLPHT).
Selain itu, penyuluhan dan pelatihan pertanian bisa bermaterikan
mengenai pemilihan dan aplikasi pemupukan, teknik budidaya
tanaman, pengolahan hasil pertanian sampai kepada pemasaran
produk-produk agribisnis.

Peternakan

Warsito (2018) menjelaskan peternakan adalah kegiatan
budidaya dan mengembangbiakan hewan ternak untuk
mengambil manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Kegiatan
usaha ternak bisa dijalankan bersamaan dengan usahatani.
Contoh pendidikan non-formal dalam bidang peternakan seperti
Pelatihan Produksi Pakan Ternak, Pelatihan Pemerikasaan
Kebuntingan Ternak, Pelatihan Budidaya Ayam KUB, sampai
kepada Pelatihan Penanganan, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil
Ternak.

Perikanan

Akbar (2020) menjelaskan perikanan adalah segala
aktivitas ekonomi di bidang budidaya maupun penangkapan
hewan yang hidup bebas di laut dan perairan umum. Sebagai
negara agraris sekaligus negara maritim sektor perikanan tidak
bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini
dikarenakan banyak individu yang tergantung pada sektor
perikanan, sehingga kegiatan pendidikan nonformal dalam
pemberdayaan masyarakat di sektor perikanan perlu terus untuk
dilakukan. Contoh pendidikan non-formal di sektor perikanan
adalah Pelatihan Pembibitan lkan Hias, Pelatihan Budidaya Lele
Bioflok, Pelatihan Produksi Pakan Ikan, sampai kepada Pelatihan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Budidaya lkan.

Kehutanan
Meskipun kehutanan masih masuk dalam pengertian
pertanian secara arti luas, namun kehutanan dipandang memiliki
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komoditi lebih sepesifik dan memiliki nilai ekonomi yang lebih
menguntungkan. Yahya (2021) menguraikan sektor kehutanan
sangat berkonstribusi bagi pembangunan Indonesia dari segi
ekonomi, pada saat ini pembangunan kehutanan Indonesia lebih
mengedepankan pada hutan lestari dan kesejahteraan
masyarakat. Adapun contoh pendidikan non-formal dalam sektor
kehutanan adalah Penyuluhan Konservasi Flora dan Fauna
Langka, Penyuluhan dan Pelatihan Tanaman Hutan Siap Panen,
Pelatihan GIS (Geographic Information Sisterm) Kehutanan sampai
kepada Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kehutanan.

Ekonomi Kreatif

Simatupang (2008) mengurailkan ekonomi kreatif sebagai
sistem pertukaran permintaan dan penawaran yang berasal dari
aktivitas ekonomi dari industri kreatif. Industri kreatif bisa
diartikan sebagai industri dalam cakupan kreasi dan
penggalian karya intelektual seperti seni rupa, filmdan televisi,
software, games, dan fashion design, serta layanan kreatif
antar perusahaan seperti iklan, penerbitan, dan desain.

Pada era /ndustry 4.0 dan Society 5.0 ini pendidikan non-
formal dalam pemberdayaan masyarakat pada sektor ekonomi
kreatif sangat perlu digalakkan. Hal ini sangat berguna untuk
menyiapkan masyarakat yang adaptif dengan perkembangan
zaman. Berbagai pendidikan non-formal dalam pengembangan
ekonomi kreatif contohnya adalah pelatihan keterampilan jahit
dan desain, pelatihan marketing berbasis social media dan e-
commerce, pelatihan konsep business model canvast, dan masih
banyak lainnya.

Teknik dan Teknologi

Supriandi (2023) menjelaskan teknik dan teknologi selalu
berjalan beriringan dalam konsep maupun penerapannya. Dengan
adanya teknologi diharapkan manusia bisa lebih efektif dan
efisien dalam melakukan pekerjaannya. Begitupun di masyarakat
yang sudah memasuki era Society 5.0 dimana terdapat peran
teknologi yang sangat dominan. Dalam pendidikan non-formal
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masyarakat di bidang teknik dan teknologi bisa kita temukan
kegiatan seperti: Pelatihan Las, Pelatihan Teknisi Listrik,
Pelatihan Aplikasi T (/nformation Technology), Pelatihan
Teknologi untuk StartUp Desa, dan lain-lain.

7. Sosial

Ilmu Sosial adalah pengetahuan yang membahas
bagaimana manusia sebagai masyarakat berinteraksi dengan
lingkungan sekitarnya (Rahayu, 2022). Dalam fenomena sosial
yang menjadikan manusia pelaku utama di dalamnya tentu saja
memiliki dinamika dalam perjalanannya. Hal ini dipengaruhi
berbagai faktor, terutama faktor pemenuhan kebutuhan manusia
tersebut dalam memenuhi kebutuhannya. Seringkali dinamika
yang terjadi di masyarakat menghadirkan konflik dan
kesenjangan yang bisa disebut sebagai permasalahan sosial. Oleh
karena itu salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan
sosial adalah dengan pendidikan nonformal.

Saat ini permasalahan sosial yang ada di tengah
masyarakat Indonesia meliputi kemiskinan, pengangguran,
penyalahgunaan narkotika, buta huruf, pergaulan bebas dan lain
sebagainya. Contoh pendidikan non-formal yang bisa dilakukan
antara lain: Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan,
Penyuluhan Bahaya Laten Narkoba, ataupun Ceramah
Keagamaan, sebagai upaya mencegah pergaulan bebas di
kalangan remaja.

8.6 Penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam

Pemberdayaan Masyarakat

UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
mengatur bahwa lembaga pendidikan non-formal merupakan lembaga
pendidikan yang disediakan untuk warga negara yang tidak mengikuti
pendidikan formal pada jenjang atau tingkatan tertentu. Contoh
lembaga penyelenggara pendidikan non-formal antara lain; Kelompok
bermain (KB); Taman penitipan anak (TPA); Lembaga khusus; Sanggar;
Lembaga pelatihan; Kelompok belajar; Pusat kegiatan belajar
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masyarakat (PKBM); Majelis taklim; Lembaga keterampilan dan
pelatihan.

Pendidikan non-formal sebagai upaya pemberdayaan
masyarakat bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja. Dibutuhkan
kerjasama multipihak baik itu pemerintah, swasta, masyarakat dan
perguruan tinggi yang berkolaborasi untuk menyelenggarakan
pendidikan non-formal yang sesuai kebutuhan masyarakat di era
sekarang. Berikut adalah uraian lembaga yang berperan dalam
penyelenggaraan pendidikan nonformal dalam pemberdayaan
masyarakat:

1. Instansi Pemerintah

Lubis (2020) menjelaskan Instansi pemerintah adalah
semua lembaga pemerintah di lingkungan eksekutif yang
menjalankan peran, tugas, dan fungsi administrasinya. Instansi
pemerintah dalam hal ini mulai dari tingkat pusat sampai daerah,
komisi, pengurus, dan penerima dana APBN atau APBD.
Pendidikan non-formal yang diselenggarakan instansi
pemerintah, tergantung bidang instansi pemerintah tersebut.
Sebagai contoh, Dinas Pertanian akan menangangi penyuluhan
dan pelatihan yang berkaitan dengan usahatani yang dijalankan
petani. Dinas Sosial akan menyelenggarakan penyuluhan dalam
upaya mengurangi permasalahan kemisikan, pengangguran, dan
masalah-masalah sosial lainnya.

2. NGO

NGO adalah singkatan dari Non Government Organization.
Di Indonesia kita mengenal NGO dengan sebutan LSM atau
Lembaga Swadaya Masyarakat. Fachri (2023) menguraikan NGO
merupakan suatu lembaga, kelompok, atau organisasi yang aktif
dalam upayanya memberdayakan masyarakat dan membangun
kehidupan sosial yang lebih layak, terutama untuk kalangan
masyarakat kelas bawah. Kegiatan pendidikan non-formal yang
diselenggarakan NGO pada umumnya adalah pelatihan-pelatihan
untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang pekerjaannya,
seperti pelatihan menjahit, pelatihan budidaya pertanian,
pelatihan bisnis dan kewirausahaan. Selain pelatihan, ada juga
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sebagian NGO yang memberi pendidikan non-formal dalam
bentuk ceramah-ceramah penyadaran pada kelompok
masyarakat tertentu.

Lembaga Pelatihan

Devi (2020) menjelaskan Lembaga Kursus dan Pelatihan
merupakan salah satu bentuk satuan Pendidikan Nonformal yang
diselenggarakan  untuk  mempersiapkan  bekal berupa
pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk
mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha
mandiri bagi masyarakat yang membutuhkan. Lembaga pelatihan
ada yang diselenggrakan oleh negara dan ada vyang
diselenggarakan oleh pihak swasta.

Lembaga pelatihan yang diselenggarakan oleh negara
biasanya menjadi badan dibawah naungan kementerian atau
pemerintah eksekutif, seperti Balai Latihan Kerja yang
menyiapkan pemuda atau kelompok masyarakat usia produktif
untuk bisa memperoleh skill kompetensi tertentu untuk suatu
bidang pekerjaan. Selain itu juga ada Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia di berbagai instansi pemerintahan yang
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan (DIKLAT) bagi Aparatur Sipil Negara (PNS).

Lembaga pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak
swasta lebih beranekaragam. Mulai dari Public Speaking Training
yang diselenggarakan perusahaan pengembangan kapasitas SDM,
Bimbingan Belajar yang diselenggarakan perusahaan bimbel
untuk pendalaman materi pelajaran bagi siswa, sampai kepada
Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) bersifat keterampilan khusus
(pelatihan mengemudi, pelatihan Bahasa asing, pelatihan tatarias,
pelatihan tatakelola keuangan, pelatihan tataboga dsbg.).

Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi memiliki tri dharma yang terdiri dari:
Pendidikan dan Pengajaran; Penelitian dan Pengembangan; dan
Pengabdian kepada Masyarakat. Situmeang (2021) menjelaskan
salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat
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yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi adalah melalui
pengabdian kepada masyarakat yang merupakan hilirisasi dari
penelitian dan pengembangan.

Kegiatan pengabdian masyarakat, bagi kampus itu sendiri
adalah suatu kewajiban. Bagi dosen yang sudah memiliki NIDN
pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu komponen
yang harus dipenuhi setiap semester. Pengabdian masyarakat
yang dilakukan oleh perguruan tinggi bisa dalam bentuk ceramah
ilmiah, sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, ataupun pendampingan
masyarakat yang keseluruhannya merupakan bentuk berbagai
pendidikan nonformal dalam pemberdayaan masyarakat.

8.7 Pelaksanaan Pendidikan Non Formal (Studi Kasus:
Pemberdayaan Masyarakat Oleh NGO Human Initiative

Sumatera Barat)

Contoh kasus pada pendidikan non-formal dalam
pemberdayaan masyarakat yang diambil pada bagian kali ini adalah
pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh NGO Human
Initiative Sumatera Barat. Dimana, NGO ini dari periode 2017-2020
berkolaborasi dengan sejumlah instansi untuk menyelenggarakan
berbagai pendidikan non formal dalam memberdayakan masyarakat
lapisan ekonomi yang kurang beruntung di sejumlah wilayah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fachri (2021)
menunujukkan bahwasanya masyarakat yang menjadi anggota
kelompok binaan NGO Human Initiative Sumatera Barat pada
umumnya mengalami perubahan dari segi pengetahuan, sikap, dan
keterampilan menjadi lebih baik dalam menjalankan usahanya.
Pelaksanaan pendidikan non-formal yang dilakukan dalam bentuk
pendekatan kelompok dalam bidang usaha yang berbeda-beda. Uraian
untuk masing-masing kelompok akan disajikan pada bagian berikut:

1. Poklahsar Batuang Srikandi Nusantara (BSN)

Poklahsar merupakan singkatan dari  Kelompok
Pengolahan dan Pemasaran. Poklahsar BSN berfokus dalam
usaha olahan hasil perikanan. Produk kelompok ini berupa mpek-
mpek, bakso ikan, stik ikan, serundeng ikan, nastar ikan, dan
cookies ikan. Pendidikan non-formal yang diikuti kelompok ini
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Gambar 8.2. Pelatihan Pengolahan Produksi Lele Kering
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antara lain: Pelatihan Pengolahan Produksi; Pelatihan Business
Model Canvast, Pelatihan Perhitungan Harga Pokok Produksi;
Pelatihan Desain dan Pelabelan Kemasan; Pelatihan Pemasaran;
Pelatihan Manajemen UMKM dan Mini Plan)

g" L Serundeng Rakik Stik Serundeng

Lado Hijau Maco Ikan Lado Merah

Gambar 8.1. Pelatihan Produksi Makanan Olahan Ikan

Poklahsar Nago Jaya Berkah (NJB)

Poklahsar NJB berfokus dalam usaha olahan lele dan
tanaman hortikultura. Produk kelompok ini adalah leker (lele
kering), keripik pisang, dan olahan sayur lainnya. Pendidikan non-
formal yang diikuti kelompok ini antara lain: Pelatihan
Pengolahan Produksi; Pelatihan Business Model Canvast,
Pelatihan Keungan Sederhana; Pelatihan Diservikasi Produk;
Pelatihan Pemasaran; Pelatihan Pengemasan.

Kelompok D'Kartinis

Kelompok D'Kartinis berfokus pada usaha dalam kerajinan
menjahit. Produk dari kelompok ini adalah celemek, kulot, jilbab,
bantal, mukena, dan pakaian lainnya. Pendidikan non-formal yang
diikuti oleh kelompok ini adalah sebagai berikut: Pelatihan Jahit
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Tingkat Dasar; Pelatihan Jahit Tingkat Lanjutan; Pelatihan
Business Model Canvast Pelatihan Keuangan Sederhana;
Pelatihan Pemasaran;  Penyuluhan Konsep Syari'ah dalam
Berdagang).

o Gambar 8.3. ‘Pelatihan Jahit

4. Kelompok Pemuda Harapan

Kelompok ini berisikan pemuda yang membudidayakan
lele bioflok serta membantu proses pemasaran produk olahan
lele yang diproduksi Polahsar NJB. Pendidikan non-formal yang
diikuti oleh kelompok ini adalah sebagai berikut: Pelatihan
Budidaya Lele Bioflok; Pelatihan Produksi Probiotik; Pelatihan
Business Model Canvast; Pelatihan Keuangan Sederhana;
Pelatihan Pemasaran).

Gambar 8.4. Pelatihan Budidaya Lele Bioflok

5. Kelompok Pemuda Teluk Kabung
Kelompok ini berisikan pemuda Kelurahan Teluk Kabung
Utara dan Teluk Kabung Tengah yang baru tamat SMA/ Sederajat
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ataupun yang tidak menyelesaikan sekolahnya. Pelatihan yang
diikuti oleh kelompok ini adalah Pelatihan Sertifikasi Las 3G
bersama BLK Padang. Selain itu pemuda pada kelompok ini juga
dibekali dalam perencanaan bisnis industri las dan konsep
syari'ah dalam berbisnis.
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Gambar 8.5. Pelatihan Las dan BMC
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BAB 9
KONSEP PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA
MASYARAKAT

Oleh Eko Sumartono

9.1 Perubahan Sosial
Definisi Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah proses dimana terjadi perubahan
struktur dan fungsi dari suatu sistem sosial. Struktur sosial suatu
sistem sosial terdiri dari berbagai status (posisi/kedudukan) individu
dan status kelompok-kelompok sosial yang teratur. Status individu
dan status kelompok sosial serta peranannya (fungsi) saling
mempengaruhi satu sama lain (Sumartono, E 2022). Salah satu cara
yang berguna dalam meninjau perubahan sosial masyarakat ialah
dengan memperhatikan darimana sumber terjadinya perubahan itu.

Tabel 9.1. Macam-macam Perubahan Sosial

Sumber Kebutuhan Terhadap | Sumber/Asal Ide Baru
Perubahan Dari dalam Dari luar
Dari dalam : kebutuhan Perubahan
. . Perubahan
dirasakan oleh anggota sistem Kontak

\ Imanen .
sosial Selektif
Dari luar : kebutuhan diamati | Perubahan Perubahan
oleh agen pembaharu atau | Imanen yang | Kontak
orang luar sistem sosial Diinduksi Terarah

Sumber: Rogers (1983) dan Rogers dan Shoemaker (1987)

Perubahan Imanen terjadi jika anggota sistem sosial (pelaku
utama/usaha) menciptakan dan mengembangkan ide-ide baru dengan
sedikit atau tanpa pengaruh sama sekali dari pihak luar dan kemudian
ide-ide baru itu menyebar ke seluruh sistem sosial. Misalnya, Jhon
seorang petani dan peternak yang menciptakan alat choper (pencacah
rumput) yang merupakan modifikasi dari hasil pabrik, sehingga
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menjadi lebih sederhana, mudah dioperasionalkan, dan biayanya
relatif murah. Dalam waktu yang relatif singkat, para peternak di
desanya juga menggunakan alat tersebut

Perubahan Kontak Selektif terjadi ketika anggota sistem
sosial, yang merupakan pelaku utama atau pengusaha, membuka diri
terhadap pengaruh luar dan memilih untuk menerima atau menolak
ide baru berdasarkan kebutuhan yang mereka rasakan. Sebagai
contoh, seorang peternak yang bernama Kang Piwo dari desa A
mengunjungi desa B di mana peternak-peternaknya telah mengadopsi
teknologi tertentu, seperti inseminasi buatan untuk ternak sapinya.
Setelah kembali ke desanya (desa A), Kang Piwo memutuskan untuk
menerapkan atau mengadopsi inseminasi buatan (IB) untuk ternak
sapinya sendiri, hamun keputusan tersebut diambil tanpa adanya
paksaan dari pihak lain.

Perubahan Kontak Terarah atau Terencana merujuk pada
perubahan yang sengaja dilakukan oleh pihak luar atau sebagian
anggota sistem sosial yang berperan sebagai agen perubahan. Mereka
dengan sungguh-sungguh berupaya memperkenalkan ide-ide baru
guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga dari luar.
Sebagai contoh, program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
(PEMP) yang dicanangkan oleh pemerintah dan disosialisasikan oleh
penyuluh-penyuluh dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Program ini
diimplementasikan sebagai respons terhadap kekurangan dalam
perubahan yang dihasilkan oleh perubahan imanen maupun
perubahan kontak selektif.

Perubahan Imanen yang Diinduksi adalah istilah yang merujuk
pada situasi di mana seorang kelompok masyarakat di pedesaan
mungkin menyoroti kebutuhan atau masalah tertentu kepada pelaku
utama atau pengusaha lainnya. Meskipun secara teoritis kemungkinan
seperti itu ada, dalam praktiknya sulit terjadi. Meskipun demikian,
kelompok masyarakat tersebut tidak memberikan solusi langsung
untuk masalah tersebut; para pelaku utama atau pengusaha
diharapkan untuk mengatasi masalah tersebut setelah mereka
menyadari perbedaan budaya kebutuhan yang disoroti oleh kelompok
masyarakat.
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9.2 Perubahan Sosial Budaya
9.2.1 Definisi Perubahan Sosial Budaya

Perubahan sosial budaya mengacu pada proses transformasi
nilai, norma, keyakinan, dan praktik budaya suatu masyarakat dari
waktu ke waktu, yang mencakup berbagai aspek kehidupan sosial
seperti teknologi, ekonomi, politik, dan agama. Perubahan ini dapat
terjadi secara bertahap atau tiba-tiba, dan sering kali dipengaruhi
oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi
masyarakat (Appadurai, 1996).

9.2.2 Aspek-aspek Perubahan

Aspek-aspek perubahan tersebut mencakup berbagai bidang
kehidupan masyarakat, termasuk teknologi yang memiliki potensi
untuk mengubah cara interaksi dan pekerjaan masyarakat
(Huntington, 1996). Perubahan ekonomi juga memiliki peran krusial,
dengan modifikasi dalam sistem produksi dan distribusi yang
berpotensi memengaruhi pola konsumsi dan gaya hidup (Durkheim,
1983). Selain itu, perubahan politik seperti pergantian pemerintahan
atau penerapan kebijakan baru juga dapat memicu pergeseran dalam
nilai-nilai dan norma sosial.

9.2.3 Faktor-faktor Penyebab

Berbagai faktor memengaruhi perubahan sosial budaya,
termasuk globalisasi yang mempercepat interaksi antarbudaya dan
penyebaran ide-ide baru (Durkheim, 1983). Migrasi juga berpotensi
membawa perubahan budaya dari satu tempat ke tempat lain,
sementara konflik sosial atau politik dapat menjadi pemicu perubahan
melalui ketegangan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat
yang memengaruhi dinamika sosial (Huntington, 1996).

9.3 Difusi Budaya dan Modernisasi
9.3.1 Difusi Budaya

Difusi budaya menjadi salah satu mekanisme kunci dalam
perubahan sosial budaya, dimana ide, praktik, atau teknologi dari
suatu masyarakat disebarkan ke masyarakat lain melalui interaksi
antarbudaya (Smith, 1976). Proses ini dapat terjadi melalui berbagai
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jalur seperti perdagangan, migrasi, atau media massa, yang
menghasilkan penyebaran budaya seperti musik, mode, atau bahasa
dari satu negara ke negara lain.

9.3.2 Modernisasi

Modernisasi merujuk pada proses adopsi nilai-nilai, institusi,
dan teknologi yang dianggap “"modern" atau relevan dengan
perkembangan zaman (Weber, 1922). Ini sering melibatkan pengenalan
teknologi baru seperti internet atau telepon genggam, serta
perubahan dalam pola pikir masyarakat terhadap ilmu pengetahuan
dan inovasi. Modernisasi juga dapat melibatkan transformasi dalam
struktur sosial, seperti munculnya kelas menengah atau perubahan
dalam nilai-nilai tradisional.

9.4 Perubahan Sosial Budaya di Masyarakat Pedesaan
9.4.1 Karakteristik Masyarakat Pedesaan

Escobar, A (1995 mengemukakan masyarakat pedesaan
sering kali ditandai oleh keterikatan yang kuat dengan tradisi dan
alam. Mereka cenderung menjaga nilai-nilai budaya yang telah
diwariskan dari generasi ke generasi, karena kurangnya eksposur
terhadap pengaruh luar yang intens (Wolf, E R, 1982). Pertanian dan
kehidupan berbasis alam menjadi pusat kehidupan mereka, dan sering
kali memiliki sistem nilai yang berpusat pada pertanian,
kebersamaan, dan tradisi adat.

9.4.2 Pengaruh Globalisasi

Pengaruh globalisasi telah merambah ke pedesaan dan
mengubah cara hidup masyarakat pedesaan. Misalnya, penyebaran
teknologi informasi telah membuka akses mereka terhadap informasi
dan komunikasi dari luar. Hal ini dapat memengaruhi pola konsumsi,
sistem pertanian, dan bahkan kepercayaan dan nilai-nilai mereka
(Castells, M, 1996). Akibatnya, terjadi pergeseran dalam identitas dan
pola pikir masyarakat pedesaan.
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9.5 Perubahan Sosial Budaya di Masyarakat Perkotaan
9.5.1 Urbanisasi dan Migrasi

Masyarakat perkotaan sering kali menjadi pusat perubahan
sosial budaya yang cepat. Urbanisasi dan migrasi dari pedesaan ke
kota menciptakan lingkungan yang dinamis di mana ide dan praktik
baru cepat berkembang. Hal ini disebabkan oleh keragaman populasi,
interaksi lintas budaya, dan akses yang lebih besar terhadap sumber
daya dan peluang.

9.5.2 Perubahan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi dan  komunikasi
merupakan salah satu aspek utama perubahan sosial budaya di
masyarakat perkotaan. Internet, media sosial, dan telepon genggam
telah mengubah cara orang berinteraksi, bekerja, dan mengakses
informasi (Sassen, S, 1991). Ini menciptakan pola hidup baru yang
didorong oleh konektivitas digital dan penggunaan teknologi dalam
berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

131



Konsep Pemberdayaan Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Appadurai, A (1996). Modernity at Large: Cultural Dimensions of
Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Castells, M. (1996). The Information Age: Economy, Society, and Culture.
Vol. 1: The Rise of the Network Society. Malden, MA: Blackwell
Publishers.

Castells, M. (1996). The Rise of the Network Society. Malden, MA
Blackwell Publishers.

Durkheim, E. (1893). The Division of Labor in Society. New York: Free
Press.

Escobar, A (1995). Encountering Development: The Making and
Unmaking of the Third World. Princeton, NJ: Princeton
University Press.

Huntington, S. P. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of
World Order. New York: Simon & Schuster.

Rogers, EM. 1983. Diffusion of Innovations. Edisi 3 Cet.ke-1. The Free
Press, A Div. of MacMillan Pub. Co., Inc., New York.

Rogers, EM. dan F.F. Shoemaker. 1987. Memasyarakatkan Ide-ide
Baru. Disarikan dari Communication of Innovations oleh A
Hanafi. Cet. Ke-4. Usaha Nasional, Surabaya.

Sassen, S. (1991). The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton,
NJ: Princeton University Press.

Smith, M. G. (1976). Toward a Theory of Cultural Pluralism. New York:
Elsevier.

Sumartono, E, Purwoko, A A, & Nurdianty, E Dasar-Dasar
Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian. Jakad Media
Publishing.

Weber, M. (1922). Economy and Society: An Outline of Interpretive
Sociology. Berkeley: University of California Press.

Wolf, E. R. (1982). Europe and the People Without History. Berkeley:
University of California Press.

132



Konsep Pemberdayaan Masyarakat

BAB 10
MODEL-MODEL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

Oleh | Ketut Budaraga

10.1 Model Pembangunan Berbasis Masyarakat (Community-
Based Development Mode))

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pemberian
kekuatan kepada individu dan kelompok dalam suatu komunitas untuk
mengambil kontrol atas hidup mereka sendiri. Model-model
pemberdayaan masyarakat berfokus pada berbagai strategi dan
pendekatan untuk meningkatkan kemandirian, partisipasi, dan
kapasitas masyarakat.

Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek
utama dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program
pembangunan. Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam
mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan melaksanakan
program-program yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Model Pembangunan Berbasis Masyarakat (MPBM) merupakan
pendekatan dalam pembangunan yang menempatkan masyarakat
sebagai subjek utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi pembangunan. Pendekatan ini mengakui pentingnya
partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan, program,
dan proyek pembangunan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Berikut adalah beberapa prinsip utama dari Model Pembangunan
Berbasis Masyarakat:

1. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat memiliki peran aktif dalam
seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga
evaluasi. Mereka terlibat dalam pengambilan keputusan,
pelaksanaan program, dan pemantauan hasil.

2. Pemberdayaan Masyarakat: MPBM bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas dan kemandirian masyarakat sehingga mereka dapat
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mengelola sumber daya mereka sendiri dan mengatasi masalah-
masalah yang mereka hadapi.

3. Keterbukaan dan Transparansi: Proses pembangunan dilakukan
secara terbuka dan transparan, sehingga semua pihak dapat
mengakses informasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

4. Keadilan dan Kesetaraan: MPBM menekankan pentingnya
keadilan dan kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan
manfaat pembangunan bagi semua anggota masyarakat,
termasuk yang rentan dan marginal.

9. Kerjasama Antar Pihak: Kolaborasi antara pemerintah,
masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah (LSM)
penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang
berkelanjutan.

6. Kepemilikan Lokal: Pengembangan sumber daya dan
pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan kebutuhan dan
keinginan lokal, serta mempertimbangkan nilai-nilai dan kearifan
lokal.

7. Peningkatan Mutu Hidup: Tujuan utama dari MPBM adalah
meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan
yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Model Pembangunan Berbasis Masyarakat telah terbukti
efektif dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan
inklusif, serta meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat
dalam proses pembangunan. Dengan memperkuat peran dan
kapasitas masyarakat, diharapkan pembangunan dapat lebih sesuai
dengan kebutuhan dan aspirasi lokal, serta memberikan manfaat yang
lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

10.2 Model Pendidikan Partisipatif (Participatory Education
Model)

Model ini menekankan pada pendekatan edukasi yang
melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembelajaran
dan pengambilan keputusan. Masyarakat diajak untuk berkolaborasi
dalam merancang kurikulum, menyelenggarakan pelatihan, dan
mengevaluasi hasil pendidikan.
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Model pendidikan partisipatif adalah pendekatan dalam

pendidikan yang menekankan pada keterlibatan aktif dan partisipasi
siswa dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini menggeser peran
guru sebagai pemegang pengetahuan utama, dan mengakui bahwa
siswa memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keunikan mereka
sendiri yang dapat berkontribusi pada pembelajaran mereka.

Beberapa ciri khas dari model pendidikan partisipatif

termasuk:

1.

Keterlibatan Siswa: Siswa didorong untuk aktif terlibat dalam
proses pembelajaran mereka, baik melalui diskusi, proyek,
permainan peran, atau kegiatan lainnya yang memungkinkan
mereka berkontribusi secara langsung.

Kolaborasi: Model ini mendorong kolaborasi antara siswa, baik
dalam kelompok kecil maupun dalam kelas secara keseluruhan.
Siswa bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan
pembelajaran.

Pembelajaran Berpusat pada Siswa: Fokus utama dari
pendekatan ini adalah pada kebutuhan dan minat siswa. Guru
berusaha untuk membangun pembelajaran yang relevan dan
menarik bagi siswa.

Pengalaman Praktis: Siswa diberi kesempatan untuk belajar
melalui pengalaman langsung, seperti kunjungan lapangan,
eksperimen, atau proyek praktis lainnya.

Pengembangan Keterampilan Metakognitif: Siswa diajak untuk
memikirkan tentang cara mereka belajar dan memahami proses
belajar mereka sendiri. Mereka diberi kesempatan untuk
merenungkan strategi belajar mana yang paling efektif bagi
mereka.

Pembelajaran Berbasis Masalah: Siswa sering kali diberi
tantangan untuk memecahkan masalah nyata atau membuat
proyek berdasarkan masalah yang relevan bagi mereka. Ini
membantu mereka mengaitkan pembelajaran dengan konteks
kehidupan nyata.

Model pendidikan partisipatif berusaha untuk menciptakan

lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk menjadi pemikir
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kritis, kolaboratif, dan mandiri. Hal ini bertujuan untuk
mempersiapkan mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang
diperlukan untuk sukses dalam kehidupan dan masyarakat yang terus
berubah.

10.3 Model Pemberdayaan Ekonomi (Economic
Empowerment Model)

Fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui
pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro dan kecil, akses
terhadap sumber daya ekonomi, serta pembentukan koperasi dan
jaringan usaha.

Model pemberdayaan ekonomi merupakan suatu pendekatan
atau strategi yang dirancang untuk meningkatkan kemandirian
ekonomi suatu individu, kelompok, atau komunitas. Model-model ini
bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada di tingkat
individu atau kelompok, sehingga mereka dapat mengambil kendali
atas kehidupan ekonomi mereka sendiri.

Berikut adalah beberapa contoh model pemberdayaan
ekonomi yang sering digunakan:

1. Model Pendidikan dan Pelatihan: Model ini fokus pada
memberikan pendidikan dan pelatihan kepada individu atau
kelompok agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan
yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja atau memulai
usaha sendiri.

2. Model Pembiayaan: Model ini melibatkan penyediaan sumber daya
keuangan seperti pinjaman, modal ventura, atau bantuan
keuangan lainnya kepada individu atau kelompok yang ingin
memulai atau mengembangkan usaha mereka.

3. Model Infrastruktur dan Akses: Model ini berfokus pada
pengembangan infrastruktur fisik dan aksesibilitas seperti jalan,
listrik, air bersih, dan teknologi informasi untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi lokal.

4. Model Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Model ini
bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan
usaha kecil dan menengah dengan memberikan akses kepada
pelatihan, pasar, dan sumber daya lainnya.
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5. Model Kemitraan Publik-Swasta: Model ini melibatkan kerjasama
antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-
pemerintah untuk mengembangkan proyek-proyek ekonomi yang
berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

6. Model Pengembangan Komunitas Berbasis: Model ini
mengutamakan  partisipasi aktif ~ masyarakat  dalam
merencanakan dan melaksanakan program-program
pembangunan ekonomi, dengan memperhatikan kebutuhan dan
potensi lokal.

7. Model Pengembangan Keterampilan dan Jaringan: Model ini fokus
pada pengembangan keterampilan sosial dan jaringan sosial
individu atau kelompok agar mereka dapat memanfaatkan
peluang ekonomi yang ada.

8. Model Pemberdayaan Perempuan: Model ini mengakui peran
penting perempuan dalam pertumbuhan ekonomi dan berusaha
untuk meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya dan
kesempatan ekonomi.

Setiap model memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri, dan
seringkali kombinasi dari beberapa model diperlukan untuk mencapai
hasil yang optimal dalam pemberdayaan ekonomi. Selain itu, konteks
lokal dan karakteristik masyarakat juga harus dipertimbangkan dalam
merancang dan menerapkan model pemberdayaan ekonomi.

10.4 Model Pemberdayaan Politik (Political Empowerment
Model)

Model ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dan
akses masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat
mencakup pelatihan dalam keterampilan advokasi, pemantauan
kebijakan publik, dan pembentukan kelompok advokasi.

Model pemberdayaan politik adalah kerangka kerja atau
pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis
bagaimana individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat
terlibat dalam proses politik, serta bagaimana mereka memperoleh
pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk
berpartisipasi secara efektif dalam sistem politik. Pemberdayaan
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politik menekankan pentingnya memberdayakan individu dan
kelompok-kelompok yang sebelumnya marginal atau terpinggirkan
agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik,
mempengaruhi keputusan politik, dan memperjuangkan kepentingan
mereka.

Beberapa model pemberdayaan politik yang dikenal luas

antara lain:

1.
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Model Pendidikan dan Pelatihan: Model ini menekankan
pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk memberdayakan
individu dalam proses politik. Pendidikan politik memberikan
pengetahuan tentang sistem politik, hak-hak dan kewajiban
warga negara, serta keterampilan untuk berpartisipasi dalam
proses politik.

Model Partisipasi dan Organisasi: Model ini menyoroti peran
organisasi politik dan sosial dalam memberdayakan individu dan
kelompok-kelompok. Melalui organisasi politik dan sosial,
individu dapat bekerja sama, memobilisasi dukungan, dan
menggalang kekuatan untuk memperjuangkan kepentingan
mereka.

Model Penyuluhan dan Advokasi: Model ini menekankan
pentingnya penyuluhan dan advokasi untuk memberdayakan
individu dan kelompok-kelompok. Penyuluhan politik memberikan
informasi tentang hak-hak dan sumber daya yang tersedia bagi
individu untuk berpartisipasi dalam proses politik, sementara
advokasi politik membantu mereka untuk memperjuangkan
kepentingan mereka dengan lebih efektif.

Model Partisipasi Elektronik dan Teknologi Informasi: Model ini
mencerminkan peran teknologi informasi dan komunikasi dalam
memperluas akses individu terhadap informasi politik,
memfasilitasi partisipasi dalam proses politik, dan memobilisasi
dukungan untuk berbagai isu politik.

Model Pemberdayaan Komunitas: Model ini menekankan
pentingnya memperkuat komunitas lokal dan membangun
kapasitas kolektif untuk berpartisipasi dalam proses politik serta
memperjuangkan kepentingan bersama.
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Model-model ini dapat digunakan secara bersama-sama atau
secara terpisah, tergantung pada konteks politik dan sosial yang
spesifik. Tujuan dari model-model pemberdayaan politik adalah untuk
meningkatkan partisipasi politik, mendukung inklusi politik, dan
memperkuat kapasitas individu dan kelompok-kelompok untuk
berperan aktif dalam pembangunan masyarakat dan negara.

10.5 Model Pemberdayaan Sosial (Social Empowerment
Model)

Pemberdayaan sosial bertujuan untuk meningkatkan
hubungan sosial dan jaringan dukungan di antara anggota
masyarakat. Ini dapat mencakup pembentukan kelompok-kelompok
komunitas, program-program pembinaan, dan advokasi untuk hak-
hak sosial.

Model pemberdayaan sosial adalah pendekatan atau strategi
yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, keberdayaan, dan
partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan
masalah mereka sendiri. Model ini menekankan pentingnya kolaborasi
antara individu, kelompok, organisasi, dan pemerintah dalam
menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Beberapa prinsip utama dari model pemberdayaan sosial
meliputi:

1. Partisipasi: Melibatkan aktif masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka
sendiri. Ini mencakup pengakuan dan peningkatan kapasitas
masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, implementasi, dan
evaluasi program atau kebijakan.

2. Kolaborasi: Mendorong kerjasama antara berbagai pihak,
termasuk individu, kelompok, organisasi nirlaba, sektor swasta,
dan pemerintah, untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi
yang efektif memanfaatkan sumber daya yang beragam dan
memperluas jaringan dukungan untuk memecahkan masalah
kompleks.

3. Penguatan kapasitas. Membangun kemampuan individu dan
kelompok dalam masyarakat untuk  mengidentifikasi,
menganalisis, dan mengatasi masalah mereka sendiri. Ini bisa
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melibatkan pelatihan, pendidikan, dan penyediaan sumber daya
lainnya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan
masyarakat.

4. Pemberdayaan: Memberikan kontrol dan tanggung jawab kepada
masyarakat dalam mengelola sumber daya dan membuat
keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sendiri. Ini
berarti mendukung masyarakat untuk menjadi agen perubahan
dalam komunitas mereka sendiri, bukan hanya penerima bantuan
atau kebijakan dari luar.

9. Advokasi: Mendorong perubahan kebijakan dan praktik yang tidak
adil atau merugikan masyarakat tertentu. Advokasi bisa
dilakukan melalui penyuluhan, kampanye, atau pendekatan lain
untuk meningkatkan kesadaran dan memengaruhi kebijakan.

Model pemberdayaan sosial sering kali digunakan dalam
berbagai konteks, termasuk pembangunan masyarakat, kesehatan
masyarakat, pendidikan, pembangunan ekonomi, dan advokasi hak
asasi manusia. Dengan memprioritaskan partisipasi, kolaborasi, dan
pemberdayaan, model ini bertujuan untuk menciptakan perubahan
yang berkelanjutan dan merangsang pertumbuhan yang inklusif dan
berkelanjutan dalam masyarakat.

10.6 Model Pemberdayaan Teknologi (7echnological
Empowerment Model)

Model ini menekankan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap
informasi, peluang pendidikan, pasar kerja, dan layanan publik.

"Model Pemberdayaan Teknologi" dapat merujuk kepada
pendekatan atau strategi yang digunakan untuk memberdayakan
masyarakat atau organisasi melalui penggunaan teknologi. Berikut
adalah beberapa komponen yang mungkin tercakup dalam model
pemberdayaan teknologi:

1. Analisis Kebutuhan: Tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan
dan masalah yang ingin diselesaikan melalui pemberdayaan
teknologi. Ini mungkin melibatkan survei, wawancara, atau
penelitian untuk memahami tantangan dan peluang yang ada.
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2. Pemilihan Teknologi: Setelah kebutuhan dan masalah
diidentifikasi, langkah berikutnya adalah memilih teknologi yang
sesuai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini mungkin
termasuk perangkat keras, perangkat lunak, atau platform
teknologi yang relevan.

3. Pelatihan dan Kapasitasi: Masyarakat atau organisasi yang akan
menggunakan  teknologi  perlu  dilatih agar  dapat
menggunakannya secara efektif. Pelatihan ini dapat mencakup
penggunaan perangkat lunak, manajemen data, keamanan
informasi, dan keterampilan teknologi lainnya.

4. Aplikasi Teknologi: Setelah pelatihan, teknologi diterapkan untuk
memecahkan masalah yang diidentifikasi atau meningkatkan
kinerja organisasi. Ini mungkin melibatkan pengembangan
aplikasi khusus, integrasi sistem, atau implementasi solusi
berbasis cloud.

9. Pemantauan dan Evaluasi: Proses pemberdayaan teknologi harus
dipantau dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa
tujuan yang diinginkan tercapai. Ini dapat melibatkan pengukuran
kinerja, umpan balik dari pengguna, dan penyesuaian strategi jika
diperlukan.

6. Dukungan dan Pemeliharaan: Teknologi memerlukan dukungan
dan pemeliharaan yang berkelanjutan untuk menjaga kinerjanya.
Ini termasuk pemecahan masalah teknis, pembaruan perangkat
lunak, dan manajemen risiko keamanan.

Model pemberdayaan teknologi dapat bervariasi tergantung
pada konteksnya, seperti pemberdayaan teknologi dalam
pembangunan masyarakat, pemberdayaan teknologi dalam bisnis,
atau pemberdayaan teknologi dalam pendidikan. Namun, prinsip-
prinsip dasarnya tetap sama, yaitu menggunakan teknologi sebagai
alat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian individu atau
organisasi.
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10.7 Model Pemberdayaan Lingkungan (Environmental
Empowerment Model)

Fokus pada pemahaman dan perlindungan lingkungan hidup
sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat. Ini termasuk
edukasi tentang keberlanjutan lingkungan, pengelolaan sumber daya
alam, dan partisipasi dalam kegiatan konservasi.

Model pemberdayaan lingkungan adalah sebuah pendekatan
atau strategi yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat
dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya
alam. Model ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal untuk
menjadi bagian aktif dalam proses pengambilan keputusan dan
pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada lingkungan.

Beberapa elemen yang umumnya terkait dengan model
pemberdayaan lingkungan meliputi:

1. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan: Upaya untuk
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang
pentingnya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya
alam.

2. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat lokal dilibatkan secara aktif
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan yang
berhubungan dengan lingkungan. Partisipasi ini mencakup
berbagai tingkatan, mulai dari pengambilan keputusan hingga
pelaksanaan tindakan lapangan.

3. Pemberdayaan Ekonomi: Masyarakat diberdayakan secara
ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam secara
berkelanjutan. Ini dapat mencakup pengembangan usaha
ekonomi berbasis lingkungan, seperti pertanian organik,
pariwisata berkelanjutan, atau pengolahan limbah.

4. Pembangunan Kapasitas: Memberikan pelatihan dan pendidikan
kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan
pengetahuan mereka dalam pengelolaan lingkungan dan sumber
daya alam.

9. Kemitraan dan Jaringan. Membangun kemitraan antara
masyarakat lokal, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat,
dan sektor swasta untuk mendukung upaya pemberdayaan
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lingkungan. Jaringan ini dapat memfasilitasi pertukaran
pengetahuan, sumber daya, dan dukungan teknis.

Model pemberdayaan lingkungan dapat diterapkan dalam
berbagai konteks, termasuk konservasi hutan, pengelolaan air,
pengelolaan limbah, atau mitigasi perubahan iklim. Tujuannya adalah
untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara manusia dan
lingkungan, di mana masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya
alam secara berkelanjutan sambil tetap mempertahankan
keanekaragaman hayati dan kelestarian lingkungan.
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